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No Pemutakhiran RKP Tahun 2025
Perubahan
1 Perubahan Gambar 2.1
Gambar 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025
dalam 0
halaman 31 Tingkat Kemiskinan
Ekstrem (%)
7,0-8,0 0,379-0,382
Tingkat Rasio Gini
Kemiskinan (%) (nilai)
45-5,0 0,56
Tingkat Indeks Modal
Pengangguran Manusia (nilai)
Terbuka (%)
53 35,53
Pertumbuhan Penurunan
Ekonomi (%) Intensitas Emisi
GRK (%)
115-120 105-108
Nilai Tukar Petani Nilai Tukar
(kumulatif) Nelayan
(kumulatif)
Keterangan: *) target menggunakan US$ 1,90 PPP sedangkan apabila menggunakan US$ 2,15 PPP target tingkat
kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5 — 1 persen.
2 Perubahan Sebagai tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka
alinea pertama Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan penjabaran tahun
halaman 34 pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

{(RPJMN) 2025-2029, estafet pembangunan perlu dilakukan
secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025
disusun 83 Kegiatan Prioritas Utama yang menjadi penekanan,
termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat,
yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan
dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.
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3 Perubahan
Gambar 2.4 m Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025
dalam

halaman 38

Memberi Makan Siang dan Susu
Gratis di sekolah dan pesantren,
serta bantuan gizi untuk anak balita
dan ibu hamil.

Menyelenggarakan Pemeriksaan
Kesehatan Gratis, Menuntaskan
Kasus TBC, dan Membangun
Rumah Sakit Lengkap Berkualitas
di Kabupaten.

Mencetak dan meningkatkan
produktivitas lahan pertanian
dengan lumbung pangan desa,
daerah, dan nasional.

Membangun Sekolah-sekolah
Unggul terintegrasi di setiap
kabupaten, dan memperbaiki
sekolah-sekolah yang perlu
renovasi.

Melanjutkan dan menambahkan
program kartu-kartu kesejahteraan
sosial serta kartu usaha untuk
menghilangkan kemiskinan absolut.

Menaikkan gaji ASN (terutama
guru, dosen, tenaga kesehatan, dan
penyuluh), TNI/POLRI dan pejabat
negara.

Melanjutkan pembangunan
infrastruktur desa dan kelurahan,
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan
menjamin penyediaan rumah murah
bersanitasi baik untuk yang
membutuhkan, terutama generasi
milenial, generasi Z, dan masyarakat
berpenghasilan rendah (MER).

Mendirikan Badan Penerimaan
Negara dan Meningkatkan Rasio
penerimaan negara terhadap produk
domestik bruto (PDB) ke 23%.

4 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 38

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan
Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi
US$5.410 atau bertahan pada kategori upper-middle income
countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam
pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
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No Perihal Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Perubahan

5) Perubahan Tabel 2.1
Tabel 2.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025
dalam No Indikator Sasaran 2025
halaman 38 —

1 Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir 2,51,0%

Periode

2 Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) 16.000-16.900%
3  Cadangan Devisa (miliar USD) 162,40
4 Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 6,4
S Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (0,78
6 Komr:i-b—l.\»;uPDB Industri Pengolahan (%) 20,8
7 Rasio PDB Pariwisata (%) 4,243
8 Devisa Pariwisata [mjl:m USDh) 17,10-18,30
9 Pendapatan Negara (% PDB) 12,36
10 Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,24
11 Keseimbangan Primer (% PDB) {0,26) )
12 Surplus/Defisit APBN (% PDB) {2,532 d)
13 Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,159
14 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%o} 5,61
15  Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Tribun Rp} 1.905,60
16  Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekundt;»ljl"ﬂrrii’il;:\';p]wm o 8559
Keterangan: a) Kesepakatan Asumsi Dasar Ekonomu M;l:m 7 Februari 2025; b) Memperumbangkan
perkembangan data Nilai Tukar Rupiah hingga April 2025; c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2025; dan d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

6 Perubahan Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar
alinea pertama 5,3 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang
dalam diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro
halaman 39 fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan

pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi
dijaga stabil dalam rentang 2,5+1,0 persen (yoy) dan nilai tukar
Rupiah pada rentang Rp16.000-Rp16.900 per USD.

7 Perubahan Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga
alinea kedua Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap
dalam tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini

didukung oleh inflasi yang terjaga pada target yang ditetapkan
Pemerintah bersama Bank Indonesia serta peningkatan
pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan
tumbuh sejalan dengan dukungan pemerintah dalam
pembangunan. Kinerja ekspor akan menghadapi tantangan yang
cukup berat disebabkan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika
Serikat yang memicu perang dagang sehingga meningkatkan
ketidakpastian global. Kebijakan tersebut berimplikasi pada
melemahnya permintaan terhadap ekspor serta disrupsi dalam
rantai pasok global. Meskipun demikian, kinerja ekspor
Indonesia tetap didorong untuk tumbuh melalui diversifikasi
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produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan
hambatan perdagangan, serta memitigasi sektor yang terdampak
penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sementara impor
akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan
untuk penguatan fondasi transformasi.

8 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 39

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan
ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global
melalui ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi
Indonesia dalam rantai nilai global serta memanfaatkan peluang
di tengah ketidakpastian geopolitik global, melalui strategi (1)
sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan
nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah
tinggi; (2) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia
termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi
market intelligence, business matching dan pengamanan pasar
ekspor; {3) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan
perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan
global serta meningkatkan efektivitas implementasi free trade
agreement dan/atau comprehensive economic partnership
agreement; (4) peningkatan kapasitas eksportir untuk
meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan
ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan
kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam
rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (5)
integrasi informasi perdagangan internasional termasuk
penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara
real-time; serta (6) penguatan koordinasi kebijakan dan
penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

9 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 39

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat
meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai
nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas
ke pasar global melalui strategi (1) integrasi informasi
keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap
daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama
antardaerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses
pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan
dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, (5)
pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah
termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta
pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk
penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan, (6)
optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk
peningkatan perdagangan antardaerah, (7) penguatan iklim
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persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan
domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk
mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan
jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk
mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

10 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 40

Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi diharapkan
dapat menjadi pendorong target pertumbuhan ekonomi tinggi
pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian,
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.905,60 triliun
disertai tingkat efisiensi investasi tecermin dari Incremental
Capital Output Ratio yang diupayakan semakin menurun
menjadi 6,2. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perbaikan
iklim investasi secara signifikan, terutama terkait dengan
kepastian berusaha dan perlindungan terhadap investor yang
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi, di antaranya
praktik korupsi dan pungutan liar (ditandai dengan turunnya
Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia pada tahun 2024),
maraknya praktik suap (berdasarkan temuan Enterprise Survey
Indonesia tahun 2023 oleh Bank Dunia, serta lemahnya
penegakan hukum yang ditandai dengan rendahnya Indeks
Persepsi Korupsi Indonesia hingga tahun 2024 (37 poin) yang
jauh lebih rendah dari rata-rata global (44 poin). Oleh karena itu,
beberapa upaya yang mendesak dalam rangka mendorong
peningkatan investasi untuk memperkuat transformasi ekonomi
antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di
antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada
aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan
kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian
insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

11 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 40

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas
ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi
iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina  terhadap
pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura.
Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas juga
didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada
sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya.
Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif
seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan
domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan
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logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian
pembangunan smelter di tahun 2024 yang akan meningkatkan
produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang
didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu
Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas
seiring dengan tema RKP Tahun 2025 yang memiliki
pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor
perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan
permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan
pada sisi moneter global. Hal tersebut diharapkan dapat
memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas
sehingga berdampak pada peningkatan permintaan global serta
akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global.
Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam
rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah
satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya
12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan
anak usia dini di masyarakat. Selain itu, peningkatan upaya dan
akses pelayanan kesehatan dapat mendorong konsumsi jasa
kesehatan di masyarakat.

12 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 40

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan
tumbuh sebesar 5,5 persen. Dengan pertumbuhan tersebut,
kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan terhadap
produk domestik bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan
sesuali trgjectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai
20,8 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja
industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1) beberapa
proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap
operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di
Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta
proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara
Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa
mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta
negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan
di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring
dengan tingkat inflasi yang terkendali; (4) keberlanjutan
pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong
permintaan besi-baja dalam negeri; serta (5) peningkatan
kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong
dengan kebutuhan untuk menunjang peningkatan upaya
kesehatan, penanggulangan penyakit, dan peningkatan akses
pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan
semesta.
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13 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 41

Pada tahun 2025, rasio produk domestik bruto pariwisata
ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,2-4,3 persen serta
diiringi oleh peningkatan devisa pariwisata mencapai US$17,10-
18,30 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi
faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025.
Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan
penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

14 Perubahan
Tabel 2.2
dalam
halaman 41

Tabel 2.2
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen)

No Komponen Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Sasaran 2025
Tahun 2024
Pertumbuhan PDB 5,03 5,30
Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran
| Komsums: Rumah Tangga dan LNPRT 5,11 5.14
2  Konsumsi Pemerintah 6,61 6,66
3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap 4,61 5,61
Bruto/PMTB)
4  Ekspor Barang dan Jasa 6,51 6,95
5 Impor Barang dan Jasa 7,95 7,16
Produk Domestik Bruto Stsi1 Lapangan Usaha
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,67 2,20
2  Pertambangan dan Penggahan 4,90 5,52
3 Industri Pengolahan 4,43 5,50
4  Pengadaan Listnik, Gas, dan Produksi Es 4,77 5,09
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, 1,56 2,05
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 702 7,65
7  Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4,86 4,96
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 8,69 9,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum » 8,5_6 D 9,53»
10 Informasi dan Komunikasi 7,57 7,69
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,74 6,52
12 Real Estate 2,50 2,45
13 Jasa Perusahaan T 8,38 8,45
14 Admunistrasi Pemerintahan, Pertahanan, 6,40 3,05
dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan T s 3,85
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8.1 8,91
17 Jasa lainnya 9,80 o 6,55

15 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 42

Pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,36 persen Produk
Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan
sebesar 10,24 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebesar 2,11 persen Produk Domestik
Bruto. Optimalisasi pendapatan negara diarahkan pada upaya
perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih
efektif sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun
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2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tetap
menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, serta
optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tetap
menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan.

16

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 42

Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada simplifikasi proses
bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, percepatan
implementasi core tax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi
dan intensifikasi pajak, penajaman tax incentive tepat sasaran
untuk mendorong sektor prioritas, serta mendukung
transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dari sisi
Penerimaan Negara Bukan Pajak kebijakan diarahkan pada
reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber
daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara,
pemanfaatan aset barang milik negara, serta inovasi dan
digitalisasi layanan.

17

Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman 42

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,89
persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat sebesar 11,11 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer
ke Daerah sebesar 3,78 persen Produk Domestik Bruto.
Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga,
Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke
Daerah diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi, penguatan well-being, dan konvergensi antardaerah.
Pengalokasian belanja negara diutamakan pada implementasi
antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia
{(pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi}, kesejahteraan
sosial, percepatan dan pemerataan konektivitas, serta
pelaksanaan transformasi ekonomi dalam rangka akselerasi
pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap
menjaga kesinambungan fiskal.

18

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 43

Defisit Anggaran ditargetkan sebesar 2,53 persen Produk
Domestik Bruto disertai pengendalian primary balance,
didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi
pembiayaan baik dari utang dan non-utang yang dikelola secara
prudent dan kredibel. Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara antara lain untuk (a) penyediaan
infrastruktur yang berkualitas; (b} mendukung proyek-proyek
yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek
pengganda besar terhadap perekonomian; (c) optimalisasi peran
Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign
Wealth Funds untuk mendukung akselerasi transformasi
ekonomi; (d) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan
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pembiayaan ultra mikro, optimalisasi saldo anggaran lebih; serta
(e) mendorong Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of
development untuk mendukung prioritas pembangunan
nasional.

19 Perubahan
Tabel 2.3
dalam
halaman 43

Tabel 2.3
Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2025 (Persen PDB)

Realisasi

Uraian Realisasi 2023 Sementara 2024 Sasaran 20252
Pendapatan Negara 13,33 12,84 12,36
Penerimaan Perpajakan 10,31 10,08 10,24
Pencrimaan Negara Bukan Pajak 293 262 2,11
Belanja Negara 14,94 15,13 14,89
Belanja Pemerintah Pusat 10,72 11,23 11,11
Tranfer ke Daerah 4,22 3,90 3,78
Keseimbangan Primer 0,49 {0,091 (0,26
Surplus/Defisit (1,61)5 (2,29)M (2,53
Pembiayaan Investa;i«m o (0,43)b (0,27 (0,64)»
Stok Utang Pemerintah 39,21 39,36 39,15

Keterangan: a} Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan b) Angka dalam kurung (x,x) bernilai
negatif.

20 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 43
dan alinea
pertama dalam
halaman 44

Stabilitas eksternal Indonesia akan semakin menguat pada
tahun 2025 karena berhasil melewati periode krusial
sebelumnya dengan baik, yaitu tahun politik dan transisi
pergantian kepemimpinan. Pada tahun 2025, neraca
perdagangan barang ditargetkan surplus sebesar US$34,99
miliar seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi
pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui
langkah negosiasi untuk menurunkan hambatan perdagangan,
reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan,
diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerjasama bilateral dan
multilateral, serta memitigasi sektor yang terdampak dari
penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun defisit
neraca jasa-jasa ditargetkan mengalami penurunan menjadi
US$18,52 miliar, dikontribusikan oleh peningkatan kunjungan
wisatawan mancanegara yang semakin signifikan ke Indonesia
sehingga meningkatkan surplus neraca jasa perjalanan. Adapun
defisit neraca pendapatan primer ditargetkan sebesar US$35,71
miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal
hasil investasi asing. Neraca pendapatan sekunder ditargetkan
terus mencatat surplus yang cukup tinggi menjadi sebesar
US$7,37 miliar, didorong oleh peningkatan keterampilan,
jumlah negara penempatan, dan sektor lapangan penduduk
migran Indonesia di luar negeri yang semakin kompetitif.
Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial terus
mengalami perkembangan yang baik sehingga ditargetkan dapat
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mencapai US$21,08 miliar. Peningkatan tersebut selaras dengan
investasi langsung yang konsisten mencatat surplus dan
ditargetkan mengalami kenaikan menjadi US$17,50 miliar,
sejalan dengan keberlanjutan berbagai proyek strategis
pemerintah dan iklim dunia usaha yang kondusif sehingga
membuat para investor tetap percaya terhadap prospek
perekonomian Indonesia. Adapun investasi portofolio
diharapkan dapat terus berkembang mencapai US$11,85 miliar,
sehingga membuat pasar keuangan dan likuiditas tetap terjaga
dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahun 2025,
neraca keseluruhan ditargetkan akan menjadi US$9,20 miliar
disertai dengan perkembangan cadangan devisa mencapai
US$162,40 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan
impor dan berada di atas kecukupan standar internasional.

21 Perubahan
Tabel 2.4
dalam
halaman 44

Tabel 2.4
Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025 (Miliar USD)

Uraian Sasaran 2025

Transaksi Berjalan {11,87)
dalam persen PDB {0,78)
Barang 34,99
Jasa-Jasa {18,52)
Pendapatan Primer (35,71)
Pendapatan Sekunder 7,37
Transaksi Modal dan Finansial 21,08
Investas: Langsung 17,50
Investasi Portofolio 11,85
[nvestasi Lainnya (8,34)
Neraca Keseluruhan 9,20
Cadangan Devisa 162,40
dalam bulan impor 6.4

Keterangan: Angka dalam kurung (x,x) bernilar negatif,

22 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 45

Pada tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga
stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di
tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat
inflasi dijaga pada rentang sasaran 2,5+1,0 persen (yoy), serta
nilai tukar rupiah pada rentang Rpl16.000-Rp16.900 per USD.
Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan
mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional,
kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan
lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan,
dan sistem pembayaran).
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23 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 45

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan untuk
menjaga empat aspek pokok, yaitu keterjangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas
komunikasi. Upaya tersebut meliputi (a) pengelolaan permintaan
dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi
belanja negara dan daerah; (b) peningkatan produksi dalam
negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan serta
pengelolaan cadangan dan tata niaga pangan; (c) penguatan
infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal, terluar,
terdepan dan perbatasan; (d) perbaikan kualitas data pangan; (e)
penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah
sejak proses perencanaan; serta (f) koordinasi perumusan
kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi timing maupun
sequencing sehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap
kenaikan inflasi.

24 Penambahan
alinea setelah
alinea kedua
dalam
halaman 45

Selanjutnya, komponen inflasi harga bergejolak dijaga terkendali
dalam rentang 3,0-5,0 persen (yoy) melalui penyelesaian
permasalahan struktural di antaranya (a) optimalisasi belanja
negara dan daerah untuk penguatan infrastruktur, konektivitas,
dan ketersediaan pasokan melalui subsidi ongkos angkut,
bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah;
(b} percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan;
(c) percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor pertanian
dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia petani
melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi
pascapanen); {d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi
pangan; (e) penguatan logistik melalui pemenuhan sarana
prasarana konektivitas, penyediaan kewajiban pelayanan
publik/public service obligation dan layanan angkutan perintis
pada daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan serta
koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f)
pengelolaan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan
nasional; serta g penguatan sinergi antar
kementerian/lembaga/daerah dalam perumusan kebijakan
pengendalian inflasi.

25 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 45

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk
mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai dengan
fundamentalnya melalui (1} penguatan strategi operasi moneter
yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi
kebijakan moneter; (2) menetapkan tingkat suku bunga Bank
Indonesia-rate yang optimal untuk menjangkar ekspektasi
inflasi; (3) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan
pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing masuk; (4)
mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
nasional maupun lintas negara; serta (5) menerapkan kebijakan
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makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan
mendorong penyaluran kredit.

26

Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman 45

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun
2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk
tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum
pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia
ditargetkan sebesar 5,0 persen, sedangkan Kawasan Timur
Indonesia sebesar 6,2 persen.

27

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 46

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2025 akan
didorong dengan penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi
perikanan serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi
tanaman pangan dan perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut,
penyiapan pangan lokal sagu, jagung, ubi, dan padi dalam
rangka pengembangan kemandirian pangan juga diharapkan
dapat mendukung perekonomian Wilayah Papua. Selain itu,
peningkatan infrastruktur konektivitas juga akan mendorong
perekonomian Wilayah Papua melalui pengembangan Bandara
Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan
Jalan Trans Papua. Pengembangan kawasan pariwisata juga
akan terus didorong, seperti pengembangan kawasan pariwisata
di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari
premium yang berkelanjutan serta penyiapan kawasan
pariwisata rintisan baik berbasis pariwisata budaya, berbasis
minat khusus, maupun berbasis pariwisata bahari. Di sisi
industri, pertumbuhan industri pengolahan akan didukung oleh
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong,
pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah,
serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni
dan Kawasan Industri Fakfak. Pertumbuhan ekonomi Wilayah
Papua ditargetkan mencapai 6,0 persen.

28

Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 46

Berlanjutnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nikel
di Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau
Obi pada tahun 2025 ditargetkan akan mendorong
perekonomian Wilayah Maluku untuk tumbuh mencapai 9,4
persen. Selain itu, penguatan kawasan pariwisata eksisting di
Kabupaten Pulau Morotai, penyiapan kawasan pariwisata
rintisan Banda Neira, penyiapan pengembangan kawasan
terintegrasi tanaman pangan dan perkebunan, serta penyiapan
pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas
cakalang-tongkol, udang, tuna, dan lobster) diharapkan mampu
meningkatkan produktivitas ekonomi Wilayah Maluku.
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29 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 46

Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama
penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang
ditargetkan tumbuh 6,8 persen pada tahun 2025. Beberapa
provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring
dengan peningkatan kinerja industri melalui penguatan industri
logam dasar serta hilirisasi industri nikel, kelapa, kakao, dan
rumput laut. Implementasi proyek strategis nasional di Wilayah
Sulawesi, seperti penyempurnaan pembangunan jalur kereta api
Trans Sulawesi serta pembangunan dan pengembangan
infrastruktur dan layanan konektivitas juga diharapkan dapat
mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan.
Peningkatan produktivitas pertanian di beberapa provinsi juga
terus didorong melalui pengembangan kawasan komoditas
pertanian jagung, cabai, dan padi. Selain itu, pengembangan
pariwisata juga diharapkan dapat mendorong perekonomian
Sulawesi, seperti penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas
Manado-Likupang.

30 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 46

Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan
menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah
Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,8 persen pada tahun
2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat di
beberapa provinsi seiring dengan percepatan hilirisasi industri
berbasis komeoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri
bauksit, nikel, rumput laut, sawit, dan karet; penguatan industri
dasar seperti industri kimia dasar; serta pengembangan industri
teknologi menengah tinggi seperti industri elektronik dan digital,
serta industri kimia hilir dan farmasi. Pengembangan dan
operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan
tol, pelabuhan, dan bandara yang telah dibangun juga
diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi
Wilayah Kalimantan.

31 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 47

Perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara ditargetkan
tumbuh 5,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa
serta peningkatan nilai tambah sektor primer. Penyiapan
pengembangan kawasan terintegrasi rumput laut di Nusa
Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah
sektor primer. Kinerja industri juga diharapkan dapat meningkat
didorong percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai
tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut.
Selain itu, perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara
diharapkan dapat didorong dengan peningkatan aktivitas sektor
jasa bernilai tambah tinggi melalui penguatan ekosistem
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pengembangan aplikasi dan gim serta penguatan ekosistem film,
animasi, wvisual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan
pemampu ekonomi kreatif di Bali. Pengembangan aktivitas
pariwisata juga akan terus didorong, utamanya penataan
bangunan kawasan destinasi wisata di destinasi pariwisata
prioritas Lombok-Gili Tramena serta percepatan pembangunan
dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata prioritas Labuan
Bajo.

32 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 47

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,7 persen sebagai pusat
pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan
(bauksit, kakao, kelapa, dan sawit), pengembangan
industrialisasi perikanan, penguatan produktivitas industri
makanan dan minuman, penguatan industri logam dasar, serta
penguatan industri kimia dasar. Selain itu, pembangunan
proyek strategis nasional, seperti Jalan Tol Trans Sumatera serta
pengembangan Bandara Hub dan Aerocity Kualanamu
diharapkan dapat menjadi pendorong dalam integrasi kawasan
khususnya dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta
perdagangan internasional yang mengurangi biaya logistik serta
meningkatkan daya saing investasi di Sumatera.

33 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 47

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus
diperkuat di Pulau Jawa untuk mengatasi tingginya biaya
logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi di Jawa,
seperti pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa Timur,
pembangunan Pelabuhan Patimban, pengembangan Pelabuhan
Tanjung Priok, serta pengembangan Bandara Hub Soekarno-
Hatta, Bandara Hub Juanda, dan Bandara Hub New Yogyakarta
International Airport Kulon Progo. Selain itu, aktivitas jasa juga
terus ditingkatkan melalui penyelesaian Destinasi Pariwisata
Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan serta penguatan
ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta ekonomi
kreatif. Industrialisasi juga akan terus didorong melalui hilirisasi
industri komoditas (tembaga, bauksit, sawit, kelapa, dan rumput
laut), pengembangan industri alat angkut termasuk electronic
vehicle dan kedirgantaraan, pengembangan industri elektronik
dan digital, hingga pengembangan industri kimia hilir dan
farmasi. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat
tumbuh sebesar 5,1 persen.
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34 Perubahan Gambar 2.5
Gambar 2.5 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025
dalam Kawasan Barat Indonesia NI 38Pr0vinsi-m Kawasan Timur Indonesia Ji¥3
halaman 48 = P
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Keterangan: Pertumbuhan Ekenomi 2025 (dalam %)

35 Perubahan Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025,
alinea pertama dibutuhkan total investasi sebesar Rp7.593,42 triliun dengan
dalam rincian sebagai berikut.
halaman 48

36 Perubahan Tabel 2.5
Tabel 2 5 Kebutuhan investasi Tahun 2025
dalam No Uraian Share (Persen) Nilai (Trilun Rp)
halaman 48 1 Investasi Pemerintah 5,43 412,39

2 Investasi BUMN B o 5,41 411,00
3 Investasi Swasta/Masyarakat 89,16 6,770,03
Total Kebutuhan Investas: 7.593,42

37 Perubahan Kebutuhan investasi pada Tabel 2.5 akan dipenuhi oleh sumber
alinea kedua pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayaan investasi
dalam pemerintah, pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara,
halaman 48 dan pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Pembiayaan

investasi Badan Usaha Milik Negara bersumber dari dana
internal Badan Usaha Milik Negara dan pembiayaan investasi
swasta/masyarakat yang berasal dari pembiayaan kredit
perbankan, penerbitan saham, dan penerbitan obligasi
korporasi. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang
terbesar dalam sumber pembiayaan investasi
swasta/masyarakat. Secara rinci sumber pembiayaan investasi
dapat dilihat pada Tabel 2.6.
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38 Perubahan Tabel 2.6
Tabel 2.6 S'\ﬁnber Pembiayaan Investasi Tahun 2025
dalam Uraian Share (Persen)
halaman 49 (1} Pembiayaan Investasi Pemerintah 5,43

(2) Pembiayaan Investasi BUMN
(2.1) Dana Internal BUMN 3?5':
{3) Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat 91,00
(3.1) Kredit Perbankan (flow} 11,93
(3.2) Penerbitan Saham 0,91
(3;57)H‘Pencrbitan Obligasi Korporasi 2,10
-‘Awl;‘;i VD;;'.; Internal Masyarakat 76,06

39 Perubahan Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai value creator dan agent
alinea pertama of development menjadi hal yang krusial dalam mendukung
dalam prioritas pembangunan nasional dan tema RKP tahun 2025
halaman 49 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk
meningkatkan daya saing dan kualitasnya sebagai agen
pembangunan melalui peningkatan kinerja regulator dan
operator Badan Usaha Milik Negara, peningkatan peran Badan
Usaha Milik Negara pada program strategis dan perintis, serta
optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara pada program
tanggung jawab sosial dan lingkungan.

40 Perubahan Sejalan dengan hal di atas, rencana investasi Badan Usaha Milik
alinea kedua Negara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis
dalam seperti kesehatan, hilirisasi, swasembada pangan, energi dan
halaman 49 air, perumahan dan infrastruktur, transformasi digital, serta

sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan
nasional.

41 Perubahan Saat ini, terdapat 109 rencana investasi Badan Usaha Milik
alinea Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional pada
keempat RKP Tahun 2025. Rencana investasi tersebut merupakan
dalam kelanjutan investasi pada RKP Tahun 2024 yang diidentifikasi
halaman 50 berlanjut pada tahun 2025 serta penambahan usulan rencana

investasi dari Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian
Keuangan pada tahun 2025, dengan jumlah Badan Usaha Milik
Negara yang terlibat sebanyak 65. Rencana investasi Badan
Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan
nasional juga mendukung pencapaian 14 dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
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42 Perubahan Gambar 2.6
Gambar 2.6 Gambaran Umum Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas
Pembangunan Nasional
dalam
halaman 50 Lzl SDGs yang
Investasi di dukung
., — { e
Total Investasi
BUMN BUMN
Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari
2025.
Gambar 2.7
43 Perubahan Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan
Gambar 2.7 Nasional di Seluruh Indonesia
dalam O ‘
Rencana Investasi
halaman 51 "w — DisksanakanLinas Wiayah
M(Bl!i Investasi
Kepulauan Riau l Secens '““'
Mencakup
28 Provinsi

98 Kabupaten/Kota

.

Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari
2025.
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44 Perubahan
Tabel 2.7
dalam
halaman 51
dan 52

Tabel 2.7

Identifikasi Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara
yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Jumlah
Prioritas Nasional Program Prioritas Investasi BUMN
(Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem Swasembada Pangan 5
pertahanan keamanan negara dan Swasembada Energi 18
mendorong kemandirian bangsa melalu -
swasembada pangan, energi, air, ekonomi _Swasembada Air 5
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, Ekonomi Digital 3
dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Lingkungan 1
Hidup dan Tata Ruang
Reformasi Pengelolaan Sampah 1
Terintegrasi dar1 Hulu ke Hilir
Pembangunan Rendah Karbon 1
Pengembangan Ekonomi Biru 1
sebagar Sumber Pertumbuhan
Baru
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Konektivitas dan 23
pengembangan infrastruktur dan Layanan Transportast Multimoda
meningkatkan lapangan kerja yang Peningkatan Konektvitas Digital 15
berkualitas, mendorong gewxrausahaan, dan Transis: Energi Listrik
mengembangkan industri kreatif serta - -
mengembangkan agromaritim industn di Penmgkatan‘Produkuvitas UMKM 1
sentra produksi melalu: peran aktif dan Koperasi
koperasi Pendalaman Sektor Keuangan 1
Pembangunan Pariwisata 5
Berkualitas dan Berkelanjutan
Rencana Investasi BUMN Selaras 4
dengan PN 3
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Penguatan Kapasitas Ketahanan 1
pembangunan sumber daya manusia Kesehatan
(SDM), sains, teknology, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda, dan penyandang
disabilitas
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Pengembangan Hilinsasi Industri 12
hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA Unggulan, Industri
berbasis sumber daya alam untuk Padat Karya Terampil, Padat
meningkatkan nilai tambah di dalam Teknologi Inovasi, serta
negeri Berorientasi Ekspor
Optimalisasi Backbone Integrasi 2
Ekonomi dan Perkuatan Sistem
Logistik Nasional
Rencana Investasi BUMN Selaras 1
dengan PN 5
Peningkatan Akses Lapangan Kerja
Prioritas Nasional 6: Membangun dari dan Penumbuhan Usaha ) 1
desa dan dari bawah untuk pertumbuhan Berkelanjutan dan Inovatif
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara 2
pemberantasan kermskinan Percepatan Penyediaan Perumahan 6
dan Permukiman
Total 109

Sumber: Badan Usaha Miik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februan

2028.
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45 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 52
dan alinea
pertama dalam
halaman 53

Seiring meningkatnya target pertumbuhan ekonomi serta
terbatasnya pendanaan pembangunan pemerintah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun investasi
Badan Usaha Milik Negara, dukungan investasi swasta yang
dapat mendorong pencapaian sasaran dan prioritas
pembangunan nasional menjadi semakin penting. Sebagaimana
tema RKP Tahun 2025, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan, iklim berusaha dan investasi perlu
ditingkatkan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara tujuan investasi berkualitas yang dapat
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pembangunan, penciptaan tenaga kerja, pengembangan inovasi
dan teknologi, serta yang memperhatikan lingkungan dan
keberlanjutan. Kontribusi investasi swasta dalam pemenuhan
kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan
ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan
investasi swasta ditargetkan berkisar sebesar 89,16 persen dari
total investasi atau senilai Rp6.770,03 triliun pada tahun 2025.

46 Perubahan
Gambar 2.8
dalam
halaman 53

Gambar 2.8
Gambaran Umum Rencana Investasi Swasta yang
Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Proyek Total CAPEX
Investasi Swasta Investasi Swasta

—0 i

Badan Usaha
Milik Swasta

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas
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47 Perubahan
Gambar 2.9
dalam
halaman 54

Gambar 2.9
Sebaran Rencana Investasi Swasta yang
Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia

(. SUMATRA & KEP. RIAU

Proyek: 8 Proyek
CAPEX:Rp559T

@ sULAWESI

Proyek: 14 Proyek
CAPEX: Rp 40,62 T

)
(@ KALIMANTAN

p
Proyek: 10 Proyek ‘\. MALUKU
CAPEX:Rp 43,16 T

o

(@ NUSA TENGGARA

Proyek: 1 Proyek
CAPEX:Rp 0,04 T

-
@ 3awa

Proyek: 7 Proyek
CAPEX: Rp 10,85 T

Proyek: 2 Proyek
CAPEX:Rp713T

@ PaPUA

Proyek: 2 Proyek
CAPEX:Rp0,38T

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek: 2 Proyek

ESSN

CAPEX:Rp 19,50 T

48 Perubahan
Tabel 2.8
dalam
halaman 54
dan 55

Tabel 2.8

Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Jumlah
Prioritas Nasional Program Prioritas Investasi Swasta
(Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem Swasembada Energi °
pertahanan keamanan negara dan Swasembada Pangan 1
mendorong kemandirian bangsa melatui
swasembada pangan, energi, arr, ekonomi  Swasembada Air 1
:yana.h, ekorlmr‘m digital, ekonomi hijau, Reformasi Pengelolaan Sampah
an ekonomi biru ) R o 2
Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Prioritas Nasional 3' Melanjutkan Pengembangan Konektivitas dan 2
pengembangan infrastruktur dan Layanan Transportasi Multimoda
meningkatkan lapangan kerja yang o
berkualitas, kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta Pembangunan Pariwisata 7

mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif
koperasi

Berkualitas dan Berkelanjutan
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Jumiah
Investasi Swasta
(Proyek)

Prioritas Nasional Program Prioritas

Pengembangan Hilirisasi Industri

berbasis SDA Unggulan, Industri

Padat Karya Terampil, Padat 17
Teknologi Inovasi, serta

Berorientasi Ekspor

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan
hilirisasi dan mengembangkan industri
berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri

Pengembangan Aglomerasi Industri
di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat 6
Pertumbuhan Baru

Prioritas Nasional 6: Membangun dari
desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan

Percepatan Penyediaan Perumahan
dan Permukiman

TOTAL 46

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, per 4 Februan 2025.

49 Penambahan
alinea sebelum
Subbab 3.1
Nomenklatur
Prioritas
Nasional 1
dalam
halaman 56

Bab ini menjelaskan sasaran utama dan arah kebijakan pada
masing-masing prioritas nasional. Selain itu, dicantumkan
highlight intervensi kebijakan yang menjabarkan kegiatan
prioritas utama pada masing-masing prioritas nasional.
Intervensi kebijakan secara keseluruhan dari masing-masing
prioritas nasional dituangkan dalam matriks pembangunan
yang tidak terpisahkan dari narasi ini. Bab ini juga memuat
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang
menjabarkan kebutuhan regulasi dan kelembagaan di masing-
masing prioritas nasional.

50 Perubahan
Subbab 3.1.1
Sasaran
Utama pada
Prioritas
Nasional 1
dalam
halaman 56

3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah
dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun
2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Tervujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia

1 Indeks Demokrasi Indonesia 79,51 (2023) 81,60-85,23

B

(4]

2 Indeks Hak Asasi Manusia 2,70 (2023) 2

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2024 (diclah).

51 Perubahan
Subbab 3.1.2
Arah
Kebijakan
dalam

3.1.2 Arah Kebijakan

Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan
serangkaian arah kebijakan (1) penguatan ideologi Pancasila,

SK No 189447 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23.
No Perihal Pemutakhiran RKP Tahun 2025
Perubahan
halaman 56 wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (2) penguatan
komunikasi publik dan media; (3) penguatan lembaga
demokrasi; (4) penguatan kesetaraan masyarakat sipil; serta (5)
pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.
52 Perubahan 3.1.3 Highlight Intervensi Kebijakan
Subbab 3.' 1.3 Sebagai upaya simultan pencapaian sasaran Prioritas Nasional
Intervenst . - i
.. 1, terdapat Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak
Kebijjakan .. . . . .
dalam mgmﬁkap dan mempunyai daya L.mgklt tmggl tgrhadap
halaman 56 pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.
sampai (1) Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab,
dengan 62 Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)
sebagai upaya mendukung terwujudnya kebebasan pers
dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab,
edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, di antaranya
tergambar pada (a} kualitas siaran televisi yang memenuhi
standar berlaku menjadi 3,18; (b} persentase penurunan
kejadian intervensi dan kekerasan pers menjadi 66,00
persen; (c) persentase jumlah perusahaan pers dan media
massa yang memiliki tata kelola baik menjadi 64,00 persen;
(d) persentase independensi pers dari kelompok kepentingan
yvang kuat menjadi 66,00 persen; (e) persentase peningkatan
kepatuhan terhadap etika pers menjadi 70,50 persen; (f}
persentase peningkatan akses pers dan media bagi
kelompok rentan menjadi 69,50 persen; dan (g} jumlah
peserta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia bidang jurnalistik dan pers sebanyak 690 orang
pada tahun 2025. Untuk mewujudkan penguatan pers dan
media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur,
Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) dapat dilaksanakan
melalui (a) peningkatan kapasitas lembaga pers, (b)
peningkatan kompetensi dan etika insan pers, serta (c)
penyehatan media arus utama.
53 Perubahan 3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Subbab 3.1.4 Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 1 “Memperkokoh
Kerangka Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” pada
Regulasi dan &l T ’ paca
Kerangka tahgn 202§ sebagai upaya mendukung penataan regulasi
nasional, yaitu
Kelembagaan
dalam {1} Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
halaman 62 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
sampai Keterbukaan Informasi Publik
dengan 63

Penyusunan Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik didorong oleh berbagai permasalahan dalam
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implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak
dan kewajiban pemohon informasi, serta sanksi hukum.
Selain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi
Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa
informasi publik) dan kuasi eksekutif, yang mengakibatkan
banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa
informasi publik.

54 Perubahan
Subbab 3.2.1
Sasaran
Utama pada
Prioritas 2
dalam
halaman 63
sampai
dengan 65

3.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem
pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah
dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai
berikut.

Tabel 3.2
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi
peiaksanaan pembangunan

1 Asia Power Index (Military Capability) 15,7 16

2 Asia Power Index (Diplomatic Influence) 65,6 65,7

3 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan o 62,8 (2020} - 67,5
Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)

4 Global Cybersecurity Index 100 100

S5  Indeks Keamanan Laut Na;ironal o 59 60

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara
berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

6 Indeks Ketahanan Pangan 71,24 73,2

7 Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan 0,67 2,20
Perikanan (%o}

8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU} 8,27 7,21

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan
dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air {(FEW Nexus)

9 Indeks Ketahanan Energi 6,64 6,77

10 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)® 13,2 (2023) 20,0

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan
pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

11  Indeks Ketahanan Air Nasional 3,48 {2022) 3,50
12 Kapasitas tampungan air {m3/kapita)® 59,59 59,31
13 Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap 24 (2020} 39,20

minum perpipaan (%)»

14 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%} 10,21 (2023) 12,5
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No

Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inktusif, dan berkelanjutan

15 Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 3 (2023} 3
{peringkat)

16  Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 34,25 (2023) 38,76

17  Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) 45 (2023) 43

Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

18 Indeks Ekonomu Hijau 60,37 {(2023) 68,34
19 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan 15 (13 terdaur 24 {16 terdaur
Sampah (%)% ulang) (2022) ulang)
20 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 17,47 (2023) 18,37
Kumulatif (%))
21 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca {GRK] 28,53 (2023} 26,67
Tahunan (%)
22 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayat: 0,35 (2020) O,44>
23  Indcks Kualitas Lingkungan Hidup 73,539 76,49
24 Indeks Kualitas Udara¥ - 90,139 78,53
25  Indeks Kualitas Aird 54,78 72,02
26 Indeks Kualitas Lahan B o 61,95 77,97
27 Indeks Kualitas Air Laut® 81,67 81,02

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2024 (diolah)
Keterangan: a) sangat sementara, b) indikator tingkat Program Prioritas/Kegiatan Prioritas, c¢) perhitungan
menggunakan metode lama

55 Perubahan
Subbab 3.2.2
Arah
Kebijakan
dalam
halaman 65

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan
pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai
berikut:

(1)

(2)

()

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas
keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan
pembangunan, dilaksanakan melalui (a) pembangunan
postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangan
industri pertahanan; (c) komponen cadangan dan
komponen pendukung; (d) intelijen dan keamanan dalam
negeri; (e} keamanan siber, sandi, dan sinyal; (f) keamanan
laut dan hidro-oseanografi; (g) keamanan dan ketertiban
masyarakat; (h) profesionalisme pelayanan kepolisian; dan
(i) diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan
dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW
Nexus), dilaksanakan melalui swasembada pangan.

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan
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(4)

()

Nexus Pangan, Energi dan Air {FEW Nexus), dilaksanakan
melalui swasembada energi.

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan
Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dilaksanakan
melalui swasembada air.

Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif,
inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a)
ekonomi syariah, (b) ekonomi digital, dan (c) pengembangan
ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Terwujudnya transformasi ekonomi hijau, dilaksanakan
melalui (a) ekosistem ekonomi sirkular; (b) pengelolaan
keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (c)
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (d)
reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
(e) pembangunan rendah karbon; (f) pekerjaan hijau/green
jobs, dan (g) pengelolaan hutan lestari.

56 Perubahan
Subbab 3.2.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
halaman 65
sampai
dengan 80

3.2.3 Highlight Intervenst Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2,
dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah
kebijakan sebagai berikut.

(1)

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/
lumbung pangan Kalimantan Tengah sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di
KSPP Kalimantan Tengah, di antaranya tergambar pada (a)
peningkatan produksi beras kawasan sentra produksi
pangan Kalimantan Tengah menjadi 196.984 ton dan (b)
peningkatan luas panen padi kawasan sentra produksi
pangan Kalimantan Tengah menjadi 146.806 hektare.
Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan
Tengah dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan
sentra produksi pangan/lumbung pangan Kalimantan
Tengah, (b) on farm kawasan sentra produksi
pangan/lumbung pangan Kalimantan Tengah, dan (c) off
farm kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan
Kalimantan Tengah.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP}/lumbung pangan Sumatera Selatan sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan, di
antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan
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3)

()

menjadi 65.724 ton dan (b) peningkatan luas panen padi
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan
menjadi 28.568 hektare. Untuk mewujudkan
pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan dapat
dilaksanakan melalui (a) geospasial Kawasan Sentra
Produksi Pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan, (b} on
farm kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan
Sumatera Selatan, dan (c) off farm Kawasan Sentra Produksi
Pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di
Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan, di
antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras
Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi
109.308 ton dan (b) peningkatan luas panen padi Kawasan
Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi 75.621
hektare. Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua
Selatan dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan
sentra produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan,
(b) on farm kawasan sentra produksi pangan/lumbung
pangan Papua Selatan, dan (c) off farm kawasan sentra
produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
{KSPP)/lumbung pangan lainnya sebagai upaya mendukung
peningkatan produksi bahan pangan utama, di antaranya
tergambar pada (a} lahan baku sawah yang dicetak menjadi
42 ribu hektare dan (b} luas lahan sawah yang ditingkatkan
indeks pertanaman menjadi 6,9 ribu hektare. Untuk
mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi
Pangan (KSPP)/lumbung  pangan lainnya  dapat
dilaksanakan melalui (a) peningkatan luas lahan pertanian
(ekstensifikasi), (b) peningkatan daya guna lahan pertanian
(intensifikasi), dan (¢} infrastruktur pendukung Kawasan
Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan lainnya. Upaya
pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan tersebut diarahkan untuk
meningkatkan produksi dan memperkuat cadangan pangan
melalui pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam
negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.

Pengembangan pangan hewani sebagai upaya mendukung
meningkatnya produksi bahan pangan hewani dan
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(7)

(8)

meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan, di
antaranya tergambar pada (a) produksi daging menjadi 4,96
juta ton, (b) produksi telur menjadi 7,43 juta ton, (c)
produksi susu menjadi 855,57 ribu ton, dan {d) persentase
pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan
mutunya menjadi 80 persen. Untuk mewujudkan
pengembangan pangan hewani dapat dilaksanakan melalui
(a) peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, (b)
implementasi praktik peternakan modern, (c¢) penguatan
pascapanen dan hilirisasi produk hasil ternak, serta (d)
pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan
pendekatan satu kesehatan.

Pengembangan pangan lokal dan nabati sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi pangan lokal dan
nabati, diantaranya tergambar pada (a) produksi padi
menjadi 54,45 juta ton; (b) produksi jagung menjadi 21,48
juta ton; (c) produksi aneka kacang menjadi 540,28 ribu ton;
(d) produksi buah dan sayur menjadi 30,66 juta ton; (e)
produksi sorgum menjadi 18,21 ribu ton; (f) produksi ubi
Jjalar menjadi 1.517.449 ton; {g) produksi kedelai menjadi
370.359 ton; dan (h) produksi hasil hutan bukan kayu
(buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan
singkong) menjadi 450.000 ton. Untuk mewujudkan
pengembangan pangan lokal dan nabati dapat dilaksanakan
melalui (a) input dan pendukung pengembangan pangan
lokal dan nabati, (b) on farm pengembangan pangan lokal
dan nabati, (¢} off farm pengembangan pangan lokal dan
nabati, dan (d} ketahanan pangan melalui perhutanan
berbasis masyarakat.

Fortifikasi dan Dbiofortifikasi pangan sebagai upaya
mendukung meningkatnya konsumsi bahan pangan
terfortifikasi/biofortifikasi, di antaranya tergambar pada (a)
jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi menjadi 3
komoditas dan (b} persentase beras fortifikasi dalam
program bantuan pangan menjadi 20 persen. untuk
mewujudkan fortifikasi dan biofortifikasi pangan dapat
dilaksanakan melalui (a) fasilitasi produksi dan distribusi
pangan terfortifikasi dan (b) pengembangan kawasan padi
biofortifikasi.

Pengembangan pangan akuatik (blue food) sebagai upaya
untuk mendukung meningkatnya penyediaan ikan untuk
konsumsi masyarakat, di antaranya tergambar pada (a)
volume produksi ikan budi daya menjadi 6,75 juta ton; dan
(b) volume produksi perikanan tangkap menjadi 6,19 juta
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9

ton. Untuk mewujudkan pengembangan pangan akuatik
(blue food) dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan
input produksi perikanan budi daya; (b} pengembangan
sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya; (c)
pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan
perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat; (d)
penguatan tata kelola mendukung transformasi perikanan
budi daya; (e¢) pengembangan sarana prasarana produksi
perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan; (f)
peningkatan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan
perikanan; (g) peningkatan kapasitas
pendampingan/penyuluhan masyarakat kelautan dan
perikanan; (h) peningkatan perlindungan terhadap pelaku
usaha kelautan dan perikanan; serta (i) peningkatan sarana
dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan
logistik pengolahan.

Konservasi sumber daya air sebagai upaya untuk menjaga
kondisi dan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan
sehingga air tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas
yang baik untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan
mendatang, di antaranya tergambar pada (a} Luasan lahan
kritis dalam DAS yang dipulihkan menjadi 12,65 juta
hektare dari baseline 12,7 juta hektare, dan (b) Jumlah
mata air yang dipertahankan dan diselamatkan sejumlah 60
mata air. Untuk mewujudkan konservasi sumber daya air
dapat dilaksanakan melalui (a) perlindungan dan
pelestarian sumber air; (b) pengawetan air; (¢} peningkatan
kapasitas, kelembagaan, data, dan informasi; (d) rehabilitasi
dan pemulihan ekosistem mangrove; (e} penyelamatan mata
air kritis; serta (fj pengendalian pencemaran dan
pengelolaan kualitas air.

(10) Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir sebagai

upaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas SPAM
yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari
hulu ke hilir dan meningkatkan jumlah lembaga pengelola
SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air
minum secara rutin dan berkala, di antaranya tergambar
pada (a) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap
minum perpipaan menjadi 39,20 persen, (b) kapasitas SPAM
terbangun menjadi 281.795 liter/detik, (c) akses air minum
jaringan perpipaan menjadi 31-persen, (d) persentase Non
Revenue Water (NRW) PDAM menjadi 32 persen, (e)
kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenubhi
syarat menjadi 100 kabupaten/kota, serta (f)
kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum
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memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air
minum yang memenuhi syarat menjadi 50 persen. Untuk
mewujudkan pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
dapat dilaksanakan melalui {a) pengembangan SPAM, (b)
pengelolaan SPAM, serta (c) pengawasan kualitas air
minum.

(11) Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan,

dan berketahanan iklim berbasis CWIS sebagai upaya untuk
meningkatkan cakupan layanan infrastruktur SPALD dan
meningkatkan keberfungsian dan kualitas infrastruktur
SPALD, di antaranya tergambar pada (a} meningkatnya
jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi
dengan baik menjadi 211 kabupaten/kota, (b)
meningkatnya kapasitas [PAL yang terbangun melalui
pembangunan sambungan rumah menjadi 684.782
sambungan rumah, (c) meningkatnya rumah tangga yang
memiliki tangki septik dan disedot secara berkala mencapai
11 persen, (d) meningkatnya persentase kabupaten/kota
yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada
IPLT dan IPAL, (e} berkurangnya idle capacity IPLT menjadi
70 persen, (f) berkurangnya idle capacity IPAL menjadi 64
persen, dan (g) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan LLTT menjadi 21 kabupaten/kota. Untuk
mewujudkan penyediaan dan pengawasan sanitasi aman,
berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS dapat
dilaksanakan melalui (a) pembangunan sistem pengelolaan
air limbah domestik terpusat; (b) pembangunan sistem
pengelolaan air limbah domestik setempat; (c) peningkatan,
optimalisasi, dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah
domestik; (d) pemantauan dan inspeksi kualitas sistem
pengelolaan air limbah domestik; dan (e} pengembangan
manajemen layanan sanitasi (air limbah domestik].

(12) Peningkatan penyediaan energi sebagai upaya

meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi
kebutuhan energi, meningkatnya pasokan gas bumi untuk
memenuhi kebutuhan energi, meningkatnya pasokan batu
bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri;
diantaranya tergambar pada (a) jumlah lifting minyak bumi
menjadi 605 ribu Barrel of Oil Per Day, (b) jumlah lifting gas
bumi menjadi 1.005 ribu Barrel Oil Equivalent Per Day, (c)
jumlah produksi batu bara menjadi 717 juta ton, dan (d)
realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri menjadi 100
persen. Untuk mewujudkan peningkatan penyediaan energi
dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan cadangan dan
produktivitas energi, dan (b) pemenuhan kebutuhan dalam
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negeri.

(13) Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi sebagai

upaya meningkatnya akses terhadap gas bumi,
meningkatnya akses terhadap bahan bakar minyak,
meningkatnya akses terhadap listrik dan meningkatnya
keterjangkauan energi, di antaranya tergambar pada (a)
jumlah sambungan rumah jaringan gas kota yang dibangun
melalui skema BUMN menjadi 100.000 sambungan rumah
(kumulatif), (b) jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi
gas bumi yang difasilitasi menjadi 22.550 kilometer, (c)
jumlah volume penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi
menjadi 19,41 juta kiloliter, (d) jumlah volume penyaluran
bahan bakar minyak nonsubsidi menjadi 35,16 juta kiloliter,
(e) jumlah pelanggan listrik (kumulatif) menjadi 95.256 ribu
pelanggan, (f) deviasi harga jual eceran bahan bakar minyak
menjadi O persen, (g} disparitas harga jual eceran BBM Solar
(jlenis BBM tertentu) menjadi 49 persen, dan (h) disparitas
harga jual eceran bensin {jenis BBM khusus penugasan)
menjadi 22 persen. Untuk mewujudkan perluasan akses
dan jangkauan pelayanan energi dapat dilaksanakan
melalui (a} peningkatan penyaluran dan layanan gas bumi,
(b} peningkatan penyaluran dan layanan bahan bakar
minyak, (¢} peningkatan penyaluran dan layanan listrik,
serta (d) pengawasan dan penyaluran energi yang disubsidi.

(14) Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan

ditujukan untuk mendorong transisi dari energi fosil ke
energi bersih melalui pemanfaatan energi baru, energi
terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi. Sasaran
yang akan dicapai mencakup peningkatan (a) konsumsi
biofuel menjadi 13,50 juta kiloliter, (b) produksi listrik energi
terbarukan menjadi 50.739 Gigawatt hour, dan (c)
penurunan intensitas energi final menjadi 0,97 setara barrel
minyak/miliar rupiah. Untuk mewujudkan penguatan
implementasi transisi energi berkeadilan dapat
dilaksanakan melalui (a) diversifikasi menuju energi bersih,
(b} peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi
terbarukan, (c} pengembangan ekosistem pendukung energi
bersih, (d) perluasan pemanfaatan biofuel, dan (e)
peningkatan efisiensi dan konservasi energi.

(15) Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut

sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah,
produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk
olahan hasil laut; diantaranya tergambar pada (a) volume
produksi garam menjadi 2,25 juta ton, (b) produktivitas
lahan garam rakyat menjadi 83 ton/hektare, (c} utilisasi
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industri pengolahan garam industri menjadi 52,50 persen,
(d) utilisasi industri pengolahan hasil laut menjadi 45
persen, dan (e) mnilai realisasi penanaman modal
asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi garam
menjadi 7,37 triliun rupiah. Untuk mewujudkan
pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan garam
industri terintegrasi, (b} penguatan sarana dan prasarana
industri garam, (c) pengembangan produk olahan laut dan
bioprospeksi sumber daya kelautan.

(16) Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau

sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan data
kualitas air sungai dan danau, meningkatkan kualitas air
permukaan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran
air di sektor industri; diantaranya tergambar pada (a)
ketersediaan status mutu daerah aliran sungai dan danau
menjadi 190 data, (b) jumlah sungai dan danau yang
mengalami peningkatan status mutu menjadi 5 lokasi, (c)
jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor
indeks risiko lingkungan hidup sektor air menjadi 5
kabupaten/kota, dan (d) jumlah industri yang memenuhi
kualitas air limbah sesuai baku mutu menjadi 2.940
industri. untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan
kualitas air sungai dan danau dapat dilaksanakan melalui
(a) pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air
sungai dan danau, (b) peningkatan kualitas air melalui
pengelolaan air limbah, (¢} peningkatan sarana prasarana
pengujian kualitas air, dan (d) pengendalian pencemaran air
di sektor industri.

(17) Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta

pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug
residu sebagai upaya untuk mendukung penurunan
sampah residu yang masuk di tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu, diantaranya tergambar pada (a)
timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
sebesar 24 persen (termasuk 16 persen terdaur ulang), (b)
tempat pemrosesan akhir/lahan wurug residu yang
dioperasikan secara sanitary landfill/tingkat pengontrolan
penuh, (c) volume penanggulangan sampah dari aktivitas
masyarakat di pesisir dan laut sebesar 18 ton. Untuk
mewujudkan peningkatan pengumpulan dan pengolahan
sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu dapat dilaksanakan melalui (a)
penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah,
{b) pembinaan dan pengawasan teknis pengumpulan dan
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pengangkutan sampah, (c) pembinaan dan pengawasan
tempat pemrosesan akhir sanitary landfill, (d) pengelolaan
sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan
(e} penanganan sampah dari badan air.

(18) Perubahan  perilaku dan penguatan tata kelola
persampahan sebagai upaya untuk meningkatkan sampah
yang dikelola dan meningkatkan jumlah kabupaten/kota
dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan
sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total berbasis
masyarakat), diantaranya tergambar pada (a) persentase
sampah yang dikelola menjadi 51,21 persen, dan (b) jumlah
kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan
pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total
berbasis masyarakat) menjadi 30 kabupaten/kota. Untuk
mewujudkan perubahan perilaku dan penguatan tata kelola
persampahan dapat dilaksanakan melalui (a) penguatan
kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan pengelolaan
sampah; (b) pengembangan data dan sistem informasi
persampahan; (c} pembinaan dan pengawasan sistem
pengelolaan sampah; (d} pengembangan inovasi dan
standardisasi teknologi tepat guna pengelolaan sampah; dan
{e) perubahan perilaku untuk pemilahan sampah.

(19) Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan
skema spend to invest sebagai upaya untuk mewujudkan
transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan
skema spend to invest, yang tergambar pada persentase
perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset yang
terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri
menjadi 100 persen. untuk mewujudkan transformasi tata
kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to
invest dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan
alpalhankam spend to invest matra darat, (b) pengembangan
alpalhankam spend to invest matra laut, dan (c)
pengembangan alpalhankam spend to invest matra udara.

{20) Penguatan faktor pendukung ekonomi digital sebagai upaya
meningkatkan pengembangan ekonomi digital dalam
mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap produk
domestik bruto, yang tergambar pada (a) proporsi remaja
dan dewasa wusia 15-39 tahun dengan keterampilan
teknologi informasi dan komputer 83 persen, (b)
peningkatan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan
komputer (kumulatif)y 3,21 persen. Untuk mewujudkan
penguatan faktor pendukung ekonomi digital dapat
dilaksanakan melalui (a) pengembangan sumber daya
manusia digital dan digitalisasi masyarakat; (b) penguatan
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infrastruktur dan pelindungan keamanan data; (c) riset dan
pengembangan ekosistem ekonomi digital; dan (d)
pengembangan regulasi, pendanaan, dan iklim bisnis.

(21) Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor

strategis lainnya sebagai upaya meningkatnya
pengembangan ekonomi dan industri digital, di antaranya
tergambar pada (a) indeks transformasi digital nasional pilar
bisnis menjadi 40,215; (b) tingkat kesuksesan startup digital
nasional (success rate startup digital) menjadi 6 persen; (c)
jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0
Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 menjadi 87 perusahaan;
dan (d) kontribusi sektor informasi dan komunikasi
terhadap PDB menjadi 4,3 persen. Untuk mewujudkan
penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor
strategis lainnya dapat dilaksanakan melalui (a)
pengembangan industri dan perangkat digital, (b) penguatan
pengembangan ekonomi digital usaha mikro, kecil, dan
menengah, (c) pengembangan digitalisasi perdagangan, {d)
pengembangan keuangan dan perbankan digital, (e)
pengembangan digitalisasi pertanian dan perikanan, (f)
pengembangan media digital, (g) pengembangan digitalisasi
transportasi dan pariwisata, (h) pelayanan kesehatan digital,
(i) pengembangan digitalisasi pendidikan, (j) percepatan dan
perluasan digitalisasi daerah, serta (k) pengembangan
digitalisasi sektor energi dan lingkungan.

(22) Pengelolaan susut dan sisa pangan sebagai upaya

mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan serta
mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen,
serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat
diselamatkan dan dimanfaatkan kembali, di antaranya
tergambar pada {a) persentase penurunan susut pangan
menjadi 3-5 persen, dan (b) persentase pangan yang
terselamatkan menjadi 3-5 persen. Untuk mewujudkan
pengelolaan susut dan sisa pangan dapat dilaksanakan
melalui (a) pengembangan kebijakan dan standar susut dan
sisa pangan; (b} peningkatan infrastruktur dan sarana
pangan pertanian, perikanan, dan peternakan; dan (c)
peningkatan sarana, prasarana, dan kerja sama
penyelamatan pangan.

(23) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati,

serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya
genetik sebagai upaya meningkatnya pemanfaatan sumber
daya genetik secara berkelanjutan dan meningkatnya
pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity), di
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antaranya tergambar pada (a) jumlah produk yang
dikembangkan melalui bioprospeksi menjadi 15 produk
(kumulatif), (b) jumlah penerapan bioteknologi yang
dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi menjadi
50 produk, dan (c) jumlah rekomendasi kebijakan terkait
pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)
menjadi 44 rekomendasi kebijakan (kumulatif). Untuk
mewujudkan peningkatan bioprospeksi, bioteknologi,
keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan
sumber daya genetik dapat dilaksanakan melalui (a)
pengembangan bioprospeksi, bioteknologi, serta akses dan
pembagian keuntungan sumber daya genetik; dan (b)
pengelolaan keamanan hayati (biosafety and biosecurity).

(24) Peningkatan kualitas ekosistem gambut dilakukan melalui

optimalisasi ketersediaan data dan informasi karakteristik
ekosistem gambut serta pemulihan lahan gambut untuk
mendukung pembangunan rendah karbon, di antaranya
tergambar pada (a}) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
menjadi 64,15 dan (b} jumlah industri yang memenuhi
kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut menjadi
245 industri. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas
ekosistem gambut dapat dilaksanakan melalui (a)
pengelolaan data dan informasi ekosistem gambut dan (b)
pemulihan ekosistem gambut mencakup pembangunan
infrastruktur pembasahan, rehabilitasi vegetasi, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(25) Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa merupakan

upaya untuk meningkatkan ketahanan kawasan Pantura
Jawa terhadap daya rusak air termasuk pemenuhan
pelayanan dasar yang diintegrasikan dengan pengembangan
kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal
int tergambar pada (a) perlindungan 200 hektare kawasan
Pantura Jawa dari risiko daya rusak air, (b} penambahan
kapasitas prasarana air baku sebesar 0,2 m3/detik, (c)
peningkatan akses air minum jaringan perpipaan menjadi
31,5 persen, dan (d) 32 kabupaten/kota memiliki instalasi
pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi
dengan baik. Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa
dilaksanakan melalui (a) pengendalian daya rusak air, (b)
penyediaan air baku dan air minum, (c) pembangunan
sistem pengelolaan air limbah domestik, (d) pemantauan
penurunan muka tanah, (e) peningkatan kualitas
lingkungan hidup, dan (f) pengembangan kawasan.
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Kelembagaan
dalam
halaman 80
sampai
dengan 82

3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 2 Memantapkan
Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru, diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan
Ketahanan Siber

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan
Ketahanan Siber didasari oleh salah satu cerminan
dinamika ancaman keamanan nasional yaitu peningkatan
jumlah serangan siber berbentuk malware ke Indonesia.
Penggunaan dan pemanfaatan ruang siber di segala
aktivitas saat ini dapat Dberpotensi buruk jika
disalahgunakan oleh aktor yang tidak bertanggung jawab.
Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan
Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap
kebutuhan pengaturan terkait pembangunan dan
penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di
Indonesia yang saat ini masih bersifat sektoral.

(2} Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan
Nasional

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Pangan Nasional merupakan perintah Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini diperlukan
untuk mengarahkan perencanaan pangan nasional ke arah
kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan
pangan.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih

Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat
Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata
ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi
laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata
kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan,
mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan
ekonomi.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi
Kawasan Antar Wilayah Laut Utara Papua
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(6)

Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat
Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata
ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi
laut yang berada di kewenangan pemerintah pusat dan
daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata
kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan,
mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan
ekonomi.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda

Rancangan Perpres ini disusun sebagai payung hukum
untuk pengaturan pemanfaatan ruang kawasan Selat
Sunda untuk mendukung pengembangan ekonomi di
kawasan Selat Sunda yang merupakan hub konektivitas
Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. RTR KSN Selat Sunda juga
mengakomodir strategi-strategi pengurangan risiko bencana
tinggi, seperti gempa bumi dan tsunami. Rancangan Perpres
ini mendukung sasaran pembangunan sebagai alat
operasionalisasi RTRWN dan Rencana Zonasi Kawasan
Antarwilayah, serta sebagai alat koordinasi/sinkronisasi
pelaksanaan program pemanfaatan ruang di kawasan yang
memiliki arti strategis dalam perspektif nasional.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perbatasan Nasional Jagoi Babang

Rancangan Perpres ini disusun sebagai payung hukum
untuk pengaturan pemanfaatan ruang kawasan Jagoi-
Babang yang berpotensi sebagai pintu gerbang ekonomi
perbatasan Indonesia dan Malaysia dengan tetap
mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan
wilayah perbatasan. Rancangan Perpres ini mendukung
sasaran pembangunan dengan mengatur penguatan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wilayah melalui
pemberian perizinan berusaha yang dilakukan secara
terintegrasi menggunakan sistem Online Single Submission
(0SS).

Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran
Prioritas Nasional 2 “Memantapkan Sistern Pertahanan
Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi
Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, antara lain:

(1)

Penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat
dan daerah sesuai dengan Platform Transformasi
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
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Sampah Rumah Tangga

(2} Pembentukan kelembagaan operator layanan persampahan
yang terpisah dari regulator; dan

{3) Penataan dan pengelolaan aset sarana dan prasarana
persampahan.

58 Perubahan
Subbab 3.3.1
Sasaran
Utama pada
Prioritas
Nasional 3
dalam
halaman 82
sampai
dengan 83

3.3.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan
sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

1 Stok Infrastruktur terhadap PDB (%) 43,0 (2019) 46,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
2 Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) 170,5 {2023) 188,5
3 Asect Perbankan/PDB (%) 57,2 {2023} 66,9
4 Aset Dana Pensiun/PDB (%} 7.3 {2023) 8,0
5 Aset Asuransi/PDB (%) 9,0 {2023) 9,1
6  Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 55,9 {2023) 57,8
7  Total Kredit/PDB (4} 33,9 (2023) 37,8
8 Inklusi Keuangan (%) 88,7 (2023} 91,0

Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkuahtas

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja

9 Formal (%) 24,50 35,00
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap
10 97 10
PDB (% 0,9 1,1
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan
11 3,
Menengah (%) 3,06 3,10
12 Rasio Kewirausahaan (%) 3,08 3,10
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
13 Rasio PDB Pariwisata {%) 3,6 (2022) 4,243
14 Devisa Panwisata (Miliar USD} 16,71 17,1-18,3
Meningkatnya Propors: PDB Ekonomi Kreatif
15  Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 6,77 (2023) 7,3-7,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asurans1 sudah mencakup asurans: sosial dan asuransi wajib.

59 Perubahan
Subbab 3.3.2
Arah
Kebijakan
dalam

3.3.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan
pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai
berikut:
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halaman 83 (1) Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang
sampai berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) pengembangan
dengan 84 konektivitas dan layanan transportasi multimoda, serta (b)

()

@)

(4)

)

peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.

Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB,
dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan.

Meningkatnya  lapangan  kerja yang  berkualitas,
dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan
koperasi.

Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan
melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan
berkelanjutan.

Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan
melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis
kekayaan intelektual.

60 Perubahan
Subbab 3.3.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
halaman 84
sampai
dengan 91

3.3.3 Highlight Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3,
dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah
kebijakan sebagai berikut.

(1)

(2)

Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital sebagai
upaya mendukung meningkatnya ekosistem digital untuk
mendukung pemerintah dan masyarakat digital di
antaranya tergambar pada (a) Indeks Transformasi Digital
Nasional Pilar Masyarakat menjadi 52,065; (b) Indeks
Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah menjadi
53,67; (c) kapasitas pusat data per kapita menjadi 0,85 watt
per kapita; dan (d) Indeks Ruang Digital Kondusif menjadi 3.
Untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan
ckosistem digital dapat dilaksanakan melalui (a)
peningkatan infrastruktur pendukung layanan publik
digital; (b) peningkatan layanan masyarakat dan
pemanfaatan ruang digital; (c} pengembangan regulasi,
kelembagaan, tata kelola, dan pendanaan; (d} riset dan
pengembangan ekosistem digital; (e)] pengembangan dan
pemanfaatan aplikasi superplatform; serta (f) pengembangan
dan pemanfaatan emerging technology.

Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan
Digitalisasinya sebagai upaya mendukung peningkatan
infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas untuk
memenuhi kebutuhan listrik yang andal dan merata, serta
peningkatan pemanfaatan tenaga listrik. Hal ini di
antaranya tergambar pada (a} panjang jaringan transmisi
tenaga listrik bertambah 2.152 kilometer sirkuit; ({(b)
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(3)

(4)

kapasitas gardu induk bertambah 1.510 Mega Volt Ampere;
{c) panjang jaringan distribusi tenaga listrik bertambah
11.714 kilometer sirkuit; (d) kapasitas gardu distribusi
bertambah 1.949 Mega Volt Ampere; (e) rasio elektrifikasi
nasional menjadi 99,85 persen; (f)j SAIDI/SAIFI Nasional
menjadi 5,38 jam/ pelanggan/tahun/4,07
kali/pelanggan/tahun; serta (g) susut jaringan menjadi 8,72
persen. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur
jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya dapat
dilaksanakan melalui (a) pembangunan jaringan transmisi
dan interkoneksi dalam dan antar pulau (super grid), (b)
pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik
pedesaan, dan {c) digitalisasi infrastruktur
ketenagalistrikan.

Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai upaya
mendukung meningkatnya nilai tambah dan daya saing
kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
diantaranya tergambar pada (a) PDRB sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum Borobudur-Yogyakarta-
Prambanan menjadi Rp22,02 triliun; (b) pendapatan dari
wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
menjadi Rp23,67 triliun; (c) devisa pariwisata Borobudur-
Yogyakarta-Prambanan menjadi US$718,37 juta; (d) tenaga
kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
menjadi 3.280.514 orang (Jawa Tengah) dan 454.432 orang
(Daerah Istimewa Yogyakarta); (e) investasi sektor pariwisata
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan menjadi Rp1,19 tritiun.
Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan diwujudkan melalui (a)
aksesibilitas pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan;
(b} pengembangan atraksi berbasis pelestarian kearifan
budaya Jawa dan ziarah, termasuk event berkualitas dan
warisan geologi, di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (c)
pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan
amenitas penunjang pariwisata Borobudur-Yogyakarta-
Prambanan; (d) pengembangan keterampilan sumber daya
manusia dan layanan pariwisata Borobudur-Yogyakarta-
Prambanan; (e)] pemasaran pariwisata Borobudur-
Yogyakarta-Prambanan; (f) pengembangan industri, usaha
masyarakat, dan investasi pariwisata Borobudur-
Yogyakarta-Prambanan; serta (g) keamanan, keselamatan,
dan  kemitigasian  bencana  Borobudur-Yogyakarta-
Prambanan.

Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
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Lombok-Gili Tramena sebagai upaya mendukung
meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan
Lombok-Gili Tramena diantaranya tergambar pada (a) PDRB
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Lombok-
Gili Tramena menjadi Rp2,43 triliun; (b} pendapatan dari
wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena menjadi
Rp14,85 triliun; (c} devisa pariwisata Lombok-Gili Tramena
menjadi US$800,60 juta; (d) tenaga Kkerja pariwisata
Lombok-Gili Tramena menjadi 544.460 orang; serta (e)
investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena menjadi
Rp5,598 triliun. Percepatan Pembangunan Destinasi
Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena diwujudkan
melalui (a) aksesibilitas pariwisata Lombok-Gili Tramena; (b}
pengembangan atraksi termasuk event berkualitas dan
warisan geologi Lombok-Gili Tramena; (c) pembangunan
sarana prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas
pariwisata Lombok-Gili Tramena; (d) pengembangan
keterampilan sumber daya manusia dan layanan pariwisata
Lombok-Gili Tramena; (e) pemasaran pariwisata Lombok-
Gili Tramena; (f) pengembangan industri, usaha
masyarakat, dan investasi pariwisata Lombok-Gili Tramena,
(8) keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana
Lombok-Gili Tramena, serta (h) fasilitasi kawasan ekonomi
khusus.

Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Danau Toba sebagai upaya mendukung meningkatnya nilai
tambah dan daya saing kepariwisataan Danau Toba
diantaranya tergambar pada (a) PDRB sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum Danau Toba menjadi
Rp2,418 triliun; (b} pendapatan dari wisatawan nusantara
Danau Toba menjadi Rp2,05 triliun; (c) devisa pariwisata
Danau Toba menjadi US$ 163,91 juta; (d) tenaga kerja
pariwisata Danau Toba menjadi 1.199.556 orang; serta (e)
investasi sektor pariwisata Danau Toba menjadi Rp513,03
miliar. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata
Prioritas Danau Toba diwujudkan melalui (a) aksesibilitas
pariwisata Danau Toba; (b) pengembangan atraksi termasuk
event berkualitas dan warisan geologi Danau Toba; (c)
pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan
amenitas penunjang pariwisata Danau Toba; (d)
pengembangan keterampilan sumber daya manusia dan
layanan pariwisata Danau Toba; (e) pemasaran pariwisata
Danau Toba; (f) pengembangan industri, usaha masyarakat,
dan investasi pariwisata Danau Toba; serta (g) keamanan,
keselamatan, dan kemitigasian bencana Danau Toba.
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(6)

(7)

Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Labuan Bajo sebagai upaya mendukung meningkatnya nilai
tambah dan daya saing kepariwisataan Labuan Bajo
diantaranya tergambar pada (a) PDRB Sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum Labuan Bajo menjadi
Rp42,889 niiliar; (b) pendapatan dari wisatawan nusantara
Labuan Bajo menjadi Rp1,175 triliun; {c) devisa pariwisata
Labuan Bajo menjadi US$ 283,52 juta; (d} tenaga kerja
pariwisata Labuan Bajo menjadi 304.910 orang; serta {e)
investasi sektor pariwisata Labuan Bajo menjadi Rp663,82
miliar. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata
Prioritas Labuan Bajo diwujudkan melalui (a) aksesibilitas
pariwisata Labuan Bajo; (b} pengembangan atraksi
termasuk event berkualitas dan warisan geologi Labuan
Bajo; (c) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum,
dan amenitas pariwisata Labuan Bajo; (d) pengembangan
keterampilan sumber daya manusia dan layanan pariwisata
Labuan Bajo; (¢) pemasaran pariwisata Labuan Bajo; (f)
pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi
pariwisata Labuan Bajo; serta (g) keamanan, keselamatan,
dan kemitigasian bencana Labuan Bajo.

Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim sebagai upaya
mendukung meningkatnya kinerja subsektor aplikasi dan
gim diantaranya tergambar pada (a) pertumbuhan PDB
subsektor aplikasi dan gim menjadi 6,7-7,0 persen; (b)
pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim menjadi
6,0-10,0 persen; serta (c) jumlah tenaga kerja subsektor
aplikasi dan gim menjadi 187 ribu orang. Penguatan
Ekosistem Aplikasi dan Gim diwujudkan melalui (a)
pengembangan riset dan inovasi subsektor aplikasi dan gim,
{b) pengembangan pendidikan subsektor aplikasi dan gim,
(c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan subsektor aplikasi
dan gim, (d) penyediaan infrastruktur subsektor aplikasi
dan gim, (e) pengembangan sistem pemasaran subsektor
aplikasi dan gim, serta {f) pengembangan insentif subsektor
aplikasi dan gim. Pelaksanaan strategi tersebut difokuskan
pada provinsi prioritas yang meliputi Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jakarta, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Maluku, dan
Papua.

Pengembangan Koperasi Sektor Produksi sebagai upaya
mendukung meningkatnya kontribusi koperasi sektor
produksi terhadap total kontribusi koperasi tergambar pada
proporsi volume usaha koperasi sektor produksi terhadap
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total volume wusaha koperasi menjadi 8,35 persen.
Pengembangan Koperasi Sektor Produksi diwujudkan
melalui (a} pengembangan usaha koperasi, (b) peningkatan
peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, serta (c)
penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reputasi
koperasi; serta {(d) penguatan sistem pengawasan koperasi.
Pelaksanaan strategi tersebut juga ditujukan untuk
pembentukan dan pengembangan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih yang mendukung upaya
pemerataan ekonomi di desa serta mewujudkan
swasembada pangan.
61 Perubahan 3.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Subbab 3.3.4 . .
Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran
Kerangka .. . i . .
. Prioritas Nasional 3 "Melanjutkan pengembangan infrastruktur
Regulasi dan . . .
dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
Kerangka . ; . .
kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta
Kelembagaan ... . A )
dalam mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi
halaman 91 melalui peran aktif koperasi”, antara lain:
(1} Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di
Destinasi Pariwisata Prioritas;
(2) Penguatan Tata Kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan
Hidup dalam rangka mengelola Dana Pariwisata
Berkualitas/Indonesia Quality Tourism Fund,; dan
{3) Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.
62 Perubahan 3.4.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4
Subbab 3.4.1 Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber
Sasaran . . . Ly .
Ut d daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi
Pl_ia“f pada olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuarn,
ortas pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran
Nasional 4 . .
pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.
dalam
halaman 92
sampai
dengan 93
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Tabel 3.4
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di 9,221 9,33
atas 15 tahun (tahun)
2  Harapan lama sekolah (tahunj 13,211 13,32
3 Rata-rata nilai PISA
(") Membaca 359 (2022)3 396
(b) Matematika 366 (2022)3 404
(c) Sains 383 (2022)3 416
4 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:
(a) Literasi Membaca 63,06 64,89
{b) Numerasi 55,92 57,36
5  Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 31,45 (2023)2 33,94
(col
6 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke 10,15 (2023) 11,11
atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
(%)
7 Persentase pekerja lulusan pendidikan 66,30 (2023)2 66,78
menengah dan tinggi yang bekerja di
bidang keahlian menengah tinggi {%o)
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua
8 Usia Harapan Hidup (UHH) {tahun) 72,13 (2023)2 74,43
9  Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 2,114 2,11
(Rata-rata kelahiran per wanita usia
subur 15-49 tahun)
10 Angka kematian Ibu (per 100.000 189 (2020)2 122
kelahiran hidup)e
11  Prevalensi Stunting {pendek dan sangat 21,50 (2023)2 18,8
pendek) pada balita (%)
12 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 387 (2023)8 329
pendudukjo
13 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan 98,427 98,6
nasional (%o}
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
14 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 69,51 (2023) 72,89
15 Indeks Perlindungan Anak#® 68,29 {2023) 70,19
16 Indeks Pembangunan Pemuda® 60,59 {2023) 65,16
17  Indeks Ketimpangan Gender 0,447 (2023)31 0,430
18 Indeks Pembangunan Gender 91,85 (202312 92,02-92,11
19  Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) 92,94 (2023) 94
20 Mobilitas Penduduk Penyandang 68,42 (2023) 69
Disabilitas (%)
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja
21  Peringkat Indeks Inovasi Global 54 53
22 Tingkat Pengangguran Terbuka (%o} 4,91 4,50-5,00
23  Pengeluaran Iptek dan Inovasi (° PDB)e 0,28 (2020} 0,30
24  Tingkat partisipas: angkatan kerja 56,42 56,30 - 58,80

perempuan (%)l
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No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Meningkatnya Prestas: Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di
Masyarakat

25  Peringkat pada SEA Games 3 (2023) 2-4

26  Persentase penduduk berumur 10 tahun 9,041 10,36-11,450
ke atas yang aktif berolahraga

Keterangan: a} merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun, b} merupakan indeks dengan
pembaharuan konsep dan indikator penyusun dan c¢) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam
RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional 1} Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6)
‘WHO; 7} DJSN

63 Perubahan
Subbab 3.4.2
Arah
Kebijakan
dalam
halaman 93
sampai
dengan 94

3.4.2 Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia bertujuan
untuk memastikan setiap individu, terlepas dari karakteristik
dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam
lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari kekerasan dan
diskriminasi di setiap tahapan siklus kehidupan, dengan
dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang
kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik
laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan
yang setara untuk menikmati manfaat pembangunan,
mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi
secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal
manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat,
terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-
sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai
berikut:

{1) Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata akan
dicapai melalui {a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1
tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan
dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas
pengajaran dan pembelajaran; (c) pemenuhan layanan
pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang
berkualitas; (d) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga
kependidikan berkualitas; (e) penguatan sistem tata kelola
pendidikan; {f) penguatan pendidikan tinggi berkualitas
yvang merata dan pengembangan bidang Science, Technology,
Engineering, Art, and Mathematic (STEAM), serta (g)
penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi;

(2) Terwujudnya kesehatan untuk semua akan dicapai melalui
(a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat untuk
seluruh siklus kehidupan; (b) pemberian makan gratis
untuk pemenuhan gizi; (c) pengendalian penyakit dan
pembudayaan hidup sehat termasuk pengendalian penyakit
menular dan tidak menular, meningkatnya upaya kesehatan
jiwa, pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
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3)

(4)

()

terutama pengendalian konsumsi produk berdampak
negatif bagi kesehatan antara lain produk hasil tembakau
dan pangan tinggi garam, gula dan lemak, penguatan
pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),
serta penyehatan lingkungan; (d} penguatan kapasitas
ketahanan kesehatan; dan (e) penguatan pelayanan
kesehatan dan tata kelola;

Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan
masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan
ketangguhan  keluarga; (b} peningkatan  kualitas
perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d)
peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan dari kekerasan; serta (e} peningkatan
kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan
lanjut usia;

Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja
akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan
pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b)
peningkatan  kontribusi iptek dan inovasi dalam
pembangunan nasional, dan (c} pengembangan manajemen
talenta nasional (MTN);

Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia
dan budaya berolahraga di masyarakat akan dicapai melalui
(a) peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan (b)
pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

64 Perubahan
Subbab 3.4.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
halaman 94
sampai
dengan 119

3.4.3 Highlight Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4,
dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah
kebijakan sebagai berikut:

(1)

)

Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai
upaya mendukung tercapainya pemerataan akses dan
pelayanan pendidikan prasekolah dalam mendukung
tumbuh kembang anak, yang ditunjukkan pada Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD menjadi 36,61 persen. Untuk
mewujudkan perluasan layanan pendidikan anak usia dini,
dilaksanakan melalui (a} penyediaan bantuan operasional
satuan PAUD, dan (b) penyediaan bantuan afirmatif untuk
PAUD.

Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah
yvang berkualitas sebagai upaya mendukung tercapainya
pemerataan akses pendidikan berkualitas, di antaranya
ditunjukkan pada (a) persentase satuan pendidikan formal
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4

()

dan nonformal yang memenuhi standar nasional pendidikan
sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung
satuan pendidikan inklusif menjadi 31,14 persen; dan (b)
persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan
kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang
memenuhi standar nasional pendidikan sarpras, termasuk
penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan
inklusif menjadi 46,08 persen. Untuk mewujudkan
revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah
yang berkualitas, dilaksanakan melalui (a) revitalisasi
prasarana pendidikan dan pembangunan satuan
pendidikan baru serta (b) revitalisasi sarana pendidikan.

Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah sebagai
upaya mendukung tercapainya penurunan kasus anak
putus sekolah dan anak tidak sekolah di antaranya
ditunjukkan pada (a) jumlah anak tidak sekolah yang
mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan
formal dan nonformal menjadi 496.810 anak, dan (b) jumlah
anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan
pada pesantren menjadi 261.297 anak. Upaya pencegahan
dan penanganan anak tidak sekolah, dilaksanakan melalui
(a) pembinaan dalam pencegahan anak tidak sekolah, dan
(b) penanganan aneak tidak sekolah.

Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul sebagai
upaya meningkatkan daya saing di tingkat global yang
ditunjukkan pada (a) pembangunan 4 sekolah unggul, dan
(b) pembinaan 12 sekolah unggul transformasi. Untuk
mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah
unggul, dilaksanakan melalui (a) pembangunan dan
penyelenggaraan sekolah unggul, serta (b) pembinaan
sekolah unggul transformasi.

Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi
formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan,
mobhilitas, pembinaan karier profesional (misalnya
pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan
kesejahteraan berbasis kinerja sebagai upaya mendukung
terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan
pendidikan, dan mata pelajaran di antaranya ditunjukkan
pada (a) peningkatan daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik
menjadi 40,22 persen; dan (b) peningkatan provinsi yang
memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan
kategori baik menjadi 80,85 persen. Restrukturisasi
kewenangan pengelolaan guru dilaksanakan melalui (a)
pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga
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6)

(7)

kependidikan, (b) pemenuhan kesejahteraan afirmatif
pendidik dan tenaga kependidikan dalam memenuhi
kekurangan guru, (c) perencanaan dan kebijakan
penyediaan guru aparatur sipil negara, (d) peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (e)
peningkatan kesejahteraan guru agama berbasis kinerja, (f)
peningkatan  kesejahteraan  pendidik dan  tenaga
kependidikan berbasis kinerja, serta (g) pendampingan
pembelajaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan
tinggi sebagai upaya meningkatkan relevansi dan partisipasi
pendidikan tinggi di antaranya tergambar pada (a) rasio APK
Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok pengeluaran
keluarga {20% termiskin dan 20% terkaya) menjadi 0,46; (b)
jumlah provinsi dengan APK Pendidikan Tinggi di atas 31%
menjadi 23 provinsi; (c¢) rata-rata masa tunggu lulusan
pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan menjadi 12,5
bulan; (d) rasio outbound per inbound mahasiswa menjadi
7,20 persen; serta (e) persentase mahasiswa yang
berkegiatan di luar program studi menjadi 32,99 persen.
Upaya mewujudkan peningkatan relevansi dan perluasan
akses pendidikan tinggi, dilaksanakan melalui (a)
penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan tinggi yang
tepat sasaran; (b) pengembangan sarana dan prasarana
perguruan tinggi berbasis teknologi; {c) inovasi dan
perluasan layanan pendidikan tinggi; (d) penguatan
kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi; serta (e)
pendidikan karakter, peningkatan kemampuan
interpersonal, dan mobilitas akademik mahasiswa.

Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan
iptek dan inovasi memiliki tujuan di antaranya untuk
meningkatkan peran lembaga penelitian dan pengabdian
masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi di Perguruan
Tinggi yang tergambar pada (a) jumlah lembaga pengelola
penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat prioritas
yvang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 5 lembaga;
meningkatnya peran Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam
optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi yang tergambar
pada (a) jumlah desain BRIDA/ekosistem daerah yang
optimal sebanyak 2 lembaga di Provinsi DK Jakarta dan
Kota Depok sebagai pilot project; serta meningkatnya peran
Science Techno Park (STP) dalam melakukan layanan
pemanfaatan iptek dan inovasi di antaranya tergambar pada
{a) jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan
kapasitasnya sebanyak 5 lembaga, (b) jumlah penerimaan
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(8)

)

STP berbasis iptek dan inovasi menjadi 50 milyar rupiah, (c}
jumlah startup binaan yang produktif sebanyak 2 startup.
Untuk mewujudkan peningkatan fungsi intermediasi dan
layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, maka langkah-
langkah yang dilakukan meliputi (a) pengembangan
kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat,
{b) pengabdian masyarakat berbasis pemanfaatan iptek dan
inovasi, (c) pengembangan layanan dan fasilitasi
BRIDA/ekosistem daerah, (d) pengembangan hub inovasi
sektoral dan tematik, (e¢) pengembangan kapasitas Science
Techno Park (STP), serta (f) Start up yang mendapatkan
fasilitasi inkubasi.

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional seni budaya
sebagai upaya meningkatkan rekognisi internasional
terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang
dan non-ajang seni budaya berkelas internasional di
Indonesia di antaranya ditunjukkan pada (a) peningkatan
keterlibatan jumlah talenta seni budaya dalam kegiatan
bereputasi baik di tingkat internasional menjadi 111 talenta
seni budaya; (b) peningkatan penyelenggaraan jumlah
festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang
memiliki jangkauan dan reputasi internasional menjadi 7
festival dan pameran seni budaya; serta (c) persentase
lembaga, sanggar, dan komunitas untuk melakukan proses
edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara
berkelanjutan menjadi 32,76 persen. Untuk mewujudkan
pengembangan Manajemen Talenta Nasional seni budaya,
dilaksanakan melalui (a) pembinaan talenta seni budaya, (b)
penyelenggaraan ajang seni dan festival seni budaya, serta
(c) pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya.

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional riset dan
inovasi sebagai upaya mendukung terciptanya sumber daya
manusia iptek yang memiliki kompetensi tingkat
internasional di antaranya tergambar pada (a) rasio sumber
daya manusia iptek per satu juta penduduk menjadi 1.265
sumber daya manusia iptek/1 juta penduduk, (b) jumlah
sumber daya manusia iptek masuk ke dalam pemeringkatan
world's top 2% scientists menjadi 99 orang, serta (c) raihan
olimpiade sains dan teknologi dunia atau sejenis di tingkat
pelajar dan mahasiswa menjadi 144 peraih. Untuk
mewujudkan pengembangan Manajemen Talenta Nasional
Riset dan Inovasi, dapat dilaksanakan melalui (a)
memperluas kumpulan bakat (talent pool) dan akuisisi
talenta riset dan inovasi, (b) memperkuat pembinaan serta
fasilitasi talenta riset dan inovasi, (c) meningkatkan sarana
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prasarana esensial manajemen talenta, (d) meningkatkan
sinergi pendanaan dan tata kelola kelembagaan riset dan
inovasi, serta (e) meningkatkan apresiasi talenta riset dan
inovasi.

(10) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional olahraga

sebagai upaya mendukung terbinanya olahragawan muda
yvang mampu bersaing di kancah global, di antaranya
tergambar pada (a) provinsi dengan sekolah khusus
olahraga yang terstandardisasi menjadi 18 provinsi, (b)
kabupaten/kota dengan pusat pendidikan dan latihan
olahraga  pelajar yang  terbentuk  menjadi 29
kabupaten/kota, (c) persentase olahragawan elite pada
cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang
merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi
daerah menjadi 15 persen, (d) persentase olahragawan elite
pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang
merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi
pusat menjadi 15 persen, (e} jumlah perolehan medali pada
Asian Youth Games menjadi 1-2 medali, serta (f) jumlah
perolehan medali pada Asian Youth Para Games menjadi 12-
15 medali. Untuk mewujudkan pengembangan Manajemen
Talenta Nasional olahraga, dilaksanakan melalui (a)
pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, serta (b) pengembangan
tata kelola Manajemen Talenta Nasional olahraga.

{11) Penurunan kematian ibu dan anak sebagai upaya

mendukung meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan
anak sesuai standar di antaranya tergambar pada (a)
persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
menjadi 88 persen, (b) persentase kabupaten/kota dengan
Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif sesuai standar menjadi 25 persen, (c)
persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sesuai standar menjadi
20 persen, (d) persentase kabupaten/kota dengan case
fatality rate direct obstetric (eklampsi dan pendarahan
postpartum) <1 persen menjadi 25 persen, (e} persentase
antenatal care 6 kali (K6) menjadi 80 persen, {f) cakupan
antenatal care sesuai standar (12T) menjadi 63 persen, (g)
persentase anemia pada ibu hamil menjadi 26 persen, (h)
persentase calon pengantin yang mendapat skrining
kesehatan menjadi 50 persen, (i) angka kelahiran remaja
umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate 15-19 menjadi
18 persen, (j) cakupan kunjungan nifas lengkap sesuai
standar menjadi 35 persen, (k) persentase Keluarga
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Berencana pasca persalinan menjadi 57 persen, (I} angka
kematian neonatal menjadi 9,2 per 1.000 kelahiran hidup,
{m) angka kematian bayi menjadi 12,62 per 1.000 kelahiran
hidup, (n) cakupan kunjungan neonatal lengkap sesuai
standar menjadi 91 persen, serta (o) cakupan imunisasi bayi
lengkap menjadi 80 persen. Untuk mewujudkan penurunan
kematian ibu dan anak, dapat dilaksanakan melalui (a)
penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan
anak, (b) penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu
dan anak, serta (c} penguatan tata kelola penurunan
kematian ibu dan anak.

(12) Pencegahan dan penurunan stunting yang berfokus pada

mencegah kasus baru, melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan oleh kelompok sasaran, di
antaranya tergambar pada (a) prevalensi wasting (gizi
kurang dan gizi buruk) pada balita menjadi 8 persen, (b)
persentase bayi lahir premature (<37 minggu) menjadi 11
persen, {c} persentase ibu hamil kurang energi kronis
menjadi 15 persen, (d) persentase bayi usia kurang dari 6
bulan mendapat air susu ibu eksklusif menjadi 73 persen,
{e) persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan air susu ibu
eksklusif menjadi 61 persen, (f) persentase anak usia 6-23
bulan mendapatkan makanan pendamping air susu ibu
menjadi 73 persen, (g persentase balita dipantau
pertumbuhan dan perkembangan menjadi 50 persen, serta
{h) persentase keluarga sasaran yang mendapat
pendampingan 1.000 hari pertama kehidupan menjadi 75
persen. Untuk mewujudkan pencegahan dan penurunan
stunting, dilaksanakan melalui {a) penguatan intervensi
spesifik stunting, dan (b) penguatan intervensi sensitif
stunting.

(13) Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai

upaya mendukung deteksi dini, pencegahan penyakit, dan
pengurangan potensi beban anggaran pengendalian
penyakit bagi masyarakat kelompok usia bayi, balita,
remaja, dewasa, dan lansia, di antaranya tergambar pada (a)
persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan
kesehatan gratis >80 persen menjadi 40 persen, (b)
persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan
gratis kelompok usia bayi baru lahir menjadi 65 persen, (c)
persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan
gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah
menjadi 50 persen, (d) persentase penduduk penerima
pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan
remaja menjadi 20 persen, (e} persentase penduduk
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penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia
dewasa menjadi 35 persen, serta (f) persentase penduduk
penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut
usia menjadi 50 persen. Untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis,
dilaksanakan melalui (a) skrining kelompok usia bayi, balita,
remaja, dewasa, dan lansia; dan {b) penguatan sistem dan
tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis.

{14) Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu
menyusui, dan balita sebagai upaya mendukung
terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa,
santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk
mendukung percepatan pemenuhan gizi, di antaranya
tergambar pada (a)} persentase ibu hamil yang mendapatkan
bantuan makanan bergizi menjadi 10 persen, (b} persentase
ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
menjadi 11 persen, (c) persentase anak balita yang
mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 11 persen,
{d} persentase siswa pendidikan anak usia dini (taman
kanak-kanak/raudhatul athfal/busthanul athfal/sederajat)
yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24
persen, (e) persentase siswa sekolah dasar/madrasah
ibtidaiyah/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan
bergizi menjadi 24 persen, (f) persentase siswa sekolah
menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sederajat yang
mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen,
(g) persentase siswa sekolah menengah atas/madrasah
aliyah/sekolah  menengah  kejuruan/sederajat yang
mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen,
{h) persentase siswa sekolah luar biasa yang mendapatkan
bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen, (i) persentase
santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi
2 persen, (j) persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan
pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik menjadi 50
persen, serta (k) persentase siswa dan santri dengan skor
literasi gizi baik menjadi 50 persen. Untuk mewujudkan
pemberian makan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu
menyusui, dan balita, dapat dilakukan melalui ({(a)
penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui,
dan balita; (b) penyediaan makanan bergizi bagi siswa dan
santri; serta (c) promosi dan edukasi gizi dan pangan.

(15) Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
sebagai upaya mendukung terlaksananya penguatan
ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk
mendukung percepatan pemenuhan gizi, di antaranya
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tergambar pada (a) sistem data dan informasi terpadu untuk
pemenuhan gizi nasional terdiri dari 1 sistem, (b) jumlah
satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar
mencapai 5.000 unit, serta (c) persentase petugas penjamah
makanan yang mendapatkan pelatihan mencapai 100
persen. Untuk mewujudkan penguatan ekosistem
pendukung pemberian makan bergizi, dapat dilakukan
melalui (a) pengembangan sistem dan tata kelola pelayanan
makanan bergizi, (b) pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan makanan bergizi, serta (c) penguatan intervensi
pendukung pemberian makan bergizi.

(16) Penuntasan TBC sebagai upaya mendukung tercapainya
sasaran pengendalian penyakit TBC, di antaranya
tergambar pada (a) cakupan penemuan kasus TBC
(Notifikasi Kasus TBC) mencapai 90 persen, (b) angka
keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate) mencapai 90
persen, {c) cakupan pemberian terapi pencegahan pada
orang kontak serumah mencapai 72 persen, serta (d) pasien
TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment rate TBC)
mencapai 95 persen. Untuk mewujudkan penuntasan TBC,
dilakukan melalui (a) peningkatan upaya pencegahan TBC,
(b) intensifikasi penemuan kasus, serta (c) pengobatan TBC.

{17) Eliminasi penyakit kusta & schistosomiasis sebagai upaya
mendukung tercapainya sasaran meningkatnya
pengendalian kedua penyakit tersebut, di antaranya
tergambar pada (a) proporsi kasus kusta baru tanpa
disabilitas mencapai 86 persen, (b) penderita kusta
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu mencapai 90
persen, (c) proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru
mencapai <5 persen, serta (d) cakupan pemberian obat
pencegahan massal untuk schistosomiasis mencapai 87,2
persen. Untuk mewujudkan eliminasi penyakit kusta &
schistosomiasis, dapat dilakukan melalui (a) pengendalian
penyakit kusta, dan (b} pengendalian penyakit
schistosomiasis, yang berfokus pada upaya pencegahan,
penemuan kasus, dan penuntasan pengobatan.

(18) Investasi pelayanan kesehatan primer sebagai upaya
mendukung meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
primer di setiap jenjang hingga tingkat desa dan
menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
termasuk peran kader kesehatan, di antaranya tergambar
pada (a) persentase unit pelayanan kesehatan tingkat
desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan
kader kesehatan sesuai standar menjadi 30 persen, (b)
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persentase kabupaten/kota dengan minimal 75 persen
posyandu siklus hidup yang aktif menjadi 25 persen, (c)
persentase puskesmas yang mencapai target Indikator
Nasional Mutu menjadi 10 persen, (d) persentase puskesmas
memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai
standar menjadi 40 persen, (e) persentase puskesmas yang
mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap
perempuan dan anak menjadi 50 persen, serta (f) persentase
puskesmas yang ramah penyandang disabilitas menjadi 35
persen. Untuk mewujudkan investasi pelayanan kesehatan
primer, dilaksanakan melalui (a) peningkatan kapasitas dan
peran puskesmas, (b) pengembangan unit pelayanan
kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan
peran kader kesehatan, serta (¢} pengembangan layanan
kesehatan primer yang inklusif.

{19) Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota

dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan
daerah sulit akses sebagai upaya untuk meningkatkan
pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di
seluruh Indonesia termasuk mengembangkan pendekatan
khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses
sulit termasuk layanan kesehatan bergerak, di antaranya
tergambar pada (a) persentase provinsi dengan rumah sakit
yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak,
kanker, jantung, strok, ginjal sesuai standar menjadi 40
persen; (b) persentase kabupaten/kota dengan rumah sakit
yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak,
kanker, jantung, strok, ginjal sesuai standar menjadi 20
persen; (c) persentase rumah sakit yang mencapai target
Indikator Nasional Mutu menjadi 8 persen; (d)
kabupaten/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang
dilayani rumah sakit kapal sesuai standar menjadi 27
kabupaten/kota; (e) jumlah kabupaten/kota dengan akses
sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam
pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas menjadi 75
kabupaten/kota; (f) persentase rumah sakit pemerintah
daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana,
dan alat kesehatan sesuai standar menjadi 45 persen; (g)
kabupaten/kota dengan rumah sakit umum daerah tipe D
yang ditingkatkan menjadi tipe C menjadi 22
kabupaten/kota; serta (h) jumlah rumah sakit pemerintah
yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian menjadi S
rumah sakit. Untuk mewujudkan pembangunan rumah
sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan
pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah
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sulit akses, dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas
pelayanan rujukan, (b} pengembangan layanan unggulan
berbasis kompetensi, serta (¢} penguatan pelayanan
kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses.

(20) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan sebagai
upaya mendukung tercapainya sasaran meningkatnya
pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di
seluruh wilayah Indonesia penyediaan, pemenuhan, dan
pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan
yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi
wilayah, di antaranya tergambar pada (a) jumlah
kabupaten/kota dengan sumber daya manusia kesehatan
puskesmas sesuai standar menjadi 19 kabupaten/kota, (b)
jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada
rumah sakit sesuai standar menjadi 270 kabupaten/kota,
{c} rasio dokter spesialis menjadi 0,19 per 1.000 penduduk,
(d) persentase sumber daya manusia kesehatan yang
mendapatkan pelatihan bidang kesehatan menjadi 15
persen, serta (e) persentase lulusan program studi
kesehatan terakreditasi unggul menjadi 14,82 persen.
Untuk mewujudkan produksi dan pendayagunaan sumber
daya manusia kesehatan, akan dilaksanakan melalui (a)
peningkatan produksi sumber daya manusia kesehatan, (b)
peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia
kesehatan, serta (c) peningkatan kapasitas sumber daya
manusia kesehatan.

65 Perubahan
Subbab 3.4.4
Kerangka
Regulasi
dalam
halaman 120
sampai
dengan 121

3.4.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 4 “Memperkuat
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,
serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang
Disabilitas” sebagai berikut:

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota
dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan
hak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara
terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021.
Rencana Aksi menurut Perpres tersebut perlu diperbarui
dan membutuhkan formulasi kebijakan baru yang
mempertimbangkan dinamika implementasi kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah. Selain itu,
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berdasarkan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Analk,
terdapat ketidakselarasan antara capaian Kabupaten/Kota
Layak Anak dan capaian Indeks Perlindungan Anak yang
menunjukkan adanya ketimpangan dalam indikator
pembentuk keduanya. Untuk itu perlu adanya perubahan
indikator Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Rancangan
Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
sehingga penyesuaian peraturan turunan lainnya dapat
merujuk pada Rancangan Peraturan Presiden tersebut.
Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung Program
Prioritas Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, dengan
Kegiatan Prioritas Pemenuhan Hak Anak Secara Universal
dan Penguatan Resiliensi Anak, serta dengan indikator
kegiatan prioritas terkait Jumlah kabupaten/kota dengan
peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak.
66 Perubahan 3.5.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5
Subbab 3.5.1 Untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan
Sasaran . . . . .
industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai
Utama pada . .
L. tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan
Prioritas . .
. pada tahun 2025 sebagai berikut.
Nasional 5
dalam Tabel 3.5
halaman 121 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5
No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
1 Rasio PDB Industri Pengolahan {%) 18,98 20,80
Terwujudnya Peningkatan Integras) Ekonomt Domestik dan Global
2 Biaya Logistik (% PDB) 14,29 {2022) 13,52
3 Pembentukan Modal Tetap Bruto {% PDB) 29,3 (2023) 294
4 Ekspor Barang dan Jasa {®s PDB} 21,7 {(2023) 21,7
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)
67 Perubahan 3.5.2 Arah Kebijakan
Subbab 3.5.2 Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi
Arah . C . . L. .
.. industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri,
Kebijakan . . . ; .
dal terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga
aam mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan
halaman 121 . .
) nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran
sampal pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah
dengan 122

kebijakan sebagai berikut:

(1) Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan
daya saing industri pengolahan yang dilaksanakan melalui
(a) pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya
alam unggulan, industri padat karya terampil, padat
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teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan (b)
pengembangan aglomerasi industri di  kawasan
industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat
pertumbuhan baru.

Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan
global yang dilaksanakan melalui {a) optimalisasi backbone
integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional;
(b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik
dan global; (c) peningkatan perdagangan domestik,
antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi
dalam rantai nilai global;, serta (d) optimalisasi investasi
strategis Danantara.

68 Perubahan
Subbab 3.5.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
halaman 122
sampai
dengan 132

3.5.3 Highlight Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5,
dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah
kebijakan sebagai berikut:

{1)

Pengembangan hilirisasi nikel dilaksanakan sebagai upaya
untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya
saing industri nikel, di antaranya tergambar pada (a)
kapasitas produksi industri olahan nikel menjadi 33,64 juta
ton/tahun, dan (b} nilai realisasi penanaman modal
asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi nikel
menjadi sebesar 44,10 triliun rupiah. Dalam rangka
terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing
industri  nikel  dapat dilaksanakan  melalui, (i)
pengembangan industri stainless steel, (i) pengembangan
industri nickel sulfate, katoda, dan battery precursor
berbasis nikel; (iii) pengembangan industri battery pack
berbasis NMC (nikel, mangan, kobalt); (iv) tata kelola
industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi; (v)
dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri
nikel; serta (vi) harmonisasi kebijakan industri nikel.

Pengembangan hilirisasi tembaga dilaksanakan sebagai
upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan
daya saing industri tembaga, di antaranya tergambar pada
(a) kapasitas produksi industri olahan tembaga menjadi
1.195 ribu ton/tahun, dan (b) nilai realisasi penanaman
modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi
tembaga menjadi sebesar 45,93 triliun rupiah. Dalam
rangka terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya
saing industri tembaga dapat dilaksanakan melalui (i) tata
kelola industri tembaga dan ketersediaan bahan baku, (ii)
pengembangan industri hilir/antara olahan tembaga, serta
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(4)

(5)

(iii) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri
tembaga.

Pengembangan hilirisasi bauksit dilaksanakan sebagai
upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan
daya saing industri bauksit, di antaranya tergambar pada (a)
kapasitas produksi industri olahan bauksit menjadi 6,27
juta ton/tahun, dan (b) nilai realisasi penanaman modal
asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi bauksit
menjadi sebesar 11,78 triliun rupiah. Dalam rangka
terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing
industri bauksit dapat dilaksanakan melalui {i) tata kelola
industri dan ketersediaan bahan baku industri bauksit, (ii)
pengembangan industri hilir/antara olahan bauksit, (iii)
dekarbonasi industri dan ekonomi sirkular di industri
bauksit, serta (iv) harmonisasi kebijakan industri bauksit.

Pengembangan hilirisasi timah dilaksanakan sebagai upaya
untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya
saing industri timah, di antaranya tergambar pada (a)
kapasitas produksi industri olahan timah menjadi 142,1
ribu ton/tahun, dan (b) nilai realisasi penanaman modal
asing/penanaman modal dalam mnegeri hilirisasi timah
menjadi sebesar 0,51 triliun rupiah. Dalam rangka
terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing
industri timah dapat dilaksanakan melalui (i) tata kelola
industri dan ketersediaan bahan baku industri timah; (ii)
peningkatan penerapan standardisasi di industri timah, (iii)
peningkatan adopsi teknologi tinggi untuk pengolahan
timah, (iv) dekarbonasi industri dan ekonomi sirkular di
industri timah, serta (v) peningkatan diversifikasi produk
dan daya saing produk timah di pasar domestik dan global.

Pengembangan hilirisasi kelapa sawit dilaksanakan sebagai
upaya untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan
diversifikasi kelapa sawit, di antaranya tergambar pada (a)
produksi kelapa sawit menjadi 239.646.870 ton, (b) ragam
produk hilir sawit sebanyak 208 produk, (c} produksi bahan
baku crude palm oil dan crude palm kernel oil menjadi
53.021.870 ton, (d) rasio ekspor produk hilir kelapa sawit
terhadap bahan baku menjadi 92,3 persen, serta {e) nilai
realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam
negeri hilirisasi kelapa sawit menjadi 1,49 triliun rupiah.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas dan
diversifikasi kelapa sawit dapat dilaksanakan melalui (i)
peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dan kualitas
bahan baku, (ii) sustainability dan traceability, (iii)
pengembangan industri biofuel, (iv) pengembangan industri
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(6)

(8)

oleokimia, (v) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular
di industri sawit, serta (vi) rebranding produk sawit
Indonesia yang berkelanjutan.

Pengembangan hilirisasi kelapa dilaksanakan sebagai upaya
untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, produksi,
dan utilisasi industri kelapa, di antaranya tergambar pada
(a) produktivitas kelapa menjadi 1,13 ton/hektare, (b)
produksi kelapa menjadi 2.880.690 ton, (c) nilai realisasi
penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri
hilirisasi kelapa menjadi 0,39 triliun rupiah, serta (d)
utilisasi industri pengolahan kelapa menjadi 55 persen.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas,
produksi, dan utilisasi industri kelapa dapat dilaksanakan
melalui (i) perbaikan data perkelapaan (budi daya dan
pengolahan), (ii) peningkatan produksi dan penyebaran
benih unggul, (iii) peningkatan produktivitas kelapa, (iv}
peningkatan diversifikasi produk dan daya saing produk, (v)
peningkatan sentra industri kecil menengah pengolahan
kelapa, (vi) peningkatan investasi industri pengolahan
kelapa, (vii) integrasi rantai pasok di dalam negeri dan
ekspor, serta (viii) peningkatan riset dan inovasi kelapa.

Pengembangan hilirisasi rumput laut dilaksanakan sebagai
upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
industri rumput laut, di antaranya tergambar pada (a)
volume produksi rumput laut menjadi 11,64 juta ton, (b)
nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal
dalam negeri hilirisasi rumput laut menjadi 0,51 triliun
rupiah, serta (c) utilisasi industri pengolahan rumput laut
ditargetkan mencapai 53,76 persen. Dalam rangka
mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing
industri rumput laut akan dilaksanakan dengan (i)
peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui
peningkatan produktivitas budidaya rumput laut (i)
pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut; (iii)
penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut spesies
baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk
rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan,
nutraseutikal, dan pakan ternak); (vi} penguatan regulasi
dan kelembagaan; serta (v) fasilitasi pembiayaan dan
investasi.

Pengembangan industri kimia dilaksanakan sebagai upaya
untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah industri
kimia, di antaranya tergambar pada (a) kapasitas produksi
industri kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batu bara
menjadi 60.234,97 ribu ton; (b) pertumbuhan produk
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domestik bruto bahan kimia dan barang dari bahan kimia
menjadi 6,08 persen; (c) nilai realisasi penanaman modal
asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi minyak
bumi menjadi 34,45 triliun rupiah; serta (d) nilai realisasi
penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri
hilirisasi gas bumi menjadi 20,23 triliun rupiah. Dalam
rangka mewujudkan nilai tambah industri kimia
peningkatan nilai tambah industri kimia dilaksanakan
melalui {i) megaproyek industri kimia dasar, (ii) revitalisasi
industri pupuk untuk mendukung swasembada pangan, (iii)
gasifikasi batu bara, (iv) dekarbonisasi industri dan ekonomi
sirkular di industri kimia, (v) tata kelola kebijakan
pengembangan industri kimia dan bahan galian nonlogam,
(vi) peningkatan daya saing sektor industri kimia dan bahan
galian nonlogam, serta (vii) pengembangan produk sektor
industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian
nonlogam.

{9) Pembangunan industri semikonduktor dilaksanakan
sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan industri
semikonduktor, diantaranya tergambar pada (a)
pertumbuhan produk domestik bruto industri barang
logam: komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan
listrik menjadi 3,0 persen, dan (b) nilai realisasi penanaman
modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi pasir
silikka menjadi 1,42 triliun rupiah. Dalam rangka
mewujudkan  pertumbuhan industri semikonduktor
dilaksanakan melalui (i) penyiapan rantai pasok industri
semikonduktor, (ii) peningkatan sumber daya manusia
industri semikonduktor, serta (iii) riset dan pengembangan
semikonduktor.

(10) Pengembangan industri dirgantara dilaksanakan sebagai
upaya untuk mewujudkan pertumbuhan industri
dirgantara, yang tergambar pada utilisasi industri pesawat
terbang dan perlengkapannya menjadi 50 persen. Dalam
rangka mewujudkan pertumbuhan industri dirgantara
dilaksanakan melalui (i) penguatan industri pesawat
terbang, komponen, dan rantai pasok kedirgantaraan; (ii)
peningkatan sumber daya manusia, riset dan inovasi
kedirgantaraan; (iii)j penguatan regulasi dan tata kelola
kedirgantaraan; (iv) peningkatan jasa kedirgantaraan; serta
(v) pengembangan dan pemanfaatan satelit.

(11) Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan
peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing
industri tekstil dan produk tekstil, diantaranya tergambar
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pada {a) pertumbuhan produk domestik bruto Industri
tekstil dan pakaian jadi menjadi 3,50 persen, (b)
produktivitas tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil
menjadi 60,34 juta rupiah per orang per tahun, serta (c)
penyerapan tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil
sebesar 3.918.787 orang. Dalam mewujudkan peningkatan
nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil
dan produk tekstil dilaksanakan melalui (i) penguatan rantai
pasok, (ii) penguatan sumber daya manusia dan kebijakan
ketenagakerjaan yang kondusif, (iiij penyediaan energi
bersih dan terbarukan yang andal dan bersaing, (iv) adopsi
teknologi 4.0 dan teknologi rendah emisi, (v) optimalisasi
riset dan inovasi, {vi) peningkatan akses terhadap lembaga
pembiayaan, (vii) pengembangan sustainable textile dan
tekstil budaya lokal, {viii) penguatan branding produk tekstil
dan peningkatan ekspor, (ix) peningkatan pangsa pasar di e-
commerce dan pemanfaatan pengadaan barang/jasa, serta
(x) kebijakan tata niaga impor dan pemberantasan impor
ilegal.

(12) Penguatan industri logam dasar, besi dan baja dilaksanakan

sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan
produktivitas dan daya saing industri logam dasar, besi dan
baja, di antaranya tergambar pada {a) pertumbuhan produk
domestik bruto industri logam dasar menjadi 9,01 persen;
(b) utilisasi industri logam dasar menjadi 59 persen; serta (c)
nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal
dalam negeri hilirisasi industri logam dasar, besi dan baja
menjadi 10,17 triliun rupiah. Dalam mewujudkan
peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam
dasar besi dan baja dilaksanakan melalui (i) ketersediaan
bahan baku industri logam dasar yang berkualitas dan
kompetitif, (ii) kepastian pasokan dan harga energi untuk
industri logam dasar, (iii) peningkatan utilisasi kapasitas
terpasang industri besi-baja, {iv) pengembangan industri
special steel, (v) penerapan dekarbonisasi industri di
industri logam dasar, serta (vi) optimalisasi penerapan
standardisasi di industri logam dasar.

(13) Pengembangan KEK Sei Mangkei dilaksanakan sebagai

upaya untuk mewujudkan peningkatan aglomerasi industri
di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei
Mangkei yang tergambar pada nilai penanaman modal asing
dan penanaman modal dalam negeri di Kawasan Ekonomi
Khusus Sei Mangkei menjadi 6,03 triliun rupiah. Dalam
rangka mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di
Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
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dilaksanakan melalui (i) pembangunan/pengembangan
infrastruktur jalan/jembatan dan konektivitas simpul
transportasi; (ii) pengembangan sarana prasarana
pendukung (energi, perumahan, pengolahan
persampahan /limbah, air bersih); (iii} peningkatan investasi
kawasan; (iv) pengembangan kemitraan usaha dan rantai
pasok; serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia.

(14) Pengembangan KIT Batang dilaksanakan sebagai upaya

untuk mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di
Kawasan Industri Terpadu Batang yang tergambar pada
nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri di Kawasan Industri Terpadu Batang
menjadi 4,14 ftriliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan
peningkatan aglomerasi industri di Kawasan Industri
Terpadu Batang dilaksanakan melalui 1)
pembangunan/pengembangan infrastruktur
jalan/jembatan dan konektivitas simpul transportasi, (ii)
pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan
dan pengolahan persampahan/limbah), (iiij peningkatan
investasi kawasan, (iv) pengembangan kemitraan usaha dan
rantai pasok, serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia.

(15) Pengembangan KI Weda Bay dilaksanakan sebagai upaya

untuk mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di
Kawasan Industri Weda Bay yang tergambar pada nilai
investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan
industri di Kawasan Industri Weda Bay menjadi 349,49
triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan
aglomerasi industri di Kawasan Industri Weda Bay
dilaksanakan melalui (i) pembangunan/pengembangan
infrastruktur jalan/jembatan dan konektivitas simpul
transportasi; {iij pengembangan sarana prasarana
pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih, dan
pengolahan  persampahan/limbah); (iiijj peningkatan
investasi kawasan; (iv) pengembangan kemitraan usaha dan
rantai pasok; serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia.
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69 Penghapusan (dihapus)
Subbab 3.5.4
Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan
dalam
halaman 132
sampai
dengan 133
70 Perubahan 3.6.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6
Subbab 3.6.1 . .
Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan
Sasaran . . .
dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,
Utama pada o .
. dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran
Prioritas embangunan pada tahun 2025 sebagai berikut
Nasional 6 p g '
dalam Tabel 3.6

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

halaman 133

No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

1 Tingkat kemiskinan (%« 8,57 7.0-8,0

2 Tingkat kemiskinan ekstrem {%o) 1,47 Obi

3 Proporst penduduk kelas menengah (%o} 17,13 17,50

4 Cakupan kepesertaan jaminan sostal T 29,77 32,15
ketenagakerjaan {%q)<! (semester 1)

5  Penyandang disabilitas yangAi');-‘}‘(;r]‘; (il 9,07 (2023) 10

sektor formal (%)

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

6 Rumah tangga dengan akses hunian 65,25 67,00
layak, terjangkau, dan berkelanjutan (°¢)

Mewujudkan pembangunan kemandinan perdesaan dart bawah sebagai sumber pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan

7 Persentase desa mandiri (%) 22,85 23,29

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

8 Propors:1 PDRB perkotaan terhadap PDB 56,56 {2022) 57,29
nasional (%)

9 Proporsi kontribusi PDRB Wilayah 44,13 (2022} 44,35
Metropolitan terhadap nasional (°%4)e

Keterangan: a) angka per September 2024; b) target menggunakan US$ 1,90 PPP sedangkan apabila
menggunakan US$ 2,15 PPP target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5 - 1 persen; ¢} indikator
merupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025-2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional,
d} sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024; dan e) Asumsi semesta pekerja di tahun 2025 (proveksy)
yang dapat mengikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 132,8 juta pekerja. Dalam perhitungan capaian,
semesta pekerja berdasarkan data Sakernas bulan Agustus tahun berjalan dan data kepesertaan berbasis NiK.

71 Perubahan 3.6.2 Arah Kebijakan
Subbab 3.6.2 .
Arah Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan
ra” Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai
Kebijakan

berikut:
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dalam (1) Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan

halaman 134

(3)

(4)

pemerataan dilaksanakan melalui (a) pemanfaatan sistem
pendataan sosial ekonomi terintegrasi melalui
pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN); (b) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta
(c) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan
usaha berkelanjutan dan inovatif;

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan
berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan
perumahan dan permukiman;

Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari
bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan akan dicapai melalui peningkatan
kemandirian perdesaan yang berkelanjutan;

Perkotaan  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
dilaksanakan melalui (a) pembangunan perkotaan
berkelanjutan dan (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

72 Perubahan
Subbab 3.6.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
halaman 134
sampai
dengan 142

3.6.3 Highlight Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6,
dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah
kebijakan sebagai berikut.

(1)

(2)

Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran
melalui Kartu Kesejahteraan dilaksanakan sebagai upaya
mendukung peningkatan kualitas penyaluran bantuan
sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi dan
terdigitalisasi, di antaranya tergambar pada (a) peningkatan
persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima
bantuan sosial nontunai menjadi 65 persen; (b) persentase
korban bencana yang mendapat bantuan sosial
kebencanaan menjadi 8 persen; serta (c) jumlah keluarga
penerima Kartu Kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera
mencapai 400 ribu keluarga pada tahun 2025. Dalam
rangka mewujudkan penyaluran bantuan sosial adaptif dan
subsidi tepat sasaran melalui Kartu Kesejahteraan tersebut
dapat dilaksanakan melalui (a) bantuan keluarga,
pendidikan, dan kesehatan; (b) bantuan energi dan pangan;
serta (c) penyediaan bantuan dan layanan sosial yang
inklusif, termasuk penguatan peran desa dan kolaborasi
non pemerintah melalui program Desa Cerdas, Mandiri, dan
Sejahtera, serta pengembangan Sekolah Rakyat sebagai
sarana pendidikan afirmatif.

Peningkatan daya saing melalui Kartu Usaha Produktif
dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya
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3)

(4)

penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat
menuju kelas menengah dan kelas menengah yang
tergambarkan pada peningkatan proporsi pelaku usaha
dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan
pembukuan lengkap mencapai 4,1 persen. Dalam rangka
mewujudkan peningkatan daya saing melalui Kartu Usaha
Produktif tersebut dapat dilaksanakan melalui (a)
penatakelolaan kartu usaha dan (b) peningkatan kapasitas
dan daya saing.

Peningkatan kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif
dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan
kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif yang
tergambarkan melalui jumlah penerima manfaat Kartu
Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai
buruh/karyawan mencapai 1.000.000 jiwa pada tahun
2025. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kemandirian
melalui Kartu Usaha Afirmatif tersebut dapat dilaksanakan
melalui (a) penguatan kapasitas kerja dan (b) penguatan
kewirausahaan afirmatif.

Perencanaan dan pembangunan  kawasan, serta
pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai
upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara
menjadi ibu kota politik di tahun 2028 dengan

{a) terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu
Kota Nusantara dan sekitarnya, tergambarkan pada (i)
luas area kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota
Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai
800-850 hektar; (i) persentase pembangunan
gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai
20 persen; (iii) persentase pembangunan
hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan
berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50
persen; (iv) cakupan ketersediaan sarana prasarana
dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50
persen; (v} indeks aksesibilitas dan konektivitas
kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74. Untuk
terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu
Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan:

(i) perencanaan dan penataan ruang kawasan inti Ibu
Kota Nusantara dan sekitarnya;

(i) pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota
Nusantara;

(iiij pembangunan hunian/rumah tangga layak,

SK No 189391 A



o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No

Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2025

)

(6)

terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota
Nusantara,;

(iv) pembangunan sarana prasarana pendukung Ibu
Kota Nusantara; serta

(v} pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu
Kota Nusantara.

(b) Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan
pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan
pada (i) jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN
ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang;
dan (ii) cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota
Nusantara yang mencapai 25 persen. Untuk
terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan
pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan:

(i) pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara;
serta

(ii) penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu
Kota Nusantara.

Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan
penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang
terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
di antaranya tergambarkan pada (a) jumlah unit rumah
baru yang terbangun mencapai 476 unit dan (b) jumlah unit
rumah yang ditingkatkan kualitasnya mencapai 38.504
unit. Dalam rangka mewujudkan fasilitasi penyediaan
perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan
utilitas umum tersebut dapat dilaksanakan melalui (a)
fasilitasi pembangunan rumah baru; (b) pengembangan
perumahan dan permukiman; (c) fasilitasi peningkatan
kualitas rumah; dan (d) penyediaan sarana dan prasarana
air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada
perumahan tapak.

Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa sebagai
upaya mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan
terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa. Hal ini
tergambar pada (a) rumah tangga perdesaan dengan akses
air minum aman menjadi 22 persen; (b) rumah tangga
perdesaan dengan akses sanitasi aman menjadi 6 persen; (c)
persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan
menjadi 26,12 persen; dan (d) persentase desa yang memiliki
100% rumah layak huni menjadi 24,81 persen. Dalam
rangka pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
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tersebut dilaksanakan melalui (a) penguatan pembangunan
layanan dasar kesehatan desa; (b) peningkatan utilitas
dasar desa; dan (c) peningkatan konektivitas desa.

73 Perubahan
Subbab 3.6.4
Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan
dalam
halaman 143

3.6.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 6 “Membangun dari
Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” sebagai
berikut:

(1)

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk
Pembangunan Kawasan Aglomerasi

Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi
bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan
pembangunan lintas wilayah dan sektoral yang termasuk
dalam cakupan kawasan aglomerasi (Pasal 51 ayat 3
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024). Rencana Induk
Pembangunan Kawasan Aglomerasi akan memuat program
dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang
menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi
(Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024).
Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung Program
Prioritas Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, dengan
Kegiatan Prioritas Pembangunan Wilayah Metropolitan.
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74 Perubahan 3.7.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7
Subbab 3.7.1 . .
Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi
Sasaran i . .
politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan
Utama pada . o
orita dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan,
Prioritas . . .
. telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada
Nasional 7 . .
tahun 2025 sebagai berikut.
dalam
halaman 144 Tabel 3.7
sampai Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7
dengan 145 No Sasaran dan Indikator Buseline 2024 Target 2025
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik
yang fungsionat
1 Indeks Pembangunan Hukum 0,68 (2023) 0,69
2 Indeks Persepsi Korupsi 37 38
3 Indeks Materi Hukum 0,60 (2023) 0,51
4 Indeks Integritas Nasional 71,53 74,52
5 Indeks Integritas Partai Politik 62,83 63,00-64,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayam
6 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional ® 69,98 71,38
7 Indeks Petayanan Publik 4,02 3,68b
8 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 3,12 3,009
Elektronik
9 Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI 93 93,5
di Luar Negeri
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
10 Angka Prevalensi Penvalahguna Narkotika 1,73 (2023) 1,70
Terwujudnya tata kelola BUMN vang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik
Negara sebagai agen pembangunan
11 Return on Asset (ROA) BUMN (%)} 3,14 (2023) 3,21
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan
tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara
komprehensif melalur optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan
inovasi pembiayaan
12 Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 12,84 12,36
(%)
13  Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap 10,08 10,24
PDB (%)
Tercapainya tingkat inflas: yang rendah dan stabl untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
14  Tingkat Inflasi (%) 1,57 2,5+1,0
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)
Keterangan: &) Angka baseline dan target merupakan proycks: nilai Reformasi Birokrasi nasional tahun 2024 dan
akan dimutakhirkan, b} Instrumen evaluasi akan mengalam: perubahan sehingga target nasional disesuaika n, ¢’
instrumen evaluasi akan mengatami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga  target nasional
disesuaikan.
75 Perubahan 3.7.2 Arah Kebijakan
Subbab 3.7.2 .
Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan
Arah . . . . .
. Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai
Kebijakan

berikut:
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dalam {1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan
halaman 145 tidak memihak serta sistem politik yang fungsional

(2)

(3)

dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a)
reformasi politik dan tata kelola pemilu; (b) reformasi
hukum; (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta
Tindak Pidana Pencucian Uang; (d) penguatan kelembagaan,
pelayanan, dan penegakan hukum; serta (e} transformasi
sistem penuntutan dan advocaat generqal.

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan
melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan
(a) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen
aparatur sipil negara; (b) pemerintah digital; (c} transformasi
tata kelola pelayanan publik dan pembangunan; (d)
penataan desentralisasi dan otonomi daerah; serta (e}
pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri,
termasuk pekerja migran Indonesia.

Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan
narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba.

Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang
baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik
Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui
arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha
Milik Negara.

Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal
sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim
investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi
fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja
negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi
pembiayaan diwujudkan dengan serangkaian arah
kebijakan (a) optimalisasi pendapatan negara, (b)
optimalisasi belanja negara, serta (c) perluasan sumber dan
pengembangan inovasi pembiayaan.

Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk
mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan diwujudkan dengan
pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melatui
pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

76 Perubahan
Subbab 3.7.3
Intervensi

3.7.3 Highlight Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya simultan pencapaian sasaran Prioritas Nasional
7, terdapat Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak
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Kebijakan
dalam
halaman 146
sampai
dengan 151

signifikan dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

(1)

(4)

Pencegahan tindak pidana korupsi sebagai upaya
mendukung terwujudnya strategi pencegahan korupsi di
sektor pemerintah dan masyarakat, di antaranya tergambar
pada peningkatan nilai dimensi eksternal (Indeks Integritas
Nasional) menjadi 89,17. Untuk mewujudkan pencegahan
tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui (a)
revitalisasi pencegahan tindak pidana korupsi serta (b)
sistem pencegahan korupsi di sektor peningkatan hajat
hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik,

Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui
penerapan konsep total reward berbasis kinerja aparatur
sipil negara sebagai upaya mendukung terwujudnya
kesejahteraan aparatur sipil negara yang adil, layak, dan
kompetitif, di antaranya tergambar pada (a) aspek
penggajian, penghargaan, dan disiplin Indeks Sistem Merit
menjadi 67 persen dan (b) aspek manajemen kinerja Indeks
Sistem Merit menjadi 61 persen. Untuk mewujudkan
peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui
penerapan konsep total reward berbasis kinerja aparatur
sipil negara dapat dilaksanakan melalui (a) penerapan
manajemen penghargaan dan pengakuan bagi aparatur sipil
negara serta (b) penerapan sistem manajemen kinerja
aparatur sipil negara.

Transformasi digital layanan publik prioritas sebagai upaya
mendukung terselenggaranya layanan digital pemerintah
yang berkualitas dan terpadu, di antaranya tergambar pada
peningkatan jumlah layanan publik prioritas yang
terintegrasi dalam portal pelayanan publik menjadi 10
layanan. Untuk mewujudkan transformasi digital layanan
publik  prioritas dapat dilaksanakan melalui (a)
pengembangan layanan publik prioritas berbasis digital, (b)
penguatan tata kelola layanan perizinan berusaha, (c)
penguatan layanan administrasi pemerintahan, serta (d)
transformasi pelayanan pertanahan.

Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
sebagai upaya mendukung tercapainya peningkatan basis
pajak dan kepatuhan wajib pajak, di antaranya tergambar
pada {(a) persentase penambahan wajib pajak hasil
ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi menjadi
90 persen, (b} persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak badan dan orang pribadi
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(5)

berdasarkan target yang ditetapkan menjadi 100 persen,
serta (c) Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara
menjadi 100 persen. Untuk mewujudkan ekstensifikasi dan
intensifikasi penerimaan perpajakan dapat dilaksanakan
melalui (a) implementasi sistem informasi inti perpajakan
(core tax) dan interoperabilitas dengan sistem informasi
stakeholder terkait, menuju data-driven, (b) simplifikasi
proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan,
(c) tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan
(termasuk sin tax), serta (d) peningkatan kepatuhan

perpajakan.

Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai upaya
mendukung terciptanya dukungan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang optimal, di antaranya tergambar pada
rasio capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap
target yang ditetapkan menjadi 90-100 persen. Untuk
mewujudkan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
dapat dilaksanakan melalui (a) pembenahan tata kelola
penerimaan sumber daya alam minyak dan gas, (b)
pembenahan tata kelola penerimaan sumber daya alam
nonmigas yang bernilai tambah tinggi, (c) pembenahan tata
kelola penerimaan nonsumber daya alam, (d) pembenahan
tata kelola pengelolaan aset, serta (e} inovasi layanan
berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan
kepatuhan.

77 Perubahan
Subbab 3.7.4
Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan
dalam
halaman 152
sampai
dengan 154

3.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 7 “Memperkuat
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan
Penyelundupan” sebagai berikut:

(1)

(2)

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengatur
terkait pembaharuan substansi terhadap proses bisnis pailit
khususnya penataan terhadap aspek-aspek hubungan
perikatan dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang. Rancangan Undang-Undang ini
mendukung sasaran pembangunan guna meningkatkan
kepercayaan investor.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsti

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang
terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa
urgensi perubahan di antaranya (a) masih terdapat
ketentuan United Nation Convention Against Corruption
yang belum diadopsi, (b} mendefinisikan kembali kerugian
negara, (c¢) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur
ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang
disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

(3) Rancangan Undang-Undang
Bergerak

tentang Jaminan Benda

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda
Bergerak sangat penting mengingat adanya kebutuhan
masyarakat akan jaminan atas benda bergerak yang efisien,
serta belum adanya produk hukum terintegrasi yang
menyebabkan ketidakpastian hukum terkait penjaminan
benda bergerak. Rancangan Undang-Undang tentang
Jaminan Benda Bergerak bertujuan mengintegrasikan
berbagai jenis jaminan kebendaan yang saat ini tersebar
pengaturannya seperti jaminan fidusia, gadai, dan resi

gudang.

78

Perubahan
Subbab 3.8.1
Sasaran
Utama pada
Prioritas
Nasional 8
dalam
halaman 155

3.8.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta
meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025
dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.8
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Basehne 2024

No Sasaran dan indikator Target 2025

Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

62.85 (2021) 65,49
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama {IKUB} 76,47 76,77
57,13 (2023) 58,39

1. Indeks Pembangunan Masyarakat {IPMas)

3. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Ikhm

4.  Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana
Relatif terhadap PDB (%)

0,140 (2022) 0,137

79

Perubahan
Subbab 3.8.2
Arah
Kebijakan

3.8.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas
Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:
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dalam (I) Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan

halaman 155

berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui (a) penguatan
kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan
transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama
maslahat; dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan
serta penguatan karakter bangsa.

(2) Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan
iklim, dilaksanakan melalui (a) pembangunan berketahanan
iklim, dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan
tepat guna.

80 Perubahan
Subbab 3.8.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
halaman 155
sampali
dengan 163

3.8.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya simultan pencapaian sasaran Prioritas Nasional
8 dan wupaya penyeimbangan antara nilai-nilai agama,
kebudayaan, dan lingkungan alam yang menjadi aspek
fundamental dalam proses pembangunan, terdapat Kegiatan
Prioritas Utama yang memiliki dampak signifikan dan
mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional sebagai berikut.

(1) Penguatan karakter dan jati diri bangsa, bertujuan untuk
mewujudkan karakter dan jati diri bangsa yang kokoh
berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang tergambar pada
peningkatan penduduk yang mengikuti gotong royong dan
kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya menjadi 36,71
persen. Untuk mendukung pencapaian penguatan karakter
dan jati diri bangsa dilaksanakan dengan (a) penguatan
etika sosial budaya untuk membentuk masyarakat yang
harmonis, rukun, dan berkeadaban; (b) penguatan etika
politik dan pemerintahan untuk melembagakan sistem
demokrasi yang substantif dan partisipatif, serta
mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, terintegrasi, dan
berorientasi pelayanan; (c) penguatan etika ekonomi dan
bisnis sebagai landasan transformasi ekonomi untuk
mendorong produktivitas dan daya saing bangsa; (d)
penguatan etika hukum yang berkeadilan untuk menjamin
kepastian hukum yang mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan; (e} penguatan etika keilmuan untuk
mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, dan
inovatif; dan (f) penguatan etika lingkungan sebagai pondasi
pembangunan yang berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan
kawasan pemajuan kebudayaan, sebagai upaya mendukung
terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan
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kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia kebudayaan. Hal ini tergambar pada (a)
peningkatan penduduk yang bekerja di bidang seni budaya
menjadi 0,49 persen dan (b) pengembangan satu kawasan
pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan khazanah budaya dan
pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
dilaksanakan melalui (a} pengelolaan terpadu festival seni
budaya daerah berkelas internasional dan (b) pengelolaan
terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan.
(3) Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, sebagai
upaya untuk meningkatkan nilai ketahanan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang ditargetkan akan meningkat
menjadi 55. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut
dilaksanakan melalui {a} pengembangan kawasan pesisir
tangguh, (b) peningkatan ketahanan perikanan terhadap
perubahan iklim, (c) pembangunan prasarana pengaman
pantai, dan (d) penyediaan sarana bantu navigasi
pelayaran/rambu suar.
81 Perubahan Kontribusi PDRB Tahun 2025
Infografis
Target Kawasan Timur Indonesia Kawasan Barat Indonesia
Pertumbuhan,
Kontribusi, 211% ‘ 78,9%
dan Tema = - S o
Pembangunan Target Pertumbuhan, Kontribusi dan Tema Pembangunan Per Wilayah Pulau Tahun 2025
Per Wilayah o o
Pulau Tahun ) rCm fc
2025 dalam e 222 O ‘ 2 © —CEETED 510
halaman 164 9 : g
Zampax o
engan 165 TC O {_C F &
9 O )
O ok Parssmbehia thanama — 2 0

© Kontribusi PORS (%)

] Tema Bali-Nusra

Superhub Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nusantara
Bertaraf Internasional

£} Tema Sumatera £ Tema Jawa EJ Tema Kalimantan

Superhub Ekonomi
Nusantara

Mata Rantai Utama Bioindustri Megalopolis yang Unggul,
dan Kemaritiman Berdaya Inovatif, Inklusif, Terintegrasi,
Saing dan Berkelanjutan dan Berkelanjutan

@ Tema Maluku

Hub Kemaritiman Wilayah Timur
Indonesia

B Tema Sulawesi [ Tema Papua

Percepatan Pembangunan Wilayah
Papua menuju Papua Sehat, Cerdas
dan Produktif

Penunjang Superhub Ekonomi
Nusantara dan Industri Berbasis SDA
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82 Perubahan
Infograﬁs ﬁ Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Dae
Penguatan
Eko sistem Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki Pengendalian pemanfaatan
Percepatan (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan ruang yang efektif untuk
Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detail Tata Ruang menjamin keberlanjutan
Pembangunan dengan sistem Online Single Submission pembangunan

Daerah dalam
halaman 166

Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah,
kebijakan kerja sama multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia
pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan penerapan
desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja
daerah)

Penguatan fondasi kenangan

daerah melalui intensifikasi IFERE R Pl i

Akuisisi data geospasial dasar reforma agraria,

skala besar 1:5.000 yang
berkualitas serta pemutakhiran
informasi geospasial tematilk
untuk pelaksanaan
kebijakan Satu Peta

pajak daerah dan retribusi
daerah, peningkatan knalitas
belanja daerah, perluasan
sumber dan pengembangan
inovasi pendanaan alternatif di
daerah, serta tata kelola dan

pemberian sertipikasi
tanah menuju sistem
pendaftaran tanah stelsel
positif, dan percepatan
pelayanan pertanahan
modern berbasis digital

transparansi kenangan daerah

83

Perubahan
Infografis
Infrastruktur
dan Layanan
Dasar dalam
halaman 166

Infrastruktur dan Layanan Dasar

Peningkatan kesehatan dan gizi
masyarakat, pengendalian penyakit
dan pembudayaan hidup sehat, dan

penguatan pelayanan kesehatan

dan tata kelola

Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1
tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan
dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama

pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian

jenjang pendidikan menengah

Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan
rendah karbon termasuk melalui pengembangan
infrastruktur, penyediaan bantuan, dan subsidi tenaga
listrik tepat sasaran

Pembangunan rumah murah
bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan
milenial dalam rangka peningkatan
akses rumah tangga terhadap hunian
layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Peningkatan ketahanan sumber daya air
berbasis alam (nature-based solution)
melalui peningkatan infrastruktur
tampungan air, penyediaan pasokan air,
dan pengelolaan risiko daya rusak air

Pengembangan konektivitas serta fasilitas
keselamatan transportasi termasuk peningkatan
kualitas dan kuantitas SDM transportasi

Memperkuat sarana dan
prasarana publik dan hunian
berketahanan bencana

Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan
komunikasi, dan peningkatan literasi digital

Pemenuhan akses air minum dan
sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan
berketahanan iklim

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu
ke hilir menuju ekonomi sirkular
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84 Perubahan
Infografis

Pembangunan
Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan
Perdesaan dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan,
Daerah pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi
. desa dengan pemerintah di atasnya hingga tingkat nasional, pemberdayaan masyarakat, serta
Afirmasi dalam pembangunan kawasan perdesaan prioritas

halaman 167

Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus
mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata
kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan
lingkungan

Pengembangan kawasan
transmigrasi melalui peningkatan
produksi dan nilai tambah produk

unggulan

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang
melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar
lainnya; penguatan ekonomi lokal terutama yang berbasis kearifan lokal; pemerataan penyediaan
infrastruktur dasar dan konektivitas sesuai standar; serta pengelolaan dan pengurangan risiko
bencana yang efisien dan tepat guna

85 Perubahan
S b)) o

Pengelolaan
Pu sat Pengelolaan urbanisasi melalui penataan
wilayah metropolitan, pembangunan kota

Pertumbuhan otonom dan kawasan perkotaan lainnya sebagai Pengembangan pusat pertumbuhan baru

pusat pertumbuhan yang layak huni, inklusif sesuai dengan potensi keunggulan daerah
dalam dan berbudaya, hijau dan berketahanan, serta (industri pengolahan sumber daya alam,
h al aman 167 maju menyeja_htera‘akan utamanya melalui agropolitan, wisata a_lan_l, da-n bl,_ldaya} serta

percepatan penyelesaian rencana pembangunan penguatan dan optimalisasi pusat
dan rencana spasial, penyediaan konektivitas pertumbuhan eksisting

transportasi dan komunikasi yang memadai,
serta pembentukan kelembagaan vang adaptif

Penuntasan dan pemanfaatan proyek strategis nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan
pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan earry over proyek strategis nasional
serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional
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86 Perubahan
Subbab 4.2.1
Pokok-Pokok
Intervensi
Kewilayahan
dan Sarana
Prasarana
Pulau
Sumatera
Tahun 2025
dalam
halaman 168

KPBPB :(:d"‘f;:&':i:?embanga" Kawasan Pengembangan
Sabang Lok Industri Kualatanjung-
okseumawe Kawasan Seimangkei
Konservasi/R DaerahTerdepandan
;wan ™ Percepatan Pengentasan
Gencana Kemiskinan Kepulauan
unung Meranti-Bengkalis
Leuser DaerahTerdepandan
Pemerataan Pembangunan
Kawasan Kawasan Natuna-Anambas
Pariwisata Pariwisata dan R
panwisats Ekraf Unggulan Kawasan Konservasi/
. T. Gay Danau Toba RawanBencanaTN
Danau Laut Bukit Tigapuluh
Tawar e
Kawasan
Pengembangan

KPBPB Batam-Bintan-
Karimun

. {\ " Industri Dumai
9, P

Kawasan Transmigrasi

Selautdan Daerah Daerah Percepatan

5 Tanjungpinan
Terdepandan . Jungpinang Pengentasan
Percepatan ) Kemiskinan
Pemerataan Kep. Lingga
Pembangunan
Simeulue .
Kawasan Pariwisata
: 4 Unggulan Candi
Daerah Terdepan Muarojambi
dan Percepatan anasan y
Pengentasan onservasi Padang
Kemiskinan Rawan Bencar:’a. Kawasan
Kep. Nias TN Batang Gadis Jambi Pengembangan
0 Industri
e Kawasan Pangkalpinang-
\k Pengembang: Sungailiat
DaerahTerdepan 8 .
dan Percepatan
Pengentasan -
Kemiskinan Kawasan Pariwisata .
Kep. Mentawai Unggulan Dataran .
Tinggi Minangkabau
Kawasan
Kawasan Pengembangan Pariwisata
Industri Pulau Baai Unggulan
Belitung
Daerah Terdepandan
Percepatan Pengentasan
Kemiskinan Pulau Enggano Kawasan Kawasan
Konservasi/Rawan .
N Pengembangan Industri
Bencana TN Bukit Kawasan N .
i Daerah Pemerataan Tanjungenim
Barisan Selatan Pengembangan
Pembangunan g g v
Pesisir Barat Lampung IndustriBandar
Lampung-Lampung
Selatan
LEGENDA
' Klaster Pertumbuhan Bandar Udara === JalanRencana (Tol &Non-Tol)
© Ksterpemerataan Pelabuhan m— Batas Administrasi
© «usterkonsenvasidan g"""“gﬂm"’a" BENCAN3  mmmm Jalan Nasional
Rawan Bencana empatumi
@ roukotaprovinsi Kawasan Rawan Bencana
Megathrust

87 Perubahan
Subbab 4.2.2
Provinsi Aceh
dalam
halaman 169
sampai
dengan 171

4.2.2 Provinsi Aceh

Sasaran Pembangunan Provinsi Aceh

PDRB per  Kontribusi Tingkat " Indeks Penurunan
LPE (%) Kapita PDRB Kemiskinan Ras@ Modal Intensitas IKLH TPT

(RpJuta)  Provinsi (%) (%) Gini Manusia  Emisi GRK (%) D2l (%}

ﬂ 43 46,2 1,1 12,00-13,00  0,290-0,293 0,57 36,08 82,89 4,60-5,28

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Banda Aceh-Jantho
dan KPBPB Sabang

e Pengembangan KPBPB Sabang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan
globally connected, melalui:
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¢ Kota Banda Aceh
s Kab. Aceh Besar
e Kota Sabang

< Pengembangan Pelabuhan CT-3 dan CT-1 Sabang

~ Penguatan industri transportasi laut di Sabang

< Pengembangan Sabang Integrated Special Tourism Zone
o Urban renewal Kota Tua Sabang

~ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di
RSUD provinst dan kabupaten/kota

o Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Sabang

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Banda Aceh-
Jantho, melalui:

= Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

c Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

o Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan
Intelektual

Pembangunan jalan missing link Jantho-Keumala

Penguatan Sabang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan
lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah
perbatasan dan pulau-pulau terluar

Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banda Aceh

Kawasan Perkotaan .
Lhokseumawe dan
Kawasan

Pengembangan

Industri Arun-
Lhokseumawe

¢ Kota Lhokseumawe
* Kab. Aceh Utara

* Kab. Bireuen

* Kab. Aceh Besar

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

» Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe (sektor industri
prioritas: hilirisasi kelapa sawit, industri kimia, dan industri
energi dan green hydrogen)

Hitirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
sawit, yaitu fatty aciud, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi
lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan

Hilirisasi lanjutan gas bumi, terutama untuk produk-produk
yang mendukung industri lainnya seperti olefin, aromatik, DME

Pengembangan Pelabuhan Krueng Geukeuh
Pengembangan pelabuhan perikanan PPl Pusong Lhokseumawe
Pengembangan kota agropolitan Lhokseumawe

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Lhokseumawe-Bireuen

Kawasan Perkotaan
Takengon dan
Kawasan Pariwisata
dan Dataran Tinggi
Gayo-Danau Laut

Tawar

e Kab. Aceh Tengah
¢ Kab. Bener Meriah

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Takengon,
melalui:

« Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o> Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

e Pengembangan kota agropolitan Takengon

¢ Kab. Gayo Lues

Pengembangan kawasan pariwisata DT Gayo-Danau Laut Tawar
melalui peningkatan 6A kepariwisataan secara holistik

Penataan kawasan waterfront Danau Laut Tawar di Takengon
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¢ Penuntasan pembangunan jalan ruas Geumpang-Pameu

¢ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistermn rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Kawasan Perkotaan
Meulaboh

e Kab. Aceh Barat

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Meulaboh,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan terminal multipurpose Pelabuhan Meulaboh

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Kawasan Perkotaan
Langsa

e Kota Langsa

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Langsa,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

~ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan kota agropolitan Langsa

Kawasan Perkotaan
Subulussalam

» Kota Subulussalam

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Subulussalam,
melalui:

5 Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan kota agropolitan Subulussalam

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

¢ Preservasi Jalan ruas Bakongan-Subulussalam

Kawasan
Swasembada Pangan
Pesisir Utara Aceh

* Kab.
s Kab.
* Kab.
» Kab.
* Kab.
e Kab.
e Kab,

Aceh Besar
Pidie

Pidie Jaya
Bireuen
Aceh Utara
Aceh Timur

Aceh Tamiang

Pembangunan Jaringan Irigasi, pada D.1. Alue Ubay, D.I. Jambo
Aye

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Alue
Ubay, D. 1. Krueng Pase, D. I. Jambo Aye, D. 1. Krueng Tiro,

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen
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.

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, perluasan serta pengendalian kepastian
pasar, melalui peningkatan literasi keuangan petani dan
penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan
kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan
infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi
gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen
komoditas pangan utama

Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal
dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya
lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan
implementasi hasil riset pertanian

Pengembangan kawasan sentra produksi garam di Pidie, Aceh
Utara, dan Pidie Jaya

Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada Andaman-
North Sumatera Basin

Pengembangan broodstock center udang

Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas,
yaitu:

o Kab. Aceh Besar: Mesjid Raya

o Kab. Pidie: Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga

~ Kab. Pidie Jaya: Panteraja, Meurah Dua, Ulim

» Kab. Bireuen: Kuala

o Kab. Aceh Utara: Dewantara, Samudera, Lapang, Baktiya Barat

-~ Kota Lhokseumawe: Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti,
Blang Mangat

o Kab. Aceh Timur: Madat, Nurussalam, Darul Aman, 1di Rayeuk,
Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak
Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun

o Kota Langsa: Langsa Barat

Kawasan
Swasembada Air dan
Energi Dataran
Tinggi Gayo

¢ Kab. Bener Meriah
s Kab. Aceh Tengah

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial.

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Danau Laut Tawar dan DAS
Peusangan

Revitalisasi Danau Laut Tawar

Kawasan
Swasembada Pangan
dan Energi Pesisir
Barat Aceh

* Kab. Aceh Jaya

e Kab. Aceh Barat

e Kab. Nagan Raya

s Kab. Aceh Barat
Daya

Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi
Tutut (Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya)

Pengembangan gasifikasi batu bara
Pembangunan jaringan irigasi pada D. l. Lhok Guei, D. I. Susoh
Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan
Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, perluasan serta pengendalian kepastian
pasar, melalui peningkatan literasi keuangan petani dan
penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan
kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan
infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi
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gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen
komoditas pangan utama

Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal
dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya
lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan
implementasi hasil riset pertanian

Preservasi Jalan ruas Bts. Kota Banda Aceh - Calang

Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu Kab.
Nagan Raya

Kawasan Afirmasi
Simeulue (Daerah
Terdepan dan
Percepatan
Pemerataan
Pembangunan)

¢ Kab. Simeulue

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan
dan perkebunan (kelapa dan pala)

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Komoditas
Unggulan Kopi

Dataran Tinggi Gayo
e Kab. Aceh Tengah
e Kab. Bener Meriah

.

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bicekonomi hutan melalui agroforestri

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit dan
Karet Pesisir Timur
Aceh dan Pesisir
Barat-Selatan Aceh

e Pesisir Timur: Kab.

Aceh Timur, Kab.
Aceh Tamiang

Pesisir Barat-
Selatan: Kab. Aceh
Jaya, Kab. Aceh
Barat, Kab. Nagan
Raya, Kab. Aceh
Barat Daya, Kab.
Aceh Selatan, Kab.
Aceh Singkil

.

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan denigan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

Kawasan Konservasi

TN Gunung Leuser

e Kab. Gayo Lues

« Kab. Aceh Barat
Daya

¢ Kab. Aceh
Tenggara

* Kab. Aceh Selatan

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai
Keanekaragaman Hayati Tinggi

Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati
Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa
Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan

Provinsi Aceh

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
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Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan
dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

=~ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah

Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM
Universitas Malikussaleh melalui pembiayaan PHLN

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Pencegahan dan Penurunan stunting

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
<~ Penuntasan TBC

o Pengendalian penyakit menular lainnya

- Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

ol

> Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasi tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana vang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

(o]

o

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

o Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

O

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

o}

> Penguatan  surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

o}

» Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba;

o Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi
Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui:

< Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu
Kesejahteraan

o Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan
perempuan
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o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

o Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan

Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dan lanjut usia, melalui:

o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak
penyandang disabilitas dan lanjut usia

o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi
penyandang disabilitas dan lanjut wusia dalam proses
pembangunan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

> Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

« Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTA dan
PLTBm)

Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

Penerapan Internet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan

infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

o Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan

Q

o

[u}

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital

- Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola pemerintahan digital

o Penguatan infrastruktur pemerintahan digital

o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

o Digitalisasi layanan publik prioritas

o Pengembangan ekosistem layanan pubilik digital
Penguatan ekonomi syariah, melalui:

< Pengembangan Industri Halal

o Peningkatan Ekspor Halal dan Kerja sama Ekonomi Syariah
Internasional

o Penciptaan Ekosistem UMKM Halal

o Penguatan Keuangan Syariah

< Penguatan Dana Sosial Syariah

Penguatan pendidikan [slam bertaraf global, melalui:

o Peningkatan kualitas pendidikan dayah dan pendidikan
keagamaan

> Rekognisi lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan
dayah/pesantren

o Penguatan penjaminan mutu pendidikan keagamaan dan
pendidikan dayah/pesantren

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan
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Optimalisasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha untuk
mendukung kesejahteraan di wilayah perkebunan yang
berlandaskan budaya dan potensi lokal.

Memperluas akses infrastruktur dan layanan dasar bagi
kelompok miskin dan rentan di wilayah terpencil di Provinsi Aceh.

Memperkuat perlindungan sosial di lokasi rawan bencana seperti
tsunami, erupsi gunung berapi, dan gempa bumi.

Memperkuat akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan
melalui program bantuan pembiayaan pendidikan, seperti
beasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP}, serta insentif bagi siswa
dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah dengan angka
partisipasi sekolah rendah.

Penguatan  pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran.

Meningkatkan komplementaritas bantuan sosial dan subsidi agar
lebih terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.

88 Perubahan
Subbab 4.2.3
Provinsi
Sumatera
Utara dalam
halaman 172
sampai
dengan 175

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

PDRB per

LPE (%) Kapita
(Rp Juta)

Kontribusi Tnjgk_at Rasio Indeks Penurunan IKLH TPT
PDRE Kemiskinan Gini Modal Intensitas Daerah %)
Provinsi (%) (%) Manusia  Emisi GRK (%)
~~ ~~ ~~ ~~ v v ~~ "'\
3.2 GOBTAD 030340303 0.5 L0 7720 5.27-5.50 )

/

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas

Highlight Indikasi Intervensi

Wilayah Metropolitan
Medan dan Kawasan
Pengembangan
Industri Medan-
Binjai-Deli Serdang

s Kota Medan

« Kota Binjai

¢ Kab. Deli Serdang

Peningkatan kualitas dan penataan WM Medan, melalui:
o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Medan

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

~ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

= Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
o Penyusunan metropolitan statistical area

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM
Medan

Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-
50 tahunan di WM Medan, termasuk penerapan NBS, SIH3, dan
FEWS

Penataan Kota Lama Kesawan
Pengembangan Aeropolis Kualanamu
Medan Urban Traffic Improvement Project

Pengembangan koridor industri Medan-Binjai-Deli Serdang
{sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa,
industri perikanan, industri kimia, serta industri logam dasar
dan baja)

Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
sawit, yaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi
lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan
Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta

produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan,
dan karbon aktif

Pengembangan pusat inkubasi kewirausahaan dan UMKM di
kawasan Deli Sport City

Pengendalian banjir Sungai Badera dan Selayang
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Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan
Intelektual

Kawasan
Pengembangan
Industri Kuala
Tanjung-Sei Mangkei

Kab. Batubara
Kab. Simalungun

.

Pengembangan koridor industri Kuala Tanjung-Sei Mangkei
(sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa,
industri kimra, hilirisasi bauksit, serta industri logam dasar besi
dan baja)

Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
sawit, yaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi
lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan

Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta
produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan,
dan karbon aktif

Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
bauksit, yaitu SGA, CGA, dan aluminium ingot, serta produk
hilirisasi lanjutan bauksit aluminium alloy, katalis alumina,
komposit aluminium

Pengembangan KEK Sei Mangkei

Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok
industri sedang-besar yang ada di Ki/KEK prioritas

Pengembangan Kota Penyangga Inderapura (Kab. Batubara)
(rumah sakit, pasar modern, terminal bus})

Pengembangan Kota Penyangga Perdagangan (Kab. Simalungunj
{pasar modern, terminal bus)

Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara-Riau

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Kawasan Pariwisata
Unggulan Danau
Toba dan Kawasan
Perkotaan Balige
(Destinasi Pariwisata
Prioritas Danau
Toba)

Kab. Toba
Kab. Samosir

Kab. Humbang
Hasundutan

Kab. Tapanuli
Utara

Kab. Dairi
Kab. Karo
Kab. Simalungun

Peningkatan 6A Pariwisata dan urban renewal di Parapat-Ajibata,
Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan
Ambarita-Tomok

Pengembangan Kawasan Terpadu Sibandan Special Tourism Zone

Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus
Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan
wilayah, serta Pusat Riset Kebudayaan Bertaraf Internasional

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Balige, melalui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pengembangan Kawasan Perdesaan Ajibata

Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol
Pematangsiantar-Parapat-Balige-Siborongborong

Pengembangan kota agropolitan Balige

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi Jalan Bts. Kota Tarutung-Bts. Kota Sibolga-Bts. Kab.
Tapteng/Tapsel-Batangtoru-Jalan Sudirman/Merdeka (Padang
Sidempuan), ruas Dairi-Dolok Sanggul-Siborongborong

Pengembangan kawasan geopark yang diwujudkan melalui
penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan dan
implementasi rencana induk pengembangan geopark

Kawasan Perkotaan
Sibolga-Pandan-
Padangsidimpuan

Kota Sibolga

Kab. Tapanuli
Tengah

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sibolga-
Pandan-Padangsidimpuan, melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
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* Kota
Padangsidimpuan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
Pengembangan Pelabuhan Sibolga
Pengembangan kota agropolitan Padangsidimpuan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi Jalan Bts. Kota Tarutung-Bts. Kota Sibolga-Bts. Kab.
Tapteng/Tapsel-Batangtoru-Jalan Sudirman/Merdeka {Padang
Sidempuan)

Kawasan Perkotaan
Rantauprapat

e Kab. Labuhanbatu

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rantauprapat,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pengembangan kota agropolitan Rantauprapat

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Penyiapan Jalan Tol Rantauprapat-Kisaran

Kawasan Perkotaan
Kabanjahe

¢ Kab. Karo

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kabanjahe,

melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan kota agropolitan Kabanjahe-Berastagi

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Lawe Pakam {Bts. Prov. Aceh)-Kuta Buluh-
Bts. Kota Sidikalang-Bts. Kota Kabanjahe

Kawasan
Swasembada Pangan
Sumatera Timur

» Kab. Langkat

e Kab. Deli Serdang

¢ Kab. Serdang
Bedagai

s Kab. Simalungun
* Kab. Asahan

* Kab. Labuhanbatu
o Kota Medan

-

.

.

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. 1. Bandar
Sidoras D.1. perkotaan, dan D.1. Sei Ular.

Pembangunan jaringan Irigasi pada, D.I. Wampu, D.I. Silau
Bunut

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani serta pengendalian kepastian pasar
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas,
yaitu:
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< Kab. Langkat: Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan
Barat, Gebang, Tanjung Pura

O

> Kab. Serdang Bedagai: Tanjung Beringin, Bandar Khalipah
< Kab. Batu Bara: Sei Suka
o Kab. Asahan: Silau Laut, Sei Kepayang Timur

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Bukit Barisan
Utara

Kab. Toba

Kab. Samosir

Kab. Humbang
Hasundutan

Kab. Tapanuli
Utara

Kab. Dairi
Kab. Karo

Kab. Pakpak
Bharat

Kab. Tapanuli
Tengah

g

.

Pengembangan KSPP Sumatera Utara melalui:

o Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan output:
pembangunan dan pengembangan infrastruktur;

=}

Pengembangan kawasan secara on farm, dengan output:
penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi
pertanian;

o

Pengembangan kawasan secara off farm, dengan output:
penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan
nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan petani

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yvang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial.

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan
Swasembada Pangan
dan Air Batang
Angkola-Batang
Gadis

e Kab. Tapanuli
Selatan

+ Kab. Mandailing
Natal

.

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Batang Angkola

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial.

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siais

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan Afirmasi
Kepulauan Nias
(Daerah Terdepan
dan Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan) dan
Kawasan Perkotaan
Gunungsitoli

« Kab. Nias

L d

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Peningkatan ketahanan bencana

Preservasi jalan Lingkar dan Trans Nias

Pengembangan Pelabuhan Gunungsitoli

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan
dan perkebunan (kelapa dan pisang)
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e Kab. Nias Utara*
s Kab. Nias Barat
¢ Kab. Nias Selatan

+ Kota Gunungsitoli

Keterangan:
*) Daerah Tertinggal

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Gunungsitoli,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

¢}

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di rumah
sakit umum daerah provinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan tipe rumah sakit dari tipe D menjadi C di rumah
sakit umum daerah Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat

Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa-
Tureloto, Kep. Batu

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit,
Karet, dan Kelapa
Asahan-
Labuhanbatu-
Padanglawas

+ Kab. Asahan
e Kab. Labuhanbatu

e« Kab. Labuhanbatu
Utara

e Kab. Labuhanbatu
Selatan

e Kab. Padanglawas

¢ Kab. Padanglawas
Utara

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bioekonom: hutan melalui agroforestri

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Asahan-Tanjung
Balai

» Kota Tanjung Balai
o Kab. Asahan

Pengembangan pelabuhan perikanan PPl Tanjung Balai

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Nias Utara

» Kab. Nias Utara

Pengembangan pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi
dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Lahewa

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan Kkapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
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Kawasan Konservasi
dan Rawan Bencana
TN Batang Gadis dan
TN Gunung Leuser

e TN Batang Gadis:
Kab. Mandailing
Natal

e TN Gunung
Leuser: Kab.
Langkat

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan

Kawasan Rawan
Bencana Gempa
Bumi Sesar Darat di
Sumatera Utara

Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan
seismik

Provinsi Sumatera
Utara

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan ke satuan pendidikan

a

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan tbu dan anak

© Pencegahan dan Penurunan stunting

< Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
Penuntasan TBC

)

. Pengendalian penyakit menular lainnya

fa)

Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

(s}

Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik;

Penvehatan lingkungan

ol

[}

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

[n]

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

SK No 252550 A



o

AT

53

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 90 -
No Perihal Pemutakhiran RKP Tahun 2025
Perubahan

o Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

o Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba;

o Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi
= Pencegahan dan Penurunan stunting

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

> Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
~. Penuntasan TBC

~ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

-~ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

« Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

< Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih

rendah, melalui:

o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM)

o Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

« Penerapan lInternet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

o Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital

o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok

Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
- Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

< Digitalisasi layanan publik prioritas

¢ Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan melalui:
o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan

o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

o Memperkuat reformasi hukum, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU)

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
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keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan.

Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
berbasis data kependudukan, integrasi layanan sosial untuk
lansia dan penyandang disabilitas, serta memperkuat
perlindungan sosial di lokasi rawan bencana.

Peningkatan kewirausahaan afirmatif melalui pengembangan
pendidikan/pelatihan vokasi berbasis industri manufaktur dan
pengolahan, sertifikasi, serta kemitraan dengan dunia usaha.

Perluasan akses modal usaha, peningkatan produktivitas
berbasis teknologi, serta fasilitasi akses pasar untuk mendukung
kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan.

Perluasan infrastruktur dan layanan dasar bagi kelompok miskin
dan rentan di daerah terpencil melalui pengembangan akses
jalan, listrik desa, air bersih, serta layanan kesehatan dan
pendidikan bagi masyarakat vang tinggal di daerah perbukitan
dan pedalaman.

89

Perubahan
Subbab 4.2.4
Provinsi
Sumatera
Barat dalam
halaman 175
sampai
dengan 178

LPE (%)

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
PDRB per

Kapita

(Rp Juta)

Gini Manusia  Emisi GRK (%) C2¢"an %)

Kontribusi Tingkat
PDRB Kemiskinan
Provinsi (%) (%)
~~ ~ ~ ~~
L3 4,50-5,10 02740279 0,59 5262

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas

Highhght Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Padang-Pariaman

¢ Kota Padang

o Kota Pariaman

s Kab. Padang
Pariaman

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Padang-
Pariaman, melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan koridor industri rintisan Padang-Pariaman
(sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, dan industri
transportasi laut dan galangan kapal)

Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus
Preservasi jalan ruas Padang-Painan-Kambang
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan

Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan
Padang-Pariaman

Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan

Intelektual

Kawasan Pariwisata
Unggulan Dataran
Tinggi Minangkabau
{termasuk Kawasan
Perkotaan
Bukittinggi-Padang
Panjang dan
Kawasan Perkotaan
Solok-Sawahlunto)

¢ Kab. Tanah Datar
e Kab. Agam
e Kab. Solok

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bukittinggi-
Padang panjang dan Solok-Sawahlunto, melalui:

- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Peningkatan 6A Pariwisata, urban renewal, dan pembangunan
pasar wisata terintegrasi pusat seni dan kebudayaan di
Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh, dan
Padang panjang

Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Kototinggi

Pengembangan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat
Sjjunjung

Pengembangan Kawasan Terpadu Kandi di Sawahlunto
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e Kab. Limapuluh
Kota

e Kab. Sijunjung

» Kota Bukittinggi

¢ Kota
panjang

Kota Solok
Kota Sawahlunto

.

Kota Payakumbuh

Padang

Penataan waterfront Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan
Dibawah

Pembangunah Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru
Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik
Pengembangan kota agropolitan Bukittinggi dan Solok

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako, Kab. Agam

Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh melalui pembiayaan SBSN

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Dataran
Tinggi Minangkabau
» Kab. Tanah Datar
¢ Kab. Agam

e Kab. Solok

s Kab. Solok Selatan

¢ Kab. Limapuluh
Kota

* Kab. Sijunjung

¢ Kab. Pasaman

*

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. {. Panti Rao
Pembangunan jaringan Irigasi, pada D.l Batang Sinamar
Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani. perluasan serta pengendalian kepastian
pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan
penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan
kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan
infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi
gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen
komoditas pangan utama

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
vang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas,
dan Dibawah

Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang
Baru (Kab. Sijunjung)

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan

Swasembada Pangan

Minangkabau Pesisir

¢ Kab. Pesisir
Selatan

¢ Kab. Padang
Pariaman

* Kab. Pasaman
Barat

.

Pembangunan jaringan Irigasi pada DI Sawah Laweh Tarusan

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. . Batang
Anai

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra produksi perikanan
Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, perluasan serta pengendalian kepastian
pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan
penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan
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kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan
infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi
gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen
komoditas pangan utama

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut (Kab.
Pesisir Selatan)

Pengembangan sentra produksi perikanan

Kawasan Afirmasi
Kepulauan Mentawai
(Daerah Terdepan
dan Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan)

e Kab. Kep.
Mentawai

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Peningkatan ketahanan bencana
Pembangunan jalan Trans Mentawai

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan:
perkebunan (kelapa dan sagu), hasil hutan kayu dan bukan kavu
dan perikanan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan 6A Pariwisata di Sipora dan Siberut

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit dan
Ekonomi Biru
Pasaman Barat

* Kab. Pasaman
Barat

Pengembangan pelabuhan perikanan PPl Airbangis

Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan
pesisir di Pasaman Barat

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan

perikanan
Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

Kawasan Konservasi

dan Rawan Bencana

TN Kerinci-Seblat

e Kab. Pesisir
Selatan

« Kab. Solok Selatan

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati
Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan peningkatan fungsi
sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar
kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan

Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi perubahan iklim

Kawasan Rawan
Bencana Gempa
Bumi Sesar Darat
dan Kawasan Rawan
Bencana Tsunami di
Sumatera Barat

Retrofit atau penguatan
seismik

infrastruktur publik berketahanan
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Provinsi Sumatera
Barat

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

= Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

= Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
- Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Pencegahan dan penurunan stunting

< Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
Penuntasan TBC

> Pengendalian penyakit menular lainnya

5]

S

(o}

Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM,
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman penngatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

o

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

s}

o Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

o penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi
Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui:

o Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu
Kesejahteraan

> Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dan kekerasan, melalui:

o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan
perempuan

< Penguatan Kkapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
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o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

» Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan

Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dan lanjut usia, melalui:

o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak
penyandang disabilitas dan lanjut usia

o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi
penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses
pembangunan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

~

Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM}

o)

Penerapan jaringan cerdas (smart gnd) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

= Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

o Penerapan Internet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

. Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan

a

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital

o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola pemerintahan digital

o Penguatan infrastruktur pemerintahan digital

-~ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

= Digitalisasi layanan publik prioritas

o Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Minangkabau (ABS-SBK),
melalui:

< Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan

o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat

Penguatan ekonomi syariah, melalui:
o Pengembangan industri halal

o Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah
internasional

o Penciptaan ekosistem UMKM halal
= Penguatan keuangan syariah
o Penguatan dana sosial syariah

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan
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e Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama
dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran
bagi kelompok miskin dan rentan.

» Peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program
pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima manfaat yang
memenuhi syarat dapat mengakses program peningkatan
keterampilan dan bantuan modal usaha untuk mendorong
kemandirian ekonomi.

e Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha
mikro dan pekerja informal untuk memperluas akses
pembiayaan dan pendampingan usaha.

e Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan
keterampilan digital, yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia
kerja dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan peluang kerja
bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan.

e Penguatan  pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran

90 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau
PDRB per  Kontribusi Tingkat 1 Indeks Penurunan
Subbab 4.2.5 LPE (%) Kapita PDRE  Kemiskinan Rc‘?snm Modal Intensitas DI:E"Sh I‘;I
o (RpJuta)  Provinsi(%) (%) " Manusia Emisi GRK (%)

\ 3,9 1764 4.1 8,190,149 10,315,324 57 LR ER R 3,500-3,00 ;\
dalam a )
halaman 178 Keterangan:

. LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas
Sampal Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.
dengan 180

Lokasi Prioritas

Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Pekanbaru

¢ Kota Pekanbaru
s Kab. Kampar

e Kab. Pelalawan

» Kab. Siak

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekanbaru,
melalui:

~ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan lavanan pendidikan

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di
Kawasan Perkotaan Pekanbaru

Pengembangan koridor industri Pekanbaru-Dumai

Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan
Pekanbaru

Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru
{Menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-Padang,
dan Tol Pekanbaru-Rengat)

Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-
Pekanbaru-Siak (revitalisasi dan penataan Waterfront Sungai
Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura, revitalisasi Kawasan
Purbakala Situs Percandian Muaratakus, serta urban renewal
Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak)

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang dan Jalan Tol
Pekanbaru-Rengat-Jambi

Kawasan Perkotaan
Dumai dan Kawasan
Pengembangan
Industri Dumai

e Kota Dumai

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Dumai,
melalui:

> Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
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Pekanbaru-Dumai
hilirisasi

« Pengembangan koridor industri
industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit,
mdustri tekstil dan produk tekstil)

(sektor
kelapa,

Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
sawit, yaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi
lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan

Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta
produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan,
dan karbon aktif

Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Dumai

« Pengembangan Pelabuhan Dumai

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pembangunan Jalan Tol
Kisaran

Dumai-Kotapinang—Rantauprapat—

Preservasi jalan ruas dalam Kota Dumai

Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara-Riau

Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Kawasan Perkotaan
Rengat

* Kab. Indragiri Hulu

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rengat,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

~ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat—-Jambi

Preservasi jalan ruas Rengat-Teluk Kuantan dan Rengat-
Tembilahan

Pengembangan Kota Agropolitan Rengat

Kawasan
Swasembada Energi
Riau

Peningkatan cadangan dan produktivitas migas Central Sumatera
Basin, pada:

¢ Kab. Rokan Hilir
* Kab. Rokan Hulu
¢ Kab. Bengkalis

* Kab.
s Kab.
+ Kab.
« Kab.
+ Kab.
» Kab.

Kampar
Pelalawan
Siak

Indragiri Hulu
Indragiri Hilir
Kep. Meranti

Kawasan
Swasembada Pangan
dan Air Indragiri

o Kab. Indragiri Hulu
o Kab. Indragiri Hilir

e Kab. Kuantan
Singingi

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
pemerintah pusat, pada D. I. R. Kuala Sebatu

kewenangan

» Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan
kesehatan hewan

¢ Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

* Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan
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¢ Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalut
peningkatan prasarana pascapanen

* Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses lavanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

* Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulthan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial.

* Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung

* Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan Afirmasi
Kepulauan Meranti-
Bengkalis (Daerah
Terdepan dan
Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan)

+ Kab. Kep. Meranti
¢ Kab. Bengkalis

* Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasj,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan). serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

¢ Penguatan Pulau Rangsang sebagai kawasan pertahanan dan
keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI
di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high
perkebunan (sagu dan kelapa) dan perikanan

value

unggulan:

e Preservasi Jalan Trans Bengkalis

e Penguatan Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis sebagai kawasan
pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka
peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-
pulau terluar

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

»

Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Bengkalis

Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas,

yaitu:

- Kab. Kep. Meranti:
Rangsang

Rangsang Barat, Rangsang Pesisir,

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit,
Karet, dan Kelapa
Rokan-Siak-Kampar-
Indragiri

e Kab. Rokan Hilir

e Kab. Rokan Hulu
e Kab. Bengkalis

¢ Kab. Kampar

e Kab. Pelalawan

e Kab. Siak

¢ Kab. Indragiri Hulu
e Kab. Indragiri Hilir

¢ Kab. Kuantan
Singingi

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

L]

Pengendalian OPT dan DPl pada komoditas produksi industni
(sawit, karet, dan kelapa)

Pengembangan produk bioekonomi hutan melalu: agroforestri

Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas,
yaitu:

~ Kab. Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi

» Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan
Bagansiapiapi dan Pelabuhan Perikanan Tembilahan
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oy

RO,

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-99 .-
No Perihal Pemutakhiran RKP Tahun 2025
Perubahan

Biru Rokan Hilir dan Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi

Indragiri Hilir perikanan tangkap

e Kab. Rokan Hilir Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
- perikanan budidaya

o Kab. Indragiri Hilir

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Kawasan Konservasi Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
dan Rawan Bencana keanekaragaman hayati tinggi

Zamrud, TN Tesso Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
Nilo, dan TN Bukit dan biota perairan

Tigapuluh
¢ Zamrud: Kab. Siak

* TN Tesso Nilo: Kab. Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
Pelalawan masyarakat sekitar kawasan hutan

* TN Bukit
Tigapuluh: Kab.
Indragiri Hulu dan
Kab. Indragiri Hilir

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati

Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi perubahan iklim

Provinsi Riau

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan
dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan

prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan

menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

= Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

= Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

e Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM
Universitas Riau melalui pembiayaan PHLN

¢ Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dimi faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak dengan seluruh
persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai
standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan
kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Pencegahan dan penurunan stunting

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemertksaan kesehatan gratis

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
<~ Penuntasan TBC
o Pengendalian penyakit menular lainnya

u Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui:

o Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu
Kesejahteraan

= Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
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Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

<. Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
¢ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

- Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

o Penerapan jaringan cerdas {smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

< Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

> Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital

< Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola pemerintahan digital

© Penguatan infrastruktur pemerintahan digital

- Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

o Digitalisasi layanan publik prioritas

< Pengembangan ekosistem layanan publik digital
Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, melalui:
~ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

=~ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan

o~ Jaminan  hak  kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Penguatan ekonomi syariah, melalui:
< Pengembangan industri halal

o Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah
internasional

o Penciptaan ekosistem UMKM halal

~ Penguatan keuangan syariah

o Penguatan dana sosial syariah

Memperkuat reformasi hukum, terutama di Riau, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU)

o Penanggulangan judi dan penyelundupan
< Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan.

Peningkatan Kualitas Pendidikan, melalui:

o Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama
di daerah tertinggal dan perbatasan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran untuk
memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah.

SK No 252539 A



Py

O,

(Y

g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 101 -
Perihal .
No Pemutakhiran RKP Tahun 2025
Perubahan
* Peningkatan Layanan Kesehatan, melalui:
o Peningkatan fasilitas kesehatan untuk ibu dan anak guna
menekan angka kematian ibu dan bayi
< Penanganan penyakit menular seperti TBC dan penyakit tidak
menular seperti diabetes serta hipertensi, yang sering
menyerang masyarakat miskin.
¢ Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, melalui:
< Implementasi Bantuan Sosial Adaptif, yang memungkinkan
bantuan sosial lebih fleksibel dalam merespons kondisi
ekonomi masyarakat,
~ Reformasi Jaminan Sosial Nasional, agar kelompok miskin dan
rentan lebih terlindungi dari risiko kesehatan, pendidikan, dan
ketenagakerjaan.
~ Digitalisasi sistem bantuan sosial untuk memastikan bantuan
tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,
o Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional {DTSEN)
melalui identifikasi kelompok masyarakat miskin dan rentan
91 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi
Subbab 4- 2 . 6 PDRB per  Kontribusi Tingkat Rasio Indeks Penurunan IKLH T
. . . LPE (%) Kapita PDRB Kemiskinan Gini Modal Intensitas Daerah )
Provinsi Jambi (RpJuta)  Provinsi (%) (%) Manusia  Emisi GRK (%)
dalam
6,30-6,80 0,337-0,341 0,56 4,27-4,38
halaman 181
sam pai E;Itile:ril;jgum;’:ertmnbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Linglkungan
Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbulka.
dengan 183

Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Jambi dan Kawasan
Pariwisata dan
Unggulan Candi
Muarojambi

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jambi,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

e Kota Jambi ¢ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
° a penyediaan ruang terbuka hijau

* Kab. Muaro Jambi < Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

e Pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino~Jambi

s Peningkatan 6A pada kawasan pariwisata Candi Muarojambi
(Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muarojambi
dan peningkatan Jalan Nasional akses Situs Percandian
Muarojambi)

* Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

e Preservasi jalan ruas Jambi-Sengeti-Kualatungkal, Jambi-

Muarabulian, dan Jambi-Muarasabak

e Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Jambt

¢ Pengembangan koridor industri rintisan Jambi-Muarojambi

» Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
sawit, yaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi
lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan

¢ Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta

produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan,
dan karbon aktif

Kawasan Perkotaan ¢ Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bangko,
Bangko melalui:

s Kab. Merangin
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« Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

~ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,

jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin—Bangko-
Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin-Sarolangun-Bts. Prov.
Sumsel

Kawasan Perkotaan
Sungaipenuh

+ Kota Sungaipenuh

.

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sungaipenuh,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

~ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

» Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan Kota Agropolitan Sungaipenuh

Preservasi jalan ruas Sungai Penuh-Siulak Deras/Letter W-Bts.
Prov. Sumbar

Kawasan Perkotaan

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muarabungo,

Muarabungo melalui:

e Kab. Bungo o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

¢ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

¢ Preservasi jalan ruas Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin-Bangko—
Bts. Kab. Sarolagun/Kab. Merangin—Sarolangun-Bts. Prov.
Sumsel

Kawasan ¢ Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. 1. R. Parit

Swasembada Pangan Pudin

Tanjung Jabung » Peningkatan daya guna lahan pertanian

e Kab. Tanjung
Jabung Barat

e Kab. Tanjung
Jabung Timur

s Kab. Muaro Jambi

Pengembangan sentra produksi perikanan
Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan
prasarana produksi, melalui: penyediaan dan perluasan akses
alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan
pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan;
peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital
bagi petani; serta peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani;
peningkatan infrastruktur logistik dan peluasan akses layanan
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sistem resi gudang; serta pengelolaan dan pengendalian
penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan sentra produksi perikanan

Kawasan

Swasembada Air dan

Energi Cekungan

Batanghari

+ Kab. Tanjung
Jabung Barat

* Kab. Muaro Jambi

Kab. Batanghari
+ Kab. Bungo
¢ Kab. Tebo

¢ Kab. Sarolangun

Pembangunan jaringan irigasi pada DI Batang Asai

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Sub-DAS Batanghari Hulu dan Sub-
DAS Batang Tebo

Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi
Muara Enim, Formasi Air Benakat, dan Formasi Sinamar

Pengembangan gasifikasi batubara
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Bukit Barisan
Tengah Jambi

e Kab. Kerinci
¢ Kab. Merangin
* Kota Sungaipenuh

.

L]

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sunga
dan danau, terutama pada Danau Kerinci dan Sub-DAS Batang
Merangin-Tembesi

Pembangunan Bendungan Merangin

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Sei Siulak
Deras

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani;
peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan
sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan
hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Pengembangan Bandara Depati Parbo

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit dan
Kelapa Tanjung
Jabung

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
Perkebunan, pada: Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab, Tanjung
Jabung Timur

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit dan
Karet Cekungan
Batanghari

Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri,
pada:

o Kab.
> Kab.
o Kab.
- Kab,
o Kab.
~» Kab.
o Kab.

Muaro Jambi

Bungo

Tebo

Tanjung Jabung Barat
Tanjung Jabung Timur
Batanghari

Merangin
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Kawasan Konservasi
dan Rawan Bencana
TN Bukit Duabelas,
TN Bukit Tigapuluh,
TN Berbak dan
Sembilang, dan TN
Kerinci-Seblat

« TN Bukit
Duabelas: Kab.
Batanghari, Kab,
Tebo

TN Bukit
Tigapuluh: Kab.
Tebo, Kab. Tanjung
Jabung Barat

TN Berbak dan
Sembilang: Kab.
Tanjung Jabung
Timur, Kab. Muaro
Jambi

» TN Kerinci-Seblat:
Kab. Kerinci, Kab.
Bungo, Kab.
Merangin, Kota
Sungaipenuh

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuban, satwa,
dan biota perairan

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati

Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem
berkelanjutan mendukung bioekonomi

Perlindungan dan pengamanan hutan

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Peningkatan layanan peringatan dini

Pengembangan Kawasan Perdesaan Mina-Agrowisata VII Koto {lir
(Kab. Tebo)

Provinsi Jambi

*

*

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,

dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga

terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan

dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu

hamil, ibu menyusui, dan balita

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan

prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan

menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

= Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

< Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM
Universitas Jambi melalui pembiayaan PHLN
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Pencegahan dan penurunan stunting

~ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:

« Penuntasan TBC

o Pengendalian penyakit menular lainnya

o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

> Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
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.

merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

> Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

> Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

[

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

o Penguatan  surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

o Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

o Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi
Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui:

o Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu
Kesejahteraan

o Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan
perempuan

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

< Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon vang lebih
rendah, melalui:

< Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTA)

)

Penerapan jaringan cerdas (smart grid} untuk memaksimatkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

o Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

< Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan

Percepatan transformasi digital, melalui:

« Perluasan infrastruktur digital

< Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

> Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola pemerintahan digital

< Penguatan infrastruktur pemerintahan digital

< Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
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o Digitalisasi layanan publik prioritas
o Pengembangan ekosistem layanan publik digital
* Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Jambi, melalui:
~ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya
- Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan
~ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi  budaya, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat
¢ Penguatan ekonomi syariah, melalui:
» Pengembangan industri halal
< Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah
internasional
o Penciptaan ekosistem UMKM halal
o Penguatan keuangan syariah
o Penguatan dana sosial syariah
s Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jambi, melalui:
o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU)
o Penanggulangan judi dan penyelundupan
o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)
¢ Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan
* Optimalisasi Kartu Kesejahteraan untuk memastikan kelompok
miskin dan rentan memiliki akses terhadap bantuan sosial,
layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial
s Perluasan layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan
penyandang disabilitas, termasuk program permakanan, layanan
home care, dan pemberdayaan berbasis komunitas
¢ Peningkatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi petani,
pekebun, dan nelayan untuk memperluas usaha produktif serta
meningkatkan nilai tambah hasil produksi
* Penguatan  pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran
¢ Peningkatan efektivitas dan integrasi bantuan sosial, termasuk
Program Keluarga Harapan, Bantuan Sembako, dan bantuan
sosial lainnya agar lebih tepat sasaran dan terhubung dengan
program pemberdayaan ekonomi
92 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
PDRB Kontribusi Tingkat . Indek: Penurunan
Subbab 4.2.7 LPE (%) Kapifaer °PORE Ker;'lr;sgki:an RG"isn'i" v\l;logai I::ensitas Dla':‘:h :;11)—
Provinsi (Rpjuta)  Provinsi(%) (%) Manusia Emisi GRK (%)
Sumatera 3 X ;s 9,37-10,37  0,316-0,320 0,54 3,82-3,03
Selatan dalam
Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Linglkungan
halaman 183 Hidhups dan T Tingkat Pengangguran Terbuka. S y
sampal
dengan 186 Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi
Wilayah Metropolitan s Pengembangan dan penataan Wilayah Metropolitan Palembang,
Palembang dan melalui:
Kawasan o Pembentukan kelembagaan pengelolaan Wilayah Metropolitan
Pengembangan Palembang
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Industri Palembang-
Banyuasin

® Kota Palembang

* Kab. Banyuasin

« Kab. Ogan Iir

* Kab. Ogan
Komering Ilir

.

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

- Penyediaan dan peningkatan lavanan pendidikan

» Penyusunan metropolitan statistical area

o Penataan Kawasan

Palembang

Strategis di Wilayah Metropolitan

Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di
Wilayah Metropolitan Palembang

Pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi dan Jalan Tol
Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Lahat

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan (Kab.
GOgan 1lir}, dan Telang {(Kab. Banyuasin)

Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang

Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin (sektor
industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa,
industri perikanan, dan hilirisasi rumput laut)

Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
sawit, vaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi
lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan
Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta
produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan,
dan karbon aktif

Optimalisasi dan efisiensi pabrik Pusri III-B
Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Plaju

Pembangunan Fly Over Sudirman

Kawasan Perkotaan
Muara Enim dan
Kawasan
Pengembangan
Industri Tanjung
Enim

e Kab. Muara Enim

*

.

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim,

melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang vang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

< Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan kawasan industri di Tanjung Enim (sektor
industri prioritas: industri kimia dan industri energi)

Pengembangan industri gasifikasi/hilirisasi batubara di Tanjung
Enim

Hilirisasi lanjutan batubara, terutama untuk produk-produk
yang mendukung industri lainnya seperti briket, kokas, karbon
aktif, syngas, metanol, dimethy! ether

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Bts. Kota Lahat-Muara Enim-Simpang
Sugih Waras

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim (Kab. Lahat)

Kawasan Perkotaan
Baturaja

* Kab. Ogan
Komering Ulu

Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Baturaja,
melalui:

< Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

-~ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
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¢ Pengembangan layanan unggulan kesehatan jbu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung
rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense
pada RS Tk. III dr. Noesmir Baturaja

Preservasi jalan ruas Prabumulih-Beringin-Bts.
Komering Ulu-Baturaja

Kab. Ogan

Pengembangan Kota Agropolitan Baturaja

Kawasan Perkotaan
Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau

Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

c
* Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistemn rujukan berbasis kompetensi di RSUD

provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Lubuk Linggau-Bts. Prov. Bengkulu

Pengembangan Kota Agropolitan Lubuklinggau

Kawasan

Swasembada Pangan
Ogan-Komering-

Banyuasin

*

.

Kab. Banyuasin
Kab. Musi
Banyuasin
Kab. Ogan
Komering Ilir
Kab. Ogan llir
Kab. Ogan
Komering Ulu

Kab. Ogan
Komering Ulu
Timur

Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Komering

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan
Sugihan, D.1.R. Telang

Pengembangan KSPP Sumatera Selatan

irigasi pada D.LR.

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan
Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani;
peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan
sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan
hasil panen komoditas pangan utama

Kawasan
Swasembada Pangan
Musi Hulu

Kab. Musi Rawas

Kab. Musi Rawas
Utara

Kab. Empat
Lawang

Kab. Lahat
Kab. Muara Enim
Kota Pagar Alam

Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Lematang

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D.I. Air
Lakitan

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

L]

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
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perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal
dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya
lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan
implementasi hasil riset pertanian

Kawasan
Swasembada Air dan
Energi Cekungan
Musi

L

Kab. Musi Rawas
Kab. Musi Rawas
Utara

Kab. Empat
Lawang

Kab. Lahat

Kab. Muara Enim
Kab. Banyuasin
Kab. Musi
Banyuasin

Kab. Ogan
Komering llir
Kab. Ogan Ilir
Kab. Ogan
Komering Ulu

Kab. Ogan
Komering Ulu
Timur

Kab. Ogan
Komering Ulu
Selatan

Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir

Konservasi sumber daya air, dengan output. pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Musi, serta pada Sub-DAS Ogan
dan Sub-DAS Komering

Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi
Muara Enim dan Formasi Air Benakat

Pengembangan gasifikasi batubara

Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Pengembangan SPAM terintegrasi Hulu ke Hilir

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata {(Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir)

Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Penukal
Abab Lematang [lir

Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan
Komering Ulu Selatan

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit,
Karet, Kopi, dan
Kelapa Cekungan
Musi

Kab. Musi Rawas

Kab. Musi Rawas
Utara

Kab. Empat
Lawang

Kab. Lahat

Kab. Muara Enim
Kab. Banyuasin
Kab. Musi
Banyuasin

Kab. Ogan
Komering Ilir
Kab. Ogan llir

Kab. Ogan
Komering Ulu
Kab. Ogan
Komering Ulu
Timur

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bicekonomi hutan melalui agroforestri
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¢ Kab. Ogan
Komering Ulu
Selatan

» Kab. Penukal Abab
Lematang llir

Kawasan Komoditas
Unggulan Banyuasin
Ekonomi Biru

¢ Kab. Banyuasin

Pengembangan pelabuhan perikanan PPl Sungsang

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
kelautan dan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi

perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Kawasan Konservasi
dan Rawan Bencana
TN Bukit Barisan
Selatan, TN Berbak
dan Sembilang, dan
TN Kerinci-Seblat

TN Bukit Barisan
Selatan: Kab. Ogan
Komering Ulu
Selatan

TN Berbak dan
Sembilang: Kab.
Banyuasin

¢ TN Kerinci-Seblat:
Kab. Musi Rawas
Utara, Kab. Musi
Rawas, Kota
Lubuklinggau

.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Provinsi Sumatera
Selatan

.

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan
dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun {1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia din:

o Penyediaan sarana dan prasarana sekolah dan madrasah
o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

< Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Sriwijaya melalui
pembiayaan SBSN

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Pencegahan dan penurunan stunting

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
= Penuntasan TBC
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L]

o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

<

v}

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

o

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

» Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

< Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dan lanjut usia, melalui:

« Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak
penyandang disabilitas dan lanjut usia

o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi
penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses
pembangunan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,

melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

< Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

o Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

« Penerapan jaringan cerdas {smart gnd) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

<~ Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
{SPKLU)

o Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan
Percepatan transformasi digital, melalui:
= Perluasan infrastruktur digital
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< Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
= Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
¢ Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
- Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
o Digitalisasi layanan publik prioritas
o Pengembangan ekosistem layanan publik digital
* Memperkuat reformasi hukum, terutama di Sumatera Selatan,
melalui:
o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU)
o Penanggulangan judi dan penyelundupan
< Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba
¢ Pendalaman sektor keuangan, melalui:
o Penguatan peran perbankan
o Penguatan peran sektor keuangan nonbank
o Peningkatan inklusi dan literasi keuangan
¢ Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, melalui:
o Pengembangan koperasi sektor produksi
o Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
»» Pengembangan kewirausahaan
s Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan
s Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama
dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran
bagi kelompok miskin dan rentan
* Peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program
pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima manfaat yang
memenuhi syarat dapat mengakses program peningkatan
keterampilan dan bantuan modal usaha untuk mendorong
kemandirian ekonomi
s Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha
mikro dan pekerja informal untuk memperluas akses
pembiayaan dan pendampingan usaha
* Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan
keterampilan digital, yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia
kerja dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan peluang kerja
bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan
* Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan, dan
pemutakhiran data penerima bantuan dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran
93 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu
PDRB per  Kontribusi Tingkat . Indeks Penurunan
Subbab 4.2.8 LPE (%) Kapita PDRB  Kemiskinan RGE'.S'." Modal Intensitas D]KLHh T;uT
. . (RpJuta)  Provinsi (%) (%) it Manusia  Emisi GRK (%) aera )
Provinsi
Bengkulu X A X 12,00-12,50  0,327-0,332 X 3,30-3,41
dalam Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
halaman 186 Hidup: dan Tl;T: Tingkat Pengangguran Terbulka. et * * ¢
sampai
dengan 189

SK No 252565 A



ey
2.

194

|

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113 -

No

Perihal
Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Lokasi Prioritas

Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Bengkulu dan
Kawasan
Pengembangan
Industri Pulau Baai

s Kota Bengkulu

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bengkulu,
melalui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pembangunan Pelabuhan Pulau Baai

Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
sawit, yaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi
lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan

Pembebasan Lahan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau
Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Pulau Baai Bengkulu

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di
Kawasan Perkotaan Bengkulu (PHTC)

Pengendalian banjir Kota Bengkulu

Kawasan Perkotaan
Manna

s Kab. Bengkulu
Selatan

Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Manna,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Preservasi jalan ruas Tais~-Manna-Bts. Prov. Sumatera Selatan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan Kota Agropolitan Manna

Kawasan
Swasembada Air dan
Energi Bukit Barisan
Tengah Bengkulu

» Kab. Lebong

» Kab. Rejang
Lebong

* Kab. Kepahiang

Rehabilitasi jaringan Irigasi pada D.I. Air Ketahun

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Ketahun, DAS Lais, DAS Lemau,
DAS Bengkulu, DAS Nelas, dan Danau Tes

Peningkatan cadangan dan produktivitas batu bara pada Formasi
Lemau

Pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD}
Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir

Kawasan
Swasembada Pangan
Mukomuko-
Bengkulu Utara-
Seluma-Bengkulu
Selatan

¢ Kab. Mukomuko

* Kab. Bengkulu
Utara

* Kab. Seluma

o Kab. Bengkulu
Selatan

-

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. 1. Air
Seluma

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita (Kab. Bengkulu
Utara)

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan
Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen
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Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani, Kab. Bengkulu
Selatan

Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan

Kawasan Afirmasi
Pulau Enggano
(Daerah Terdepan
dan Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan)

e Kab. Bengkulu
Utara

.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Peningkatan ketahanan bencana

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan:
perkebunan {kelapa) dan perikanan

Peningkatan 6A ecotourism di Kawasan Hutan Enggano
Peningkatan 6A cultural tourism Enggano

Penguatan Pulau Enggano sebagai kawasan pertahanan dan
keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI
di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Komoditas
Unggulan Sawit,
Karet, dan Kopi,
Utara Bengkulu

¢ Kab. Mukomuko

e Kab. Bengkulu
Utara

* Kab. Rejang
Lebong

* Kab. Kepahiang

.

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

Kawasan Konservasi
dan Rawan Bencana
TN Bukit Barisan
Selatan dan TN
Kerinci-Seblat

TN Bukit Barisan
Selatan: Kab. Kaur

TN Kerinci-Seblat:
Kab, Mukomuko,
Kab. Bengkulu
Utara, Kab. Rejang
Lebong, Kab.
Lebong

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati
Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan peningkatan fungsi
sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar
kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan
Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi

Pengamanan Pantai Kritis Kab. Kaur

Kawasan Rawan
Bencana Gempa
Bumi dan Tsunami
di Bengkulu

*

Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan
seismik

Provinsi Bengkulu

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
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Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan
dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

~ Perluasan layanan pendidikan anak usia dint

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
< Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Penguatan infrastruktur di perguruan tinggi, vaitu:

o Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Fatmawati Soekarno
Bengkulu melalui pembiayaan SBSN

o Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Curup melalui
pembiayaan SBSN

o Pembangunan rumah sakit pendidikan di Universitas
Bengkulu melalui pembiavaan PHLN

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

& Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

<~ Pencegahan dan penurunan stunting

~ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
« Penuntasan TBC

C

Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

» Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisitk

o Penyehatan lingkungan

e}

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

o Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

>

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

o Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

e}

o penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
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« Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

- Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

¢ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM)

0

Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

> Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

A

Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

o

Penerapan Intemmet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

)

2

Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

> Perluasan infrastruktur digital

o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

~ Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
> Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

o Digitalisasi layanan publik prioritas

o Pengembangan ekosistem layanan publik digital
Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bengkulu, melatui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

> Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional Olahraga melalui
pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta
potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Optimalisasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha untuk
mendukung Kkesejahteraan di wilayah perkebunan yang
berlandaskan budaya dan potensi lokal

Memperluas akses infrastruktur dan layanan dasar bagi
kelompok miskin dan rentan di wilavah terpencil dan pulau-
pulau sekitar Sumatera

Mendorong partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam
pengembangan kawasan perkotaan dan industri di Bengkulu

Memperkuat perlindungan sosial di lokasi rawan bencana seperti
banjir, tsunami, erupsi gunung berapi, dan gempa bumi

Penguatan  pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran
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94 Perubahan s Pemt Provinsi La
SUbbab 4' 2 N 9 PDRB per Kontribusi Tingkat i Indeks Penurunan
P o LPE (%) PDRB  Kemiskinan RG",S‘," Modal Intensitas D[KLHH T;T
rovinsi (RpJuta)  Provinsi (%) (%) ini Manusia Emisi GRK (%) D2¢"3 (%)
Lampun y ~
p g :@ 4.9 2,2 9,50-10,00 0,318-0,321 0,55 62,79 70,99 3,86-4,00 )
dalam A
halama’n 189 EIE’g:rigjgl?lfl’:crtumhuh:\n Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
Sampai Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.
dengan 191

Lokasi Priaritas

Hghlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Bandar Lampung
dan Kawasan
Pengembangan
Industri Bandar
Lampung-Lampung
Selatan

¢ Kota Bandar
Lampung

¢ Kab. Lampung
Selatan

¢ Kab. Tanggamus

e Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bandar
Lampung, melatui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau
o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

e Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung
Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, dan hilirisasi
sawit)

+ Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta
produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan,
dan karbon aktif

* Pengembangan Pelabuhan Panjang

Penyiapan Pembangunan Jalan Tol
Panjang

Lematang-Pelabuhan

e Perencanaan dan Interkoneksi

Sumatera~Jawa

penyiapan pembangunan

Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung

Kawasan Perkotaan
Menggala

e Kab. Tulang
Bawang

Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Menggala,
melalui:

-~ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang
Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala)

Pengembangan Kota Agropolitan Menggala

Kawasan Perkotaan
Kotabumi

e Kab. Lampung
Utara

Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Kotabumi,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

< Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Preservasi jalan ruas Kotabumi-Terbanggi Besar dan Kotabumi-
Bukit Kemuning-Blambangan Umpu

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

* Pengembangan Kota Agropolitan Kotabumi
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Kawasan Perkotaan

Liwa

Kab. Lampung
Barat

Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Liwa, melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

¢ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan Kota Agropolitan Liwa

Kawasan
Swasembada Pangan
dan Air Mesuji-
Tulang Bawang

Kab. Mesuji
Kab. Way Kanhan

Kab. Tulang
Bawang

Kab. Tulang
Bawang Barat

Kab. Lampung
Utara

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penvediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way
Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS
Way Umpu

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses lavanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Kawasan

Swasembada Pangan
dan Air Seputih-
Sekampung

Kab. Lampung
Tengah

Kab. Lampung
Timur

Kab. Lampung
Selatan

Kab. Pringsewu
Kab. Pesawaran

Kab. Tanggamus

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. [. Way
Sekampung

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Konservasi sumber daya air, dengan output. pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS
Garuntang, dan DAS Way Jepara

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses lavanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
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Kawasan Afirmasi
Pesisir Barat
Lampung
(Pemerataan
Pembangunan)

» Kab. Pesisir Barat

.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Peningkatan ketahanan bencana

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan:
perkebunan

Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:

perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan Jayanan penyiaran digital

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Pesisir
Barat

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Pesisir Timur
Lampung

s Kab. Lampung
Timur

e Kab. Tulang
Bawang

e Kab. Lampung
Selatan

Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
kelautan dan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi

perikanan
Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk penikanan

Kawasan Komoditas
Unggulan Kopi dan
Kelapa Lampung
Barat-Selatan

e Kab. Lampung
Timur

Kab. Lampung
Selatan

Kab. Pesawaran

Kab. Tanggamus

Kab. Lampung
Barat

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

Kawasan Konservasi
dan Rawan Bencana
TN Bukit Barisan
Selatan dan TN
Waykambas

TN Bukit Barisan
Selatan: Kab.
Lampung Barat,
Kab. Pesisir Barat

TN Waykambas:
Kab. Lampung
Timur, Kab.
Lampung Tengah

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati

Pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistem

berkelanjutan mendukung biocekonomi

jasa
Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta
akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan

Peningkatan upava pencegahan dan mitigasi

Provinsi Lampung

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan
dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita
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Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

< Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
< Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, vaitu:

< Revitalisasi sarana dan prasarana [AIN Metro Lampung melalui
pembiayaan SBSN

o Pembangunan RS PTN di Universitas Lampung melalui
pembiayaan PHLN

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Pencegahan dan penurunan stunting

> Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
« Penuntasan TBC

o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o

- Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

b

= Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

s}

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

[s)

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

o

Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan
penanganan bencana

o pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

~ penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpiman perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
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.

v Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

~ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM)

~ Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

: Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

o Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital

o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

o Digitalisasi lavanan publik priontas

o Pengembangan ekosistem layanan publik digital
Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, melalui:

< Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang

< Penanggulangan judi dan penvelundupan

< Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
berbasis data kependudukan, integrasi layanan sosial untuk
lansia dan penyandang disabilitas, serta penguatan program
perlindungan sosial yang lebih adaptif

Pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor pertanian,
perkebunan dan perikanan melalui bantuan alat, pupuk, serta
mengembangkan hilirisasi produk, mempermudah akses
permodalan, dan mendorong digitalisasi UMKM

Peningkatan akses dan fasilitas layanan pendidikan dengan
memperluas bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin,
meningkatkan aksesibilitas ke sekolah, serta meningkatkan
jumlah dan kompetensi tenaga pendidik terutama di daerah
pedesaan

Peningkatan akses dan fasilitas layanan kesehatan dengan
memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional bagi
masyarakat miskin, meningkatkan kualitas dan kuantitas
fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, alat kesehatan dan
obat), serta meningkatkan jumlah tenaga keschatan terutama
untuk daerah terpencil

Meningkatkan  akses jalan dan transportasi untuk
mempermudah kegiatan perekonomian dan menjangkau layanan
dasar
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95 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
g I g X
Subbab 4.2. 10 PDRB per  Kontribusi Tingkat Rasio Indeks Penurunan IKLH TPT
- . LPE (%) Kapita PDRB Kemiskinan P ! Modal Intensitas %)

Provinsi (RpJuta)  Provinsi (%) (%) n Manusia  Emisi GRK (%)
Kepulauan y- ~ ~ - ~ ~ - ~ gl
B k |@ 2.8 73,2 0.5 3,924,50  0,230-0,242 0.56 54,55 76,66 3,08-4,33 j‘

angka : -
Belitung E;Eri:ﬁ?gunmubuhau Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.
dalam
Lokasi

halaman 192 okast Highlight Indikasi Intervensi
sampai Prioritas
dengan 194 Kawasan Perkotaan « Pengembangan  dan penataan kawasan  perkotaan

Pangkalpinang dan

Kawasan

Pengembangan

Industri

Pangkalpinang-

Sungailiat

e Kota
Pangkalpinang

* Kab. Bangka

Pangkalpinang, melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

a)

Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

< Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan koridor industri Pangkalpinang-Sungailiat
(sektor industri prioritas: hilirisasi timah dan bauksit, dan
hilirisasi kelapa sawit)

Hilirisasi timah, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
timah, yaitu solder, timah lembaran, dan alloy dasar, serta
produk hilirisasi lanjutan timah solder premium, timah paduan,
material konstruksi, microchips, baterai

Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
bauksit, yaitu SGA, CGA, dan alumirium ingot, serta produk
hilirisasi lanjutan bauksit alumwnium alloy, katalis alumina,
komposit aluminium, material pesawat

Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam

Preservasi jalan ruas Namang-Koba-Bts. Kab.

Tengah/Selatan)-Air Bara-Toboali-Sadai

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

(Bangka

* Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat

Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di
kawasan perkotaan Pangkalpinang (PHTC)

Kawasan Pariwisata
Unggulan Belitung,
Kawasan Perkotaan
Tanjungpandan , dan
KEK Tanjung
Kelayang (Destinasi
Pariwisata Prioritas
Bangka-Belitung)

e Kab. Belitung

s Kab.
Timur

Belitung

e Peningkatan 6A Pariwisata dan urban renewal di Tanjungpandan,
KEK Tanjung Kelayang, Gantung, dan Manggar

* Pengembangan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu
(KAMPIT), Kabupaten Belitung Timur

¢ Preservasi jalan ruas Lingkar Belitung, Tanjungpandan-Simpang
Renggiang-Manggar,  Simpang  Renggiang-Gantung, dan
Gantung-Manggar (preservasi jalan ruas Perawas-Badau- Bts.
Kab. Belitung/Belitung Timur

e Pengembangan dan kawasan

Tanjungpandan, melalui:

penataan perkotaan

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

e Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

¢ Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Tanjungpandan
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Kawasan
Swasembada Pangan
Bangka Selatan

s Kab. Bangka
Selatan

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi-pada D.1. Rias
Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan Kawasan Transmigrast Batu Betumpang (Kab.
Bangka Selatan)

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Kawasan Komoditas
Unggulan Timah,
Bauksit, dan Lada
Bangka

+ Kab. Bangka

+ Kab. Bangka Barat

s Kab. Bangka
Tengah

s Kab. Bangka
Selatan

Peningkatan tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku
industri timah dan bauksit

Peningkatan penerapan standardisasi di industri timah dan
bauksit

Peningkatan adopsi teknologi tinggi untuk pengolahan timah dan
bauksit

e Dekarbonasi industri dan ekonomi sirkular di industri timah dan

bauksit

¢ Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan

produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Kawasan Konservasi
TN Gunung Maras

» Kab. Bangka
+ Kab. Bangka Barat

Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Kawasan Konservasi
Geopark Belitung
¢ Kab. Belitung

¢ Kab. Belitung
Timur

Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman
ekosistemn

Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area
bernilai keanekaragaman hayati tinggi

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem
berkelanjutan mendukung bioekonomi

Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta
akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

= Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o}

Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
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o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
¢ Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

= Pencegahan dan penurunan stunting

> Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

= Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
o Penuntasan TBC

o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

[e]

Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

o]

» Pencegahan dan penurunan stunting dengan fokus mencegah
kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang
diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah
dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita
serta KEK pada ibu hamil

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

u)

o Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

< Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

s}

Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

< Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

n Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

e Percepatan transformasi digital, melalui:
o Perluasan infrastruktur digital
< Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
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<~ Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok

¢ Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
< Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
< Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
- Digitalisasi layanan publik prioritas
o Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Penguatan reformasi hukum, melalui:

> Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU)

< Penanggulangan judi dan penyelundupan

o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan
baru, melalui:

o Penguatan tata kelola ekonomi biru

o Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem
pesisir

o Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi,
modern, dan berkelanjutan

o Pengembangan industri berbasis sumber dava laut dan
perairan

< Penguatan industri transportasi laut
o Pengembangan pariwisata berbasis bahari
o Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru

.

Peningkatan produktivitas perikanan, melalui:

o Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana
produksi perikanan tangkap

< Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana
produksi perikanan budidaya

o Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan
perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

o Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

o Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

o Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Penyediaan akses pembiayaan dan subsidi melajui Kartu Usaha
bagi nelayan kecil, guna mendukung permodalan, modernisasi
alat tangkap, dan peningkatan hasil tangkapan

*

Pengolahan hasil perikanan dan hilirisasi industri kelautan,
untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan
membuka lapangan kerja di sektor pengolahan ikan

Pengembangan koperasi dan kelompok usaha perikanan berbasis
komunitas, guna memperkuat daya tawar nelayan dan
meningkatkan akses pasar

Peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui
kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi
melalui kartu usaha

Penguatan  pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran
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PDRB per  Kontribusi Tingkat Indeks Penurunan
SUbbab 4 : 2 * 1 1 LPE (%) Kapita PDRB Kemiskinan RGaisr:ic Modal Intensitas D[ail-r:h I‘;{
Provinsi (RpJuta)  Provinsi(%) (%) Manusia  Emisi GRK (%)
a ™
Kepulaua’n @ 53 171,2 1,6 1,40-4,90 0,321-0,324 0,62 1,00 73,28 6,08-6,47 :|
. X /
Riau dalam ) '
fl:Erz:ﬁ.?,l::crmmbuham Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
alaman 194

sampai
dengan 197

Hidup: dan TPT: Tinglkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas

Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Batam dan KPBPB
Batam, Kawasan
Perkotaan Tanjung
Pinang dan KPBPB
Bintan, dan Kawasan
Perkotaan Tanjung
Balai Karimun dan
KPBPB Karimun

e Kota Batam

¢ Kota Tanjung
Pinang

¢ Kab. Bintan

» Kab. Karimun

.

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam dan
kawasan perkotaan Tanjung Pinang, melalui:
o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau
< Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun (sektor
industri prioritas: industri semikonduktor, industri dirgantara,
industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit,
hilirisasi rumput laut, industri timah, industri berteknologi
tinggi, industri hijau, dan industri halal)
Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Kabil
Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Ecocity
Pengembangan Kawasan Terpadu Galang Maritime City
Pengembangan KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK
Sekupang, KEK Tanjungsauh, KEK Galang Batang, KI Bintan Inti
Industrial Estate, dan KI-KlI lainnya di BBK
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok
industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas
Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di
kawasan perkotaan Batam (PHTC)

Pembangunan Closing Dam Piayu
Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru
Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering-Batam Center

Pengembangan kawasan pariwisata Batam-Bintan
(pengembangan Kawasan MICE dan Urban Tourism Batam
Center, pengembangan Kawasan [ntegrated Tourism Zone Lagoi,
dan pengembangan grey tourism)

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas,

yaitu:

- Kab. Karimun: Meral Barat, Tebing, Karimun

o Kota Batam: Belakang Padang

o Kab. Bintan: Bintan Utara, Telok Sebong, Gunung Kijang,
Bintan Pesisir

Pengembangan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau, terutama
di Batam (KEK Kesehatan Internasional Batam/KEK Sekupang
dan KEK Nongsa) dan Bintan (Kawasan Lagoi)

Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung
rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense
pada RSAL dr. Midiyato Suratani (Kota Tanjung Pinang)

Penguatan
intelektual

ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan

Kawasan
Swasembada Energi
Natuna

+ Kab. Natuna

Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada West
Natuna Basin (producing basin)

Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada East
Natuna Basin (discovery basin)
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Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada South
Natuna Basin (unexplored basin)

Kawasan Afirmasi
Lingga (Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan)

« Kab. Lingga

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan:
pertambangan (bauksit), perikanan, dan perkebunan (kelapa)

Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
bauksit, yaitu SGA, CGA, dan aluminium ingot, serta produk
hilirisasi lanjutan bauksit aluminium alloy, katalis alumina,
komposit aluminium

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Afirmasi
Natuna-Anambas
(Daerah Terdepan
dan Pemerataan
Pembangunan)

e Kab. Natuna

e Kab. Kepulauan
Anambas

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Peningkatan ketahanan bencana
Preservasi jalan Trans Natuna dan Anambas

Penguatan Natuna dan Anambas sebagai kawasan pertahanan
dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan
TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan
dan pariwisata bahari

Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Ranai

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Tarempa
Kepulauan Anambas

Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas,
yaitu:

> Kab. Kep. Anambas: Jemaja Barat, Jemaja, Siantan Selatan,
Siantan Utara, Kute Siantan

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Natuna-
Anambas

+ Kab. Natuna

¢ Kab. Kep. Anambas

*

Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Jemaja

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pering, dan Pelabuhan
Perikanan Tarempa

Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan
pesisir di Kab. Natuna

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan hilirisasi rumput laut

Kawasan Konservasi
Geopuark Natuna

o Kab. Natuna

Pengelolaan
ekosistem

geologi untuk mendukung keanekaragaman

Provinsi Kepulauan
Riau

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
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penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan

prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan

menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

> Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, yaitu:

o Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Maritim Raja Ali
Haji melalui pembiayaan SBSN

- Revitalisast sarana dan prasarana STAIN Kepulauan Riau
melalui pembiayaan SBSN

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak

o Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
o Penuntasan TBC

o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

[a}

[

Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan
penanganan bencana

o]

Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

¢ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

o Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi
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< Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

> Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

= Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan

infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital

= Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

2 Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

o Digitalisasi layanan publik prioritas

< Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Penguatan reformasi hukum, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU)

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

> Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan
baru, melalui:

« Penguatan tata kelola ekonomi biru

« Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem
pesisir

o Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi,
modern, dan berkelanjutan

o Pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan
perairan

= Penguatan industri transportasi laut

» Pengembangan pariwisata berbasis bahari

= Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru
Penguatan keamanan laut di Kepulauan Riau, melalui:

- Penguatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan
kedaulatan dan meningkatkan keamanan

o Kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan,
keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Yurisdiksi
Laut Indonesta, ALKI, dan Choke Point

o Peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau
terluar

Peningkatan produktivitas perikanan, melalui:

o Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana
produksi perikanan tangkap

o Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana
produksi perikanan budidaya

o Pengembangan kawasan Dberbasis komoditas unggulan
perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

- Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

< Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

o Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, melalui:
o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan
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> Jaminan  hak  kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdavaan masyarakat hukum adat

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional {MTN} Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
berbasis data kependudukan, integrasi layanan sosial untuk
lansia dan penyandang disabilitas, serta memperkuat
perlindungan sosial di lokasi rawan bencana

Peningkatan kewirausahaan afirmatif melalui fasilitasi
permodalan usaha, pengembangan koperasi, serta peningkatan
akses pasar melalui digitalisasi dan penguatan rantai pasok
khususnya di bidang perikanan

Peningkatan akses layanan dasar di pulau-pulau terpencil
melalui pengembangan layanan kesehatan dan pendidikan, serta
penyediaan infrastruktur dasar untuk mendorong konektivitas
antarpulau
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98

TPT
(%)

IKLH
Daerah

Penurunan
Intensitas
Emisi GRK (%)

Indeks
Modal
Manusia

Rasio
Gini

Tingkat
Kemiskinan

Kontribusi
PDRB
Provinsi (%)

PDRB per
Kapita

LPE (%)

Subbab 4.3.2

Provinsi
Daerah

(%)

(Rp Juta)

5,54-6,40

16,7 3,55-3.85 0,425-0,430 0,65 14,65 51,34

a7z

Khusus

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Keterangan:

Ibukota

Jakarta dalam

Highlight Indikasi Intervensi

Lokasi Prioritas

halaman 198
sampai

+ Pemantapan dan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta, melalui:

Kawasan Aglomerasi
Jakarta/WM Jakarta
e Provinsi DKI

< Pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Aglomerasi

dengan 200

Dewan Kawasan Aglomerasi)

Jakarta {
< Penyusunan

Kawasan

Pembangunan
Aglomerasi, yang merupakan masterplan penataan Kawasan

Induk

Rencana

Jakarta
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¢ Provinsi Jawa
Barat: Kab. Bekasi,
Kota Bekasi, Kota
Depok, Kab. Bogor,
Kota Bogor, Kab.
Cianjur

« Provinsi Banten:
Kab. Tangerang,
Kota Tangerang,
Kota Tangerang
Selatan

Aglomerasi Jakarta, serta rencana tata ruang yang
mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara
terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

o Penyusunan metropolitan statistical area

Pengembangan Kawasan Perkotaan Depok (tematik kota

pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Jakarta/KA Jakarta,
melalui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau
o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan Greater Jakarta Integrated Transit Based Living
Area, melalui:

o Persiapan Pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat Fase 1
Trase Tomang-Medan Satria

o Persiapan Pembangunan Jalan Tol Sawangan-Selabenda
o Pembangunan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami

Pengembangan World Class Research University berbasis potensi
wilayah pada Universitas Indonesia

Pengembangan SPALD Perkotaan DKI Jakarta

Pengembangan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta, yang
berfokus kepada peningkatan event MICE dan/atau forum
internasional yang diselenggarakan di Kawasan Aglomerasi
Jakarta

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis

intelektual

kekayaan

Jakarta-Tangerang
International
Business Corridor
dan Jakarta Glebal
City Urban Tourism
{Central-Southj

e Provinsi DKI
Jakarta: Kota Adm.
Jakarta Pusat,
Kota Adm. Jakarta
Selatan

¢ Provinsi Banten:
Kota Tangerang
Selatan, Kab.
Tangerang

Pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai
Pengembangan Central Station Manggarai

Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan-Grogol-
Sunter-Kelapa Gading

Pengembangan TOD Blok M, Dukuh Atas, dan Lebak Bulus

Pengembangan KEK Edukasi,
Internasional Banten (KEK BS3D)

Teknologi, dan Kesehatan

Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja
Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan

intelektual

Northern Coast New
Economic Hub dan
Jakarta Global City
Urban Tourism (North)

¢ Provinsi DKI

Jakarta: Kota Adm.
Jakarta Utara

¢ Provinsi Banten:
Kab. Tangerang

e Provinsi Jawa
Barat: Kab. Bekasi

Persiapan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut pesisir
utara Jakarta (Penyelesaian NCICD Fase A Kewenangan
Pemerintah Pusat, Daerah, dan Swasta)

Pengembangan New Priok Container Terminal Tahap 2 (NPCT2)
dan Tahap 3 (NPCT3)

Pengembangan Kawasan Ancol (Bagian Northern Coast New
Economic Corridon

Pengembangan pelabuhan perikanan modern dan industri
perikanan terintegrasi PPS Nizam Zachman dan PPN Muara
Angke

Pembangunan Jalan Tol Harbour Toll Road II

Revitalisasi Kota Tua Jakarta dan Heritage Port Sunda Kelapa
Pengembangan koridor industri Cilincing-Tarumajaya

ekosistem ekonomi

Penguatan kreatif berbasis kekayaan

intelektual
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Kawasan Konservasi
TN Kepulauan Seribu

« Kab. Adm. Kep.
Seribu

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati

Provinsi DKI Jakarta

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

> Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

~ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan

keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
o Penuntasan TBC

¢

Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

2

> Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

o Penyehatan lingkungan

0

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan giz
buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu
hamil

)

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

- Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan
penanganan bencana

Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

o

» Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan dari kekerasan, melalui:

=~ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dan lanjut usia, melalui:
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~ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak
penyandang disabilitas dan lanjut usia

- Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi
penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses
pembangunan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

~ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

» Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih

rendah, melalui:

o Penerapan jaringan cerdas (smart gnd) untuk memaksimalkan

efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

~: Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

D

Penerapan Internet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o

Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

~ Perluasan infrastruktur digital

= Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

- Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

- Digitalisasi layanan publik prioritas

Penguatan reformasi hukum, melalui:

~ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU)

~ Penanggulangan judi dan penyelundupan

- Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Optimalisasi Kartu Kesejahteraan untuk memastikan kelompok
miskin memiliki akses terhadap bantuan sosial, pendidikan,
kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi

Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan
pemanfaatan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan
target yang lebih akurat

Perluasan akses layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan
penyandang disabilitas, termasuk skema permakanan dan
peningkatan aksesibilitas layanan publik

Optimalisasi  program  Jakpreneur untuk mendukung
pengembangan usaha berbasis komunitas dan kewirausahaan
sosial di lingkungan perkotaan

Penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas, lansia, anak terlantar, dan gelandangan-pengemis,
dengan penyediaan layanan rehabilitasi berbasis komunitas
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99 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Subbab 4.3.3 WEGh  Kapia  PORB. Kemsknan "I°  Mods mensias KM T
(RpJuta)  Provinsi (%) (%) Gini Manusia Emisi GRK (%) Do¢™® (%)

Provinsi Jawa )

Barat dalam :@ 5.1 59,8 12,8 585646  0,383-0,390 0,57 6,61 64,06 6,42-6,99 \]
- S

halaman 201

Keterangan:
. LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
sampat Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.
dengan 204
Lokasi Prioritas Highhght Indikasi Intervensi
Kawasan e Pengembangan koridor industri Bogor-Bekasi-Karawang-

Pengembangan Purwakarta-Subang-Patimban  (sektor industri  prioritas:
hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, industri
semikonduktor, industri dirgantara, industri kimia, dan industri
logam dasar besi dan baja

Industri Bogor-
Bekasi-Karawang-
Purwakarta-Subang-
Patimban

Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan

Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
¢ Kota Bekasi

Pembangunan Pelabuhan Patimban

* Kab. Bekasi « Pengendalian banjir Sungai Cipamingkis
« Kab, Bogor .

s Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
* Kab. Karawang jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
« Kab. Purwakarta provinsi dan kabupaten/kota

Optimalisasi dan efisiensi pabrik NPK Phonska 3 dan 4 di
Cikampek

Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

* Kab. Subang

Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Singaperbangsa
Karawang melalui pembiayaan SBSN

.

Kawasan Perkotaan Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-

Bogor-Sukabumi dan Sukabumi, melalui:
Kawasan Pariwisata o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
Unggulan Bogor- rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan

Sukabumi-Cianjur masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
¢ Kota Bogor penyediaan ruang terbuka hijau

* Kab. Bogor o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

» Kota Sukabumi Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
o Kab. Sukabumi jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD

insi dan kabupaten /kot:
« Kab. Cianjur provinsi dan kabupaten/kota

Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi

¢ Proses perencanaan pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur—
Ciranjang-Padalarang

Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3B
{Semplak-Salabenda)

Pengembangan World Class Research University berbasis potensi
wilayah pada Institut Pertanian Bogor

.

Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Bogor

[

Peningkatan 6A  Pariwisata pada hotspot pariwisata:
Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang

Urban renewal pada kota-kota wisata: Bogor dan Sukabumi

Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Gunungpadang

Pengembangan KEK Lido

Pengembangan Kota Agropolitan Sukabumi

Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung
rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense
pada RS Tk. Il Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor)

WM Bandung dan » Pemantapan dan penataan WM Bandung, melalui:
Kawasan « Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Bandung
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Pengembangan
Industri Cekungan
Bandung, Kawasan
Pariwisata dan
Ekonomu Kreatif
Unggulan Bandung
dan Sekitarnya

s Kota Bandung
¢ Kab. Bandung

» Kab. Bandung
Barat

¢ Kota Cimahi

.

.

(o}

Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
o Penyusunan metropolitan statistical area
o Penataan kawasan strategis di Wilayah Metropolitan Bandung

Pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinangor (tematik kota
pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Bandung, melalui:

- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah,
dan penyediaan ruang terbuka hijau

< Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan di
perkotaan Bandung

Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota
Bandung

Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat
(HST) Jakarta-Surabaya

Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya

Pengembangan World Class Research Unwersity berbasis potensi
wilayah pada Institut Teknologi Bandung

Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM
Universitas Pendidikan Indonesia melalui pembiayaan PHLN

Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor
industri prioritas: hilirisasi kelapa, industri kimia, industri
semikonduktor, serta industri tekstil dan produk tekstil)
Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Geowisata
dan Artefak Gua Pawon (Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat), serta
revitalisasi kawasan purbakala Situs Gua Pawon

Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata: Tangkuban
Perahu dan Rancaupas-Pangalengan

Urban renewal pada kota-kota wisata, Lembang dan Ciwidey
Preservasi jalan ruas Soreang-Ciwidey-Rancaupas—-Rancabali

Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di WM
Bandung (PHTC)

Penguatan
intelektual

ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan

Kawasan Perkotaan
Cirebon dan
Kawasan
Pengembangan
Industri Cirebon-
Kertajati

s Kota Cirebon
* Kab. Cirebon
e Kab. Majalengka

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cirebon,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

> Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

« Penyediaan dan peningkatan lavanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan koridor industri Cirebon-Kertajati (sektor industri
prioritas: industri dirgantara)

Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
tebu, yaitu raw sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk
hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik

Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang
Pengembangan Kertajati Aerocity

Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat
(HST) Jakarta-Surabaya

Pengembangan Kota Agropolitan Cirebon
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Kawasan Perkotaan
Tasikmalaya

* Kota Tasikmalayva

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Tasikmalaya,
melalui:

o

. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan patens: dan
masalah perkotaan secara terpadu

Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

[u}

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Persiapan pembangunan jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya
Pengembangan kota agropolitan Tasikmalaya

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Priangan
Barat

* Kab. Bogor
s Kab. Sukabumi
* Kab. Cianjur

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan
pemerintah pusat, pada D. I. Cipamingkis dan D, I. Ciletuh

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai,
situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, dan DAS Cimandiri

Pembangunan Bendungan Cibeet
Pembangunan Bendungan Cijurey
Penetapan wilayah panas bumi di Kabupaten Cianjur

Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti
(Kab. Sukaburmi)

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi: peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani;
peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan
sistern resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan
hasil panen komoditas pangan utama

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Citarum-
Cimanuk-
Cisanggarung

s Kab. Bekasi

» Kab. Karawang
e Kab. Purwakarta

s Kab. Bandung
Barat

¢ Kab. Bandung
¢ Kab. Subang

* Kab. Indramayu
¢ Kab. Sumedang

.

Pembangunan jaringan irigasi pada D.[. Cikawung

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. 1. Jatiluhur,
D. I. Rentang, D. 1. Cihea, D. 1. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D.IL.
Bendung Carian, D.I. Rengrang

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Revitalisasi sentra/kluster komoditas unggulan air payau di
pantai utara

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai,
situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara,
DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS
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» Kab. Cirebon
¢ Kab. Kuningan
¢ Kab. Majalengka

.

Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, Waduk
Jatituhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede,
Waduk Darma, Waduk Sadawarna, Waduk Cipancuh, Situ
Lembang, Situ Patenggang, Situ Cisanti, dan Situ Cipanunjang-
Cileunca

Pembangunan kilang minyak bumi Balongan
Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi serta peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani;
peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan
sistern resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan
hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Citanduy-
Ciwulan-Cilaki

e Kab. Garut

¢ Kab. Tasikmalaya
e Kab. Ciamis

e Kab. Pangandaran

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. [. Manganti
dan D. . Lakbok Utara

Pembangunan pengaman Pantai Bojongsalawe
Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra/kawasan perikanan

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial.

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai,
situ, dan danau, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy,
DAS Cijulang, Situ Bagendit, Situ Gede

Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif
Selaawi (Kab. Garut)

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi serta peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani;
peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan
sistemn resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan
hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan Afirmasi
Jawa Barat Bagian
Selatan (Pemerataan
Pembangunan)

* Kab. Garut

s Kab. Tasikmalaya

o Kab. Cianjur

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: pertanian
hortikultura dan peternakan

Peningkatan 6A pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan
Bojonglarang Jayanti

Peningkatan/pembangunan jalan ruas Garut-Cikajang—
Pameungpeuk, Cidaun-Ciwidey-Soreang, Sindangbarang, dan
jalan lintas selatan Jawa Barat

Penguatan balai uji teknologi dan pengamatan antariksa dan
atmosfer di  Pameungpeuk, serta penguatan kawasan
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Pameungpeuk sebagai kawasan pertahanan dan keamanan
matra udara

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Kawasan Komoditas
Unggulan Tebu
Cirebon-Majalengka
e Kab. Cirebon

* Kab. Majalengka

Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi
(tebu)

Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komeoditas
prioritas industri (tebu)

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi
pertanian (tebu)

Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri
(tebu)

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Indramayu-
Cirebon

* Kab. Cirebon

o Kab. iIndramayu

-

Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN
Kejawanan

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
kelautan dan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi

perikanan
Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri
garam di Indramayu-Cirebon

Kawasan Konservasi
TN Halimun-Salak,
TN Gede-Pangrango,
TN Ciremali, dan
Geopark Ciletuh

¢ TN Halimun-Salak:
Kab. Bogor, Kab.
Sukabumi

e TN Gede-
Pangrango: Kab.
Bogor, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi

¢ TN Ciremar: Kab.
Kuningan, Kab.
Majalengka

Geopark Ciletuh:
Kab. Sukabumi

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bemnilai
keanekaragaman hayati tinggi

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati
Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa
Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi

Peningkatan layanan dini dan

kedaruratan bencana

peringatan penanganan

Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

Kawasan Rawan
Bencana Gempa
Bumi Sesar Darat di
Jawa Barat

Retrofit atau penguatan
seismik

infrastruktur publik berketahanan

Provinsi Jawa Barat

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
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Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

~ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai standar, serta
memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan
kegawatdaruratan ibu dan anak

¢ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
= Penuntasan TBC

> Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

- Penyehatan lingkungan

<

o

[s)

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

(o}

Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

s}

Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba;

o Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dan lanjut usia, melalui:

o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak
penyandang disabilitas dan lanjut usia

- Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi
penvandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses
pembangunan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

« Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
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o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

» Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan-(PLTM)

o Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

o Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

o Penerapan Intemet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik—dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
{SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital

¢ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

o Digitalisasi layanan publik prioritas

< Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Barat, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana
Pencucian Uang {TPPU)

Penanggulangan judi dan penyelundupan

[
o Pencegahan, pemberantasan penyvalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pendalaman sektor keuangan, melalui:

o Penguatan peran perbankan

o Penguatan peran sektor keuangan nonbank
= Peningkatan inklusi dan literasi keuangan

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Peningkatan akses pangan bergizi, melalui:

o Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pangan bergizi
melalui penguatan program subsidi pangan dan bantuan sosial
pangan

o Pengembangan sektor pertanian berbasis agropolitan untuk
meningkatkan kesejahteraan petani miskin

Pendidikan inklusif dan berkualitas, melalui:

o Revitalisasi sekolah dan peningkatan akses pendidikan untuk
anak-anak miskin dan penyandang disabilitas.

o Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga
kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi

o Pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dengan
pendekatan berbasis komunitas dan digitalisasi sistem
pendidikan

Peningkatan layanan kesehatan, melalui:
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o Program pencegahan dan penurunan stunting melalui edukasi
gizi, layanan kesehatan gratis, dan intervensi dini bagi anak-
anak berisiko

o Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat
miskin dengan memperbanyak fasilitas kesehatan dan tenaga
medis di daerah pelosok

o Peningkatan akses air bersih dan sanitasi di perkampungan
miskin untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan
lingkungan

» Pengembangan sektor industri untuk penyediaan lapangan kerja,
melalui:

o Optimalisasi kawasan industri Bogor-Bekasi-Karawang-
Purwakarta-Subang untuk menciptakan lebih banyak
lapangan kerja bagi masyarakat miskin

o Peningkatan pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja agar
masyarakat miskin lebih mudah mendapatkan pekerjaan di
sektor industri

n Pemberdayaan UMKM dan industri kreatif untuk
meningkatkan  perekonomian lokal dan mengurangi
ketimpangan sosial

Percepatan digitalisas: dan literasi keuangan, melalui:

o Penyediaan pelatihan literasi keuangan bagi masyarakat
miskin untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan
keuangan

o Digitalisasi sistem perbankan dan pemberian akses kredit

usaha mikro untuk mendorong wirausaha di kelompok
masyarakat miskin

.

Peningkatan akses internet dan infrastruktur digital di daerah
tertinggal agar masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi digital

100 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Subbab 4 3.4 PDRB per Kontribusi Tingkat " Indeks Penurunan

PE(%)  Kapita PDRB  Kemiskinan 250 Modal  Intensitas - TPT

Provinsi Jawa (RpJuta)  Provinsi (%) (%) Gini Manusia  Emisi GRK (%) °2¢"2" (%)

y ™~
Tenga-h da'la'm [@ 4.9 50,9 8,2 9,00-9,66 0,362-0,367 0,62 0,32 75,68 4,42-4,81 )
.

halaman 204 A /

. Keterangan:
Sampal LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.
dengan 207

Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi

WM Semarang dan ¢ Peningkatan kualitas dan penataan WM Semarang, melalui:
Kawasan o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Semarang

Pengembangan ¢ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
Industri Kendal- rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
Semarang-Demak- masalah perkotaan secara terpadu

Kudus o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan

penyediaan RTH
* Kota Semérang o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
* Kota Salatiga o Penyusunan metropolitan statistical area
* Kab. Semarang » Pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota

¢ Kab. Kendal pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Semarang, melalui:
¢ Kab. Demak o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
« Kab. Kudus penyediaan ruang terbuka hijau

~ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

¢ Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di WM
Semarang melalui layanan BRT dan layanan kereta komuter

¢ Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

e Penyiapan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Demak-
Kudus-Pati-Rembang-Tuban
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.

Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-
50 tahunan di WM Semarang, termasuk penerapan NBS, SIH3,
dan FEWS

Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Semarang

Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat
(HST) Jakarta-Surabaya

Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang

Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Demak-
Kudus (sektor industri prioritas: industri nikel, hilirisasi timah,
hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, industri logam dasar besi
dan baja, industri kimia, industri tekstil dan produk tekstil)

Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar
tebu, vaitu raw sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk
hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik

Pengembangan KI Seafer (Kab. Kendal)

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri
garam di Demak

Pengembangan Pelabuhan New Tanjung Mas-Kendal Seaport

Pembangunan Tanggul Pantai/Laut Kendal-Semarang-Demak
dan Pengembangan Kawasan Pesisir Semarang-Demak

Urban renewal Kota Tua Semarang

Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di
kawasan perkotaan WM Semarang (PHTC)

Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab.
Kendal)

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan
intelektual

Kawasan Perkotaan
Pekalongan-Batang
dan Kawasan
Pengembangan
Industri Batang

« Kota Pekalongan
» Kab. Pekalongan
« Kab. Batang

* Kab. Tegal

*

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekalongan-
Batang, melalui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ijbu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas:
hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisas: rumput laut, industri
logam dasar besi dan baja, industri kimia, industri
semikonduktor, hilirisasi nikel, serta industri tekstil dan produk
tekstil)

Pengembangan KIT Batang, termasuk infrastruktur
pendukungnya seperti jalan, sistem penyediaan air baku dan air
minum, telekomunikasi, dry port, pelabuhan, dan sebagainya

Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang

Pengembangan kota agropolitan Pekalongan

Kawasan Perkotaan
Surakarta dan
Kawasan
Pengembangan
Industri Surakarta-
Boyolali-
Karanganyar-
Sukoharjo

» Kota Surakarta

+ Kab. Boyolali

e Kab. Karanganyar
» Kab. Sukoharjo

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Surakarta,
melalui:

- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pengembangan SPAM Regional Wosusokas

Pengembangan koridor industri Surakarta-Boyolali-
Karanganyar-Sukoharjo (sektor industri prioritas: industri tekstil
dan produk tekstil)

Pembangunan Jalan Tol Kartasura-Klaten-Yogyakarta

s Pengembangan Kota Agropolitan Surakarta
e Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Surakarta
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Kawasan Pariwisata
Unggulan Solo-
Sragen-Karanganyar
¢ Kota Surakarta

e Kab. Sragen

e Kab. Karanganyar

.

Urban renewal Kota Tua Surakarta dan revitalisasi Keraton
Surakarta dan Puri Mangkunegara

Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata: Sangiran,
Tawangmangu, dan Cetho-Sukuh

Kawasan Perkotaan
Purwokerto

« Kab. Banyumas

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Purwokerto,
melalui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pengembangan Kota Agropolitan Purwokerto

Kawasan Perkotaan
Cilacap dan Kawasan
Pengembangan
Industri Cilacap

+ Kab. Cilacap

.

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cilacap,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

<

Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Preservasi jalan ruas Cilacap-Kebumen-Purworejo

Selatan Jawa Tengah)

(Lintas

Pengembangan Kota Agropelitan Cilacap
Pengembangan Pelabuhan Cilacap
Pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap

Pengembangan koridor industri (sektor industri prioritas:
industri kimia, industri semen dan bahan konstruksi)

Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Cilacap
melalui pembiayaan SBSN

Kawasan Perkotaan
Rembang

s Kab. Rembang

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rembang,
melalui:

- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

< Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan pelabuhan perikanan

Preservasi jalan ruas Rembang-Blora

Jalan Tol

Persiapan  pembangunan Demak-Kudus-Pati-

Rembang-Tuban
Pengembangan Kota Agropolitan Rembang

Kawasan Pariwisata
Borobudur-Dataran
Tinggi Dieng (bagian
dari Destinasi
Pariwisata Prioritas
Borobudur-
Yogyakarta-
Prambanan)

» Kota Magelang
e Kab. Magelang
» Kab. Wonosobo

» Kab. Temanggung

.

Peningkatan 6A Pariwisata Kawasan Borobudur

Peningkatan 6A Pariwisata, pada Dataran Tinggi Dieng dan
Kompleks Percandian Dieng dan Museum Kaliasa

Urban renewal Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan
Temanggung
Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem (Kab.
Wonosobo)

Pembangunan Jalan Tol Bawen-Magelang-Yogyakarta

Preservasi jalan ruas
Purbalingga-Purwokerto

Borobudur-Wonosobo-Banjarnegara—

Preservasi jalan ruas Wonosobo—Parakan-Temanggung-Secang

Preservasi jalan ruas Pemalang-Pekalongan-Batang-Weleri
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¢ Kab. Banjarnegara

e Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung
rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense
pada RST Tk. Il dr. Soedjono (Kota Magelang)

e Pembangunan Jaringan Irigasi D.1. Tingal

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Tuntang-
Serang-Lusi-Juwana

. Semarang
. Demak

. Jepara

. Kudus

. Pati

. Grobogan
. Blora

. Rembang

*

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan
pemerintah pusat, pada D. [. Glapan, D. I. Klambu, D. 1. Jragung

s Peningkatan daya guna lahan pertanian

e Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

» Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
vyang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial.

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS
Serang, DAS Juana, DAS Capluk, DAS Lasem, Danau
Rawapening, dan Waduk Kedungombo

o

Pembangunan Bendungan Karangnongko

Pembangunan Bendungan Cabean

L)

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

L]

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

e Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Dieng-Serayu-
Bogowonto

*

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

Wonosobo
Banjarnegara
Purbalingga
Banyumas
Cilacap
Kebumen

Purworejo

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan
pemerintah pusat, pada D. I. Singomerto, D. I. Serayu, D. I
Wadaslintang, dan D.I. Slinga

Peningkatan daya guna lahan pertanian

.

Pengembangan dan peningkatan produktivitas
peternakan/pangan hewani {termasuk pengembangan kawasan
peternakan)

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

« Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau

Pembangunan Bendungan Bener

Pengembangan pabrik ekstraksi litium dari fluida panas bumi di
Dataran Tinggi Dieng

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
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Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik {SPALD)

Kawasan
Swasembada Pangan
dan Air Pemali-
Comal

e Kab. Brebes

s Kab. Tegal

s Kab. Pemalang

e Kab. Pekalongan

« Kab. Batang

L]

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan
pemerintah pusat, pada D. I. Waduk Malahayu, dan D. . Gung

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS
Wawar/Medono, DAS Bogowonto, Waduk Wadaslintang, Waduk
Sempor, dan Waduk Mrica

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Bengawan
Solo Jawa Tengah
o Kab.
s Kab.
s Kab.
e Kab.
e Kab.
* Kab.
s Kab.

Wonogiri
Sukoharjo
Klaten
Boyolali
Sragen
Karanganyar

Blora

Pembangunan jaringan Irigasi D.]. Pidekso
Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Konservasi sumber daya air, dengan output: permulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu,
Waduk Gajahmungkur, dan Waduk Cengklik

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan Komoditas
Unggulan Tebu
Pegunungan
Kendeng

« Kab. Rembang

e Kab. Pati

* Kab. Blora

* Kab. Sragen

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan
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Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Pati-Rembang
¢ Kab. Pati

* Kab. Rembang

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Cilacap

+ Kab. Cilacap

Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Bajomulyo dan PPN
Tasik Agung

Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Cilacap

Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan
pesisir di Pati-Rembang

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri
garam di Pati dan Rembang

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau hilirisasi
rumput laut

Kawasan Afirmasi
Brebes (Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan)

e Kab. Brebes

.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: pertanian
dan peternakan

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Konservasi
TN Merbabu

* Kab. Magelang

« Kab. Boyolali

» Kab. Semarang

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati
Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan
Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi

Kawasan Konservasi
TN Karimunjawa

* Kab. Jepara

.

Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan
pulau-pulau kecil

Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area
bernilai keanekaragaman hayati tinggi

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem

berkelanjutan mendukung bioekonomi
Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta
akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

Kawasan Konservasi
Geopark Kebumen

e Kab. Kebumen

.

Pengelolaan
ekosistem

geologi untuk mendukung keanekaragaman

Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area
bernilai keanekaragaman hayati tinggi

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan

Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem

berkelanjutan mendukung bioekonomi

Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta
akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
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Provinsi Jawa
Tengah

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
» Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, yaitu:

o Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Jenderal
Soedirman melalui pembiayaan SBSN

o Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Walisongo Semarang
melalui pembiayaan SBSN

o Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Salatiga melalui
pembiayaan SBSN

> Revitalisasi sarana dan prasarana UIN KH Abdurrahman Wahid
Pekalongan melalui pembiayaan SBSN

o Revitalisasi sarana dan prasarana JAIN Kudus melalui
pembiayaan SBSN

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
> Penuntasan TBC

Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

(o)

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

<

(o]

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu
hamil

o Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

o Penguatan  surveilans,
penanganan bencana

pengendalian KLB/wabah dan

o Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

< Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi
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e Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

- Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

¢ Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dan lanjut usia, melalui:
o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak
penyandang disabilitas, dan lanjut usia

¢ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi
penyandang disabilitas dan lanjut wusia dalam proses
pembangunan

.

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

.

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

= Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

o Penerapan jaringan cerdas (smart grid} untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

o Penerapan Internet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

¢ Perluasan infrastruktur digital
o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
e Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
< Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
< Digitalisasi layanan publik prioritas
o Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Penguatan reformasi hukum, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU}

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

s Pendalaman sektor keuangan, melalui:
o Penguatan peran perbankan
o Penguatan peran sektor keuangan nonbank
o Peningkatan inklusi dan literasi keuangan
» Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui:
= Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan

o Jaminan hak  kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat
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Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kesejahteraan agar
kelompok miskin dapat memperoleh manfaat dari bantuan sosial,
layanan kesehatan, pendidikan untuk memenuhi kebutuhan
hidup layak

Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi lansia
dan penyandang disabilitas, melalui penyediaan permakanan,
layanan home care, dan program pemberdayaan komunitas

Perluasan akses pembiayaan bagi petani, perkebunan, dan
nelayan melalui Kartu Usaha, guna meningkatkan produktivitas
dan nilai tambah hasil pertanian

Digitalisasi pemasaran produk eckonomi kreatif, untuk
memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil
dalam industri pariwisata dan budaya

Peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui
kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi
melalui kartu usaha

Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran

101

Perubahan
Subbab 4.3.5
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
dalam

halaman 208 A

sampai
dengan 210

Sasaran Pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta

PDRB per

LPE (%)

Kapita

(Rp Juta)

i#

| 5,3 55,
\

A

Kontribusi Tingkat
PDRB Kemiskinan
Provinsi (%) (%)

Gini Daerah (%)

Manusia Emisi GRK (%)
~
3,12-3,51 |

0,9 10,00-10,50 0,443-0,447 0,75 62,14 70,49

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

Lokasi Prioritas

Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Yogyakarta,
Kawasan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Unggulan
Yogyakarta, dan
Kawasan
Aerotropolis YIA
(bagian dari
Destinasi Pariwisata
Prioritas Borobudur-
Yogyakarta-
Prambanan)

¢ Kota Yogyakarta

* Kab. Sleman

e Kab. Kulonprogo
¢ Kab, Gunungkidul
+ Kab. Bantul

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Yogyakarta,
melalui:

¢ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

& Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pembangun Pantai Congot Kab. Kulon Progo

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Klaten-Kartasura
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Magelang-Bawen
Persiapan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta—Kulonprogo (YIA)

Urban Renewal Kota Tua Yogyakarta, Kotagede, dan Revitalisasi
Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Kawasan Sumbu
Filosofi Yogyakarta

Pengembangan World Class Research University berbasis potensi
wilayah pada Universitas Gadjah Mada

Peningkatan/preservasi  jalan ruas  Yogyakarta-Bantul-
Parangtritis, Yogyakarta~Kaliurang, Yogyakarta-Wonosari

Pengembangan Kawasan Aerotropolis YIA  (Yogyakarta

International Airport)

Peningkatan 6A Pariwisata, terutama pada hotspot pariwisata:
o Percandian Prambanan-Sewu

< Keraton Ratu Boko

(o]

Kaliurang-Merapi
o Pantai selatan Bantul-Kulonprogo

SK No 251453 A
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o Perbukitan Menoreh

o Geopark Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem
geomorfologi karst Gunungkidul

o Kasongan-Selarong
o Imogiri

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan
intelektual

Kawasan
Swasembada Pangan
dan Air Progo-Opak
« Kab. Sleman

e Kab. Kulon Progo
s Kab. Gunungkidul
e Kab. Bantul

.

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. L
Kalibawang

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani
(termasuk pengembangan kawasan peternakan)

e Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi

dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati
Pengembangan sentra perikanan

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulithan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak,
dan DAS Bribin

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
pertuasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SPAM
Kamijoro Kabupaten Kulon Progo

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan Afirmasi
Pegunungan Sewu
(Pemerataan
Pembangunan)

¢ Kab. Gunungkidul

Penyediaan infrastruktur layanan dasar {air minum, dan sanitasi,
listrik), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: pertanian
hortikultura dan peternakan

Peningkatan 6A pariwisata di Geopark Gunung Sewu, termasuk
pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul

Pembangunan jalan lintas selatan Gunungkidul-Wonogiri

Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta-Wonosari-
Semanu-Pracimantoro

Kawasan Konservasi
TN Gunung Merapi

¢ Kab. Sleman

Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan

Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi

Kawasan Rawan
Bencana Gempa
Bumi Sesar Darat di
D. I. Yogyakarta

Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan
seismik

Provinsi DI
Yogyakarta

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
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penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun
pendidikan prasekolah 12 Tahun pendidikan dasar dan
pendidikan menengah, melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

> Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:

o Penuntasan TBC

el

Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

n

Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan tklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

[a)

2

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan kaonvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu
hamil

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan dari kekerasan, melalui:

~ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas dan lanjut usia, melalui:

o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak
penyandang disabilitas dan lanjut usia

¢ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi
penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses
pembangunan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,

melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

o Penerapan jaringan cerdas {smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi
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o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik
o Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna

meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

- Perluasan infrastruktur digital
= Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
~ Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok

Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
- Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
< Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

< Digitalisasi layanan publik prioritas

~ Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut

Penguatan reformasi hukum, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU)

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

~ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba {P4GN)

Pendalaman sektor keuangan, melalui:

- Penguatan peran perbankan
o Penguatan peran sektor keuangan nonbank
o Peningkatan inklusi dan literasi keuangan
o Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui:
o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan

o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan.

Pemberdayaan komunitas lokal dalam sektor pariwisata, melalui
program desa wisata berbasis budaya, pelatihan keterampilan,
dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif

Peningkatan akses modal dan pelatihan bagi UMKM ekonomi
kreatif, termasuk sektor kerajinan, kuliner, dan seni
pertunjukan, dengan dukungan program pendampingan berbasis
komunitas

Digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif, untuk
memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil
dalam industri pariwisata dan budaya

Peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui
Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi
melalui kartu usaha

*

Penguatan  pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran
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102 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur
PDRB per  Kontribusi Tingkat " Indeks Penurunan
SUbbab 436 LPE (%) Kapita PDRB Kemiskinan RG";‘F' Modal Intensitas DIKLHh T‘:'T
Provinsi Jawa (Rpluta)  Provinsi (%) (%) n Manusia  Emisi GRK (%) oo 0 )
. /’ ~ ~ ~ - ~ - ~ e N
Tlmur dalam ‘@ 5,1 80,7 14,3 7,58-8,08 0,381-0,386 0,64 1,00 74,17 3,90-4,49 \‘
halaman 210 o
eterangan:
Sampai :ﬂllili:llll;dﬂ;f;r;}lll:[?:}l&:l[ El;:ﬁ;x:li:é\%ll:‘rzilil[ﬁl‘:‘;:lll(:k Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
dengan 213
Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi

WM Surabaya dan ¢ Peningkatan kualitas dan penataan WM Surabaya, melalui:

Kawasan o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Surabaya

Pengembangan

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

Industri Gresik-
Surabaya-Sidoarjo-
Mojokerto-Pasuruan o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
* Kota Surabaya penyediaan RTH

e Kab. Gresik

e Kab. Lamongan
e Kab. Mojokerto
e Kab. Sidoarjo

¢ Kab. Bangkalan

» Kab. Pasuruan

« Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
o Penyusunan metropolitan statistical area

« Pengembangan Kawasan Perkotaan Gresik (tematik kota industri)
sebagai kota satelit dari WM Surabaya, melalui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penvediaan ruang terbuka hijau

¢ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM
Surabaya dan pengembangan Surabaya Regional Railway Line
Fase 1

e Persiapan pembangunan Jalan Tol Surabaya East Ring Road
(Bandara Juanda-Kenjeran)

Persiapan pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban

¢ Pengembangan World Class Research Uruversity berbasis potensi
wilayah pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember

¢ Pengembangan koridor industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-
Mojokerto-Pasuruan (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel,
hilirisas) timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, hilirisasi
sawit, industri tekstil dan produk tekstil industri kimia, hilirisasi
tembaga, industri logam dasar, besi, dan baja)

¢ Hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan
surfaktan

e Pengembangan KEK Gresik dan
Sentra@Lamongan

Pembangunan Pabrik Amonia Urea Il Petrokimia Gresik (PKG)
Pembangunan Pabrik Soda Ash Petrokimia Gresik (PKG)

Urban Renewal Kota Tua Surabaya

pengembangan KI i-

Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Keraton Majapahit
Trowulan

Pengembangan SPALD Perkotaan Kab. Gresik

e Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan
intelektual

Kawasan Perkotaan ¢ Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Malang-Batu,
Malang-Batu, melalui:
Kawasan ~ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
Pengembangan penyediaan ruang terbuka hijau
Industri Malang- ¢ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Singasari-lLawang, e Urban Renewal Kota Wisata Batu

dan Kawasan

. e Pengembangan koridor industri Malang-Singasari-Lawang
Pariwisata Unggulan

(sektor industri prioritas: industri tekstil dan produk tekstil)
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Bromo-Tengger-
Semeru dan Lingkar
Kawi (Destinasi
Pariwisata Prioritas
Bromo-Tengger-
Semeru)

* Kota Malang

* Kota Batu

e Kab. Malang

s Kab. Pasuruan

* Kab. Probolinggo
e Kab. Lumajang

s Kab. Blitar

L]

Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas
tenaga kerja, melalui pembangunan/
pengembangan/peningkatan balai latithan kerja  sesuai
kebutuhan industri wilayah dan kebutuhan keahlian industri di
negara penempatan pekerja migran Indonesia sesuai job order

Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Malang
Melalui Pembiayaan SBSN

Pengembangan KEK Singasari

Pengembangan Kota Agropolitan Malang-Batu

Peningkatan 6A Pariwisata Malang-Bromo-Tengger-Semeru
Preservasi jalan ruas Malang-Batu dan Malang-Bromo

Pembangunan infrastruktur pengendalian sedimen dan lahar
Gunung Semeru

Pembinaan melalui pelatihan kapasitas SDM Pariwisata berbasis
pariwisata berkelanjutan

Pengurangan risiko bencana Gunung Semeru

Kawasan Perkotaan
Kediri

¢ Kota Kediri

¢ Kab. Kediri

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kediri, melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pengembangan kota agropolitan Kediri
Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-
Tulungagung-Blitar

Kawasan Perkotaan
Madiun

» Kota Madiun

¢ Kab. Madiun

+ Kab. Magetan

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Madiun,
melalui:

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan Kota Agropolitan Madiun

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-
Pacitan

Pengembangan Kawasan Industri Ngawi, sebagai hinterland dari
Kawasan Perkotaan Madiun

Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok
industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas

Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung
rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense
pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan)

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Madiun
Melalui Pembiayaan SBSN

Kawasan Perkotaan
Jember

e Kah. Jember

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jember,
melalui:

¢ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu
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o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

< Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Pengembangan kota agropolitan Jember

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi jalan ruas Jember-Banyuwangi, Jember-Bondowoso—
Situbondo, dan Jember-Lumajang

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Bengawan
Solo Jawa Timur

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

Pacitan
Ponorogo
Magetan
Madiun
Ngawi
Bojonegoro
Tuban
Lamongan
Gresik

Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Tugu

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Asin Bawah, D.1.
Bendo, dan D. 1. Pacal

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Sub-DAS Kali Madiun, Sub-DAS
Bengawan Solo Hilir, DAS Grindulu, DAS Prumpung, DAS Kali
Lamong, dan DAS Kali Corong, Waduk Pacal, Waduk Pondok,
Waduk Sangiran, Waduk Prijetan, dan Telaga Sarangan

Pengembangan kilang minyak bumi GRR Tuban
Pembangunan kilang olefin di Tuban
Pengembangan biofue! dari metanol dan etanol di Bojonegoro

Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban-
Rembang

Preservasi jalan ruas Bojonegoro-Babad-Lamongan-Gresik dan
Tuban-Babad

Pengembangan kawasan prioritas organik bernutrisi Lereng
Gunung Lawu (Kab. Karanganyar)

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Brantas

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

Malang

Blitar

Kediri
Nganjuk
Jombang
Mojokerto
Sidoarjo
Tulungagung

.

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Delta
Brantas, D.I. Bendung Jatimlerek, D.I. Siman, dan D. . Waduk
Bening

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Pengembangan sentra/kawasan perikanan

Konservasi sumber daya air, dengan oufput: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial lahan yang sudah
menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan
mata air yang berperan krusial.
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s Kab. Trenggalek

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS
Lekso, Sub-DAS Konto, Sub-DAS Brangkal, Waduk Karangkates,
Waduk Widas, Waduk Selorejo

Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan
pada DAS Brantas

Pembangunan Bendungan Bagong

Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata pertanian terpadu
Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto}

Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petami; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Tapal Kuda
s Kab.
e Kab.
e Kab. Lumajang
e Kab. Jember

e Kab. Situbondo
+ Kab. Bondowoso
e Kab.

Pasuruan

Probolinggo

Banyuwangi

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan
pemerintah pusat, pada D. [. Baru dan D.I Bajulmati

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
vang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung, DAS
Sampean, dan DAS Tempuran-Kedungbajul

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
Pembangunan jaringan perpipaan (mendukung Sebaif Grati)
Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen
melalui peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Madura
melalui pembiayaan SBSN

Kawasan Afirmasi
Madura dan
Kepulauan
(Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan) dan
Kawasan Perkotaan
Sumenep

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi,
infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan
listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan
pangan
Preservasi jalan lintas selatan Madura dan jalan lintas utara
Madura

Pengembangan jaringan/daerah irigasi baru di WS Madura
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s Kab. Bangkalan
¢ Kab. Sampang
e Kab. Pamekasan
¢ Kab. Sumenep

.

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan
dan peternakan

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri
garam

Replacement fasilitas Pelabuhan Sapudi

Peningkatan fasilitas Pelabuhan Keramaian (Pulau Masalembu)

Peningkatan fasilitas Pelabuhan Panarukan

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sumenep,
melalui:

< Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

5 Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Afirmasi
Pegunungan Sewu
Jawa Timur
(Pemerataan
Pembangunan}

e Kab. Pacitan
¢ Kab. Trenggalek

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum,
dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur
distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan
air, energi, dan pangan

Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur dan
preservasi jalan lintas selatan Wonogiri-Pacitan-Trenggalek-
Tulungagung, serta jalan ruas Ponorogo-Pacitan dan Ponorogo-
Trenggalek

Pemberdayaan akfivitas ekonomi high value unggulan:
perikanan, pertanian, dan perkebunan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Komoditas
Unggulan Tebu
Lingkar Kelud-Kawi-
Arjuna-Welirang

¢ Kab. Malang

¢ Kab. Blitar

s Kab. Kediri

* Kab. Jombang

¢ Kab. Mojokerto

¢ Kab. Sidoarjo

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Kawasan Komoditas
Unggulan Tebu Tapal
Kuda

¢ Kab. Lumajang
¢ Kab. Jember

¢ Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan
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« Kab. Situbondo
e Kab. Bondowoso

Kawasan Komoditas
Unggulan Tebu
Pegunungan
Kendeng-Lingkar
Lawu

¢ Kab. Ngawi
+ Kab. Magetan

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Trenggalek-
Tulungagung

s Kab. Trenggalek

» Kab. Tulungagung

Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN
Prigi

Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan
pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan wnput produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan

perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Lamongan-
Tuban

s Kab. Lamongan
e Kab. Tuban

Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Brondong dan PPP
Bulu

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri
garam di Lamongan dan Tuban

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Sumenep

e Kab. Sumenep

.

Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan
Pasongsongan

Pengeiolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan

perikanan
Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri
garam di Sumenep

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau hilirisasi
rumput laut

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Banyuwangi

e Kab. Banyuwangi

Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Muncar
Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya, terutama pada komoditas lobster air laut
yang memiliki nilai jual tinggi (high-value commodity)
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Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau hilirisasi
rumput laut

Kawasan Konservasi
TN Bromo-Tengger-
Semeru

« Kab. Pasuruan
» Kab. Probolinggo
e Kab. Malang

e Kab. Lumajang

Kawasan Konservasi
TN Meru Betiri

¢ Kab. Jember
¢ Kab. Banyuwangi

Kawasan Konservasi
TN Alas Purwo

+ Kab. Banyuwangi

Kawasan Konservasi
TN Baluran

« Kab. Situbondo

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa
Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan
Penguatan pengelolaan hutan lestari
Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi

Peningkatan layanan peringatan dini

Kawasan Rawan
Bencana Gempa
Bumi Sesar Darat di
Jawa Timur

Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan
seismik

Provinsi Jawa Timur

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun ({1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

> Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

© Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang
berkualitas

= Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, yaitu:

o Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Kediri melalui

pembiayaan SBSN

o Pengembangan rumah sakit pendidikan di Universitas

Brawijaya melalui pembiayaan PHLN

o Pengembangan kampus IIl UIN Maulana Malik Ibrahim melalui
pembiayaan PHLN

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:
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« Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai standar, serta
memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan
kegawatdaruratan ibu dan anak

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

« Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
o Penuntasan TBC

o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggt garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

Penyehatan lingkungan

2

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil

[e]

o

. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

o Penguatan  surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

[e}

Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

o Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:

o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

< Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

= Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

5 Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

o Penerapan Intemet of Things (loT} di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

< Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan
Percepatan transformasi digital, melalui:

¢ Perluasan infrastruktur digital

o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
~ Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok

Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
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- Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
o Digitalisasi layanan publik prioritas
o Pengembangan ekosistem layanan publik digital
s Penguatan reformasi hukum, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU)

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

¢ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui:

¢ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan

-~ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi
pemberdayaan masyarakat hukum adat

budaya, dan

» Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fagilitas pembinaan dan
pengembangan

o Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif
melalui:

© Peningkatan cakupan dan kualitas bantuan sosial berbasis
data tunggal kemiskinan

o Peningkatan cakupan jaminan sosial bagi pekerja rentan

o Penguatan program agar lebih adaptif dalam kedaruratan
seperti bencana alam, nonalam, serta perubahan iklim

melalui

Peningkatan pendapatan masyarakat
keterampilan kerja dan kewirausahaan

program

o Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk miskin
utamanya di wilayah kantong kemiskinan

o Akses pelatihan dan sertifikasi keterampilan kerja yang
disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja

o Fasilitasi akses pembiayaan inklusif dan modal usaha bagi
kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk
meningkatkan skala dan daya saing bisnis

¢ Peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar dengan
mengutamakan wilayah kantong kemiskinan seperti penyediaan
rumah sakit terpadu di wilayah Madura

103

Perubahan
Subbab 4.3.7
Provinsi
Banten dalam
halaman 214
sampai
dengan 217

PDRB per

LPE (%)

/’@

\ 3.3
\

-

Keterangan:

Kapita

(Rp Juta)

~

75,1

Sasaran Pembangunan Provinsi Banten

Kontribusi Tingkat
PDRB Kemiskinan
Provinsi (%) (%)

" Indeks Penurunan
R
asio Modal Intensitas IKLH er

Gini Manusia  Emisi GRK (%) D2€"3N (%)

-~
13,56

-~ ~
4,0 4,50-5,50

- -
0,344-0,365 0,56

~
66,92

-~
6,87-7,24
_/

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas

Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Perkotaan
Cilegon-Serang,
Kawasan
Pengembangan
Industri Cilegon-
Serang-Tangerang ,
dan Jakarta-
Tangerang

e Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cilegon-
Serang, melalui:

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

e Pengembangan koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang
(sektor industri prioritas: hilirisasi timah, hilirisasi kelapa,
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Intermational
Business Corridor
« Kota Cilegon

s Kota Serang

o Kab. Serang

s Kab. Tangerang
» Kota Tangerang

¢ Kota
Selatan

Tangerang

hilirisasi kelapa sawit, industri kimia, industri logam dasar, besi,
dan baja, serta industri tekstil dan produk tekstil)
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (kelapa sawit),
dan pengembangan Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate
Cilegon (industri kimia dan logam dasar)

Hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan
surfaktan

Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok
industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas

e Pengembangan Pelabuhan Ciwandan-Cigading

Perencanaan dan Interkoneksi

Sumatera—~Jawa

penyiapan pembangunan

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
provinsi dan kabupaten/kota

Preservasi Jalan Merak-Batas Kota Cilegon

Pengembangan KEK Edukasi, dan Kesehatan

Internasional Banten (KEK BSD)

Teknologi,

Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja
Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja
Pengembangan kawasan perdesaan prioritas Kab. Serang

Penguatan ekosistem ekonomi

intelektual

kreatif berbasis kekayaan

Kawasan Pariwisata
Unggulan Labuan-
Tanjung Lesung

Peningkatan 6A pariwisata di KEK Tanjung Lesung dan urban
renewal Labuan

Preservasi jalan ruas Panimbang-Labuan, Panimbang-
Tanjunglesung, dan Panimbang-Sumur-Ujungkulon (via pesisir)

Perigembangan pelabuhan perikanan PPP Labuan
Pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkasbitung-Panimbang

Kawasan
Swasembada
Pangan, Air, dan
Energi Banten

e Kab. Serang

¢ Kab. Tangerang
s Kab. Lebak

e Kab. Pandeglang

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan
pemerintah pusat, pada D. I
Cidurian, dan D.1. Cibaliung

irigasi kewenangan
Cisadane, D. I. Ciujung, D. L

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai
dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS
Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung,
serta DAS Cikadubuluh-Cipuntenageung—Cibama

Pembangunan Interbasin Transfer System Banten
Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik {SPALD)

Kawasan Afirmasi
Banten Selatan

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum,
dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur
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{Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan)

¢ Kab. Lebak

* Kab. Pandeglang

distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan
air, energi, dan pangan

Peningkatan ketahanan bencana

Pemberdayaan aktivitas ekonomi high vahie unggulan:
perikanan, pertanian tanaman pangan, dan pertanian
hortikultura

Peningkatan 6A pariwisata di Sawarna dan Kawasan Masyarakat
Adat Baduy (Baduy Luar)

Peningkatan/pembangunan jalan ruas Panimbang-
Muarabinuangeun, Muarabinuangeun-Malingping-Bayah—
Sawarna-Palabuhanratu, Cikulur-Ciboleger

Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker,
jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD
dan kabupaten/kota

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Konservasi
TN Ujung Kulon

¢ Kab. Pandeglang

Kawasan Konservasi
TN Halimun-Salak

+ Kab. Lebak

.

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati
Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan

Provinsi Banten

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada
ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk
penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan
sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi
pendukung lainnya

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan

prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan

menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

2 Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat

o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko
penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi
produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil
tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan
penerapan dan_ peningkatan tarif cukai secara bertahap,
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inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan
bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta
pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola
hidup sehat dan aktivitas fisik

Q

Penyehatan lingkungan

e}

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu
hamil

~

» Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

O

Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan
penanganan bencana

¢ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

o Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

e Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan, melalui:
o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA/LUR

e Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

o

. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

. Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

n

Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

O

(o]

Penerapan Internet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

o

Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan
infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

o Perluasan infrastruktur digital
« Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
o Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
s Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
o Digitalisasi layanan publik prioritas
< Pengembangan ekosistem layanan publik digital

Penguatan reformasi hukum, melalui:

¢ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU)

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

- Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui:

o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya
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o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan

o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama
dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran
bagi kelompok miskin dan rentan

Peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program
pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima manfaat yang
memenuhi syarat dapat mengakses program peningkatan
keterampilan dan bantuan modal usaha untuk mendorong
kemandirian ekonomi

Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha
mikro dan pekerja informal untuk memperluas akses
pembiayaan dan pendampingan usaha

Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan
keterampilan digital, yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia
kerja dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan peluang kerja
bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan

Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran

104 Perubahan
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Lokasi Prioritas

Highlight Indikasi Intervensi

WM Denpasar
¢ Kota Denpasar
e Kab. Badung
s Kab. Tabanan
» Kab. Gianyar

Peningkatan kualitas dan penataan WM Denpasar, melalui:
o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Denpasar

o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan
rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan
masalah perkotaan secara terpadu

o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan
penyediaan ruang terbuka hijau

o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
Penyusunan metropolitan statistical area

Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM
Denpasar

Bali Beach Conservation Project II

Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi
unggulan di tingkat regional pada Universitas Pendidikan
Ganesha melalui revitalisasi sarana dan prasarana yang dibiayai
SBSN

Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH Development Area 2)
Pengembangan KEK Sanur
Pengembangan KEK Kura-Kura Bali

Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-
Singapadu-Sanur-Benoa

Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi-
Canggu

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan
intelektual

Kawasan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Unggulan Bali
{Destinasi Pariwisata
Regeneratif Bali)

o Kota Denpasar

e Kab. Jembrana

e Kab. Tabanan

» Kab. Badung

e Kab. Buleleng

¢ Kab. Gianyar

« Kab. Bangli

» Kab. Klungkung

e Kab. Karangasem

LJ

Peningkatan 6A pariwisata pada hotspot pariwisata Bali:
o Ubud-Tegallalang-Payangan {(Ulapan)

o Kintamani-Danau Batur

Besakih-Gunung Agung

o

o Singaraja-Lovina (termasuk urban renewal kawasan perkotaan
Singaraja menuju kota pariwisata pusaka)

o Bedugul-Kuta-Canggu-Sanur-Nusadua
< TNBB-Menjangan-Pemuteran

o Amuk-Candidasa

o Nusapenida

Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi

Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-
Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali
Baru/Bali Utara-Singaraja

Pengembangan kawasan pariwisata Ulapan, termasuk
perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulapan

Pembangunan pusat kebudayaan Bali di Klungkung
Kawasan perdesaan Shiny Tabanan
Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Agung

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan
intelektual

Rintisan Kawasan
Pengembangan
Industri
Candikusuma-
Pengambengan

s Kab. Jembrana

Penguatan dan integrasi pendidikan/pelatihan dengan
kebutuhan industri pada SMKN 2 Negara dan BLK Jembrana

Kawasan
Swasembada

Rehabilitasi dan Peningkatan D. I. Tukad Saba dan D. I. Tukad
Yeh Hoo
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Pangan, Air, dan
Energi Bali-
Nusapenida

* Kab. Badung

o Kab. Buleleng
s Kab. Jembrana
* Kab. Tabanan
* Kab. Gianyar

e Kab. Tabanan
s Kab.
e Kab.

Karangasem
Klungkung

Peningkatan daya guna lahan pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan
melalui pengembangan kawasan terintegrasi

Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi
dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati

Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan
yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan
penyelamatan mata air yang berperan krusial

Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau,
terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh
Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS

Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau
Tamblingan, dan Danau Batur
Pembangunan PLTS Bali Timur
Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan

pengembangan broodstock center udang di Kab. Karangasem

Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan
prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui
peningkatan prasarana pascapanen

Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan
pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan
manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi
dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan
perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan
pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi
Biru Jembrana

s Kab. Jembrana

.

.

Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Pengambengan

Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan
pesisir di Jembrana

Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi
perikanan tangkap

Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya

Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan
budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan
perikanan

Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

Kawasan Komoditas
Unggulan Kopi
Bangli-Buleleng

» Kab. Bangli

* Kab. Buleleng

Kawasan Komoditas
Unggulan Anggur
Buleleng

¢ Kab. Buleleng

Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

Kawasan Afirmasi
Nusapenida (Daerah
Terdepan dan
Percepatan
Pemerataan
Pembangunan)

e Kab. Klungkung

Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum,
dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur
distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan
air, energi, dan pangan

Peningkatan ketahanan bencana
Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan

Pemanfaatan sumber daya biota laut dan ekosistem pesisir
secara berkelanjutan
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Penguatan Pulau Nusapenida sebagai kawasan pertahanan dan
keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI
di sekitar ALKI-2

Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi:
perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat,
pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan
perluasan layanan penyiaran digital

Pemanfaatan sumber daya biota laut dan ekosistem pesisir
secara berkelanjutan

Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan

Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusapenida

Kawasan Konservasi
TN Bali Barat
e Kab. Jembrana

* Kab. Buleleng

Kawasan Konservasi
TWA Gunung Batur-
Bukit Payang

+ Kab. Bangli

Kawasan Konservasi
TWA Danau Buyan-
Danau Tamblingan

s Kab. Tabanan
e Kab. Buleleng

.

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati
Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa
Penguatan pengelolaan hutan lestari

Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan

Perlindungan dan pengamanan hutan

Provinsi Bali

Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z,
dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan
dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita

Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan
prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan
menengah), melalui:

o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

< Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

o

Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak

Q

Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus
mencegah kasus baru melalui peningkatan Lkonvergensi
layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk
untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi
buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu
hamil

o

Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah,
usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

- Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

~

Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
o Penuntasan TBC
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o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya
kesehatan jiwa

o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif
bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan
tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan
peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak,
pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya
merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas
fisik

o Penyehatan lingkungan

» Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

> Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan
penanganan bencana

-~ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba

« Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

* Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dan kekerasan, melalui:
o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan
kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

> Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari
kekerasan

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir,
melalui:

o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta
pemrosesan residu di TPA

Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih
rendah, melalui:

o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTS)

C

Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu
induk

Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan
efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

)

[w}

Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas
pasokan listrik

Penerapan Intermet of Things (loT) di sektor energi guna
meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-
time

]

[e)

Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan
listrik umum (SPKLU)

Percepatan transformasi digital, melalui:

¢ Perluasan infrastruktur digital
Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok

4]

(9]

e Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:
~ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
< Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
- Digitalisasi layanan publik prioritas
o Pengembangan ekosistem layanan publik digital

* Penguatan reformasi hukum, melalui:

o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana
pencucian uang (TPPU)

o Penanggulangan judi dan penyelundupan

o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran
gelap narkoba (P4GN)
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~ Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan
orang
¢ Penguatan pengawasan dan penindakan imigrasi
¢ Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui:
o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya
- Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pemajuan kebudayaan
¢ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat
¢ Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan
talenta potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan
* Pengembangan layanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas
bagi lansia dalam mendukung kesejahteraan di provinsi yang
memasuki aging population
e Penguatan layanan home care dan kesehatan geriatri yang
berorientasi pada pencegahan penyakit kronis dan peningkatan
kualitas hidup lansia, terutama di daerah dengan keterbatasan
akses layanan kesehatan
e Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan
pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan
data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial
tepat sasaran
106 Perubahan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
PDRB Kontribusi Tingkat " Indek P
Subbab 4.4.3 LPE (%) Kapitzer “PDRB Kemickinan Rasio Modal Tntensitas. ok s
Provinsi Nusa (Rpluta)  Provinsi (%) (%) ni Manusia Emisi GRK (%) D°¢"@ %)
- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "\‘
Tenggara ‘:@ 6,0 35,8 0,8 11,68-12,18 0,369-0,373 0,56 25,99 76,19 2,19-2,79 !
A A
Barat halaman R
M LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan
22 1 Sampal Hidup: :km TFl"T: Tingkat Pengangguran Terbuka. ‘ # . ° ' : ®
dengan 223
Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan DPP s Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi
Lombok Gili- pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan
Tramena prioritas (DPP Lombok - Gili Tramena), melalui:

)

- Peningkatan jalan nasional, dengan output: Preservasi Jalan
* Kota Mataram Kuta-Senggol dan Bill Mandalika

* Kab. Lombok Utara - Pengembangan atraksi (alam, budaya, buatan} termasuk
e Kab. Lombok Barat berbasis geologi Lombok-Gili Tramena, dengan output: event
» Kab. Lombok MICE dalam negeri, pendukungan event daerah, pelaksar_laaq
kegiatan (events) nasional dan internasional, jejaring destinasi

o

T h
enga pariwisata di wilayah Destinasi 1I yang dikembangkan,
* Kab. Lombok dokumen perencanaan daerah pariwisata di wilayah destinasi
Timur Il yang terpadu, desa wisata yang dikembangkan, koordinasi

strategis perencanaan dan pengembangan Geopark Rinjani

I8}

Pengembangan kawasan geopark yang diwujudkan melalui
penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan
dan implementasi rencana induk pengembangan geopark

s}

Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata
Lombok-Glli Tramena, dengan output: fasilitasi dan pembinaan
dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata, SDM
pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan
kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata

8}

Pemasaran pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan output:
publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat
khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi
terpadu (pameran, perjalanan wisata pengenan, dan kerja
sama dengan maskapai dan wholesaler)
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o)

Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi
pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan output: fasilitasi
akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata
berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, koordinasi implementasi
Blue, Green, Circular Economy pada usaha pariwisata,
penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata

6]

Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus dengan, dengan output:
pengendalian pembangunan dan  pengelolaan  KEK,
peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem
informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe
A

Pengurangan emisi GRK sektor pengelolaan sampah oleh
pemerintah pusat, dengan output: bank sampah induk yang
terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, dan instalasi
pengolahan air limbah

o

)

Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah
laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kawasan Perkotaan
Sedang Kota
Mataram

e Kota Mataram

Pembangunan metropolitan Kota

Mataram, melalui:

perkotaan  nonwilayah

> Pembangunan kawasan perkotaan sedang
- Pembangunan dan peningkatan SPAM

c Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik Kota
Mataram

Kawasan Industri
Sumbawa Barat

+ Kab. Sumbawa
Barat

Pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri

Sumbawa Barat, melalu1:

o Perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat

o Penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul
transportasi KI Sumbawa Barat

o Pembangunan dan
jalan/jembatan Pal IV -
perumahan/kesehatan/air
persampahan dan limbah

pengembangan infrastruktur
KM 70, sarana prasarana
bersih/listrik/pengolahan

o Peningkatan investasi kawasan dan pengembangan usaha
serta rantai pasok

o Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM
- Peningkatan investasi hilirisasi tembaga

Kawasan

Perkebunan dan

Hilirisasi Hasil

Perkebunan

» Kab. Lombok
Timur

* Kab. Dompu

e Kab. Lombok Utara

¢ Kab. Sumbawa

Pengembangan kawasan perkebunan dan hilirisasi tembakau
(Kab. Lombok Timur), tebu (Kab. Dompuj, kelapa (Kab. Lombok
Utara), kopi (Kab. Sumbawa), melalui:

o Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan
produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas
perkebunan

o Peningkatan daya saing produk perkebunan yang disertai
peningkatan industri pengolahan hasil perkebunan, dengan
output: pengembangan industri pengolahan perkebunan
produk hilir, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri
tempurung dan sabut kelapa, neraca komoditas perkebunan,
pengembangan industri pengolahan perkebunan,
pendampingan pembiayaan usaha mikro, peningkatan peluang
investasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi

o

Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, dengan
output. kawasan perkebunan, kawasan kopi dan kerja sama
perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional,
kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan
coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme
pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan
pascapanen, sertiftkasi produk

o Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya
pertanian

Pengembangan
Kawasan Peternakan

e Pengembangan kawasan peternakan melalui:
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s Kab. Lombok
Tengah

e Kab. Lombok
Timur

e Kab. Sumbawa
e Kab. Dompu
* Kab. Bima

o Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga
hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas
pangan hewani

o Pengendalian dan  penanggulangan penyakit hewan
mendukung penguatan kawasan peternakan

Kawasan Sentra
Garam Rakyat
¢ Kab. Bima

e Kab. Lombok
Timur

e Kab. Sumbawa
e Kab. Lombok Barat

Pengembangan kawasan sentra garam, melalui:

o Pengembangan garam industri terintegrasi

o Penguatan sarana dan prasarana industri garam
o Peningkatan produktivitas garam rakyat

Kawasan Perikanan
dan Sentra Rumput
Laut

Kab. Sumbawa
Kab. Lombok
Timur

Kab. Bima

e Kab. Lombok
Tengah

Kab. Lombok Barat

Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut,
melalui:

o Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut

o Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan
sumber daya manusia

- Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui
peningkatan produktivitas budidaya rumput laut

= Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut

D

~ Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian

o

Pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi
teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut {(karagenan,
agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, dan pakan ternak)

Sentra Produksi

Berbasis Komoditas

Udang

¢ Kabupaten
Sumbawa

» Kabupaten Bima

» Kabupaten Lombok
Timur

+ Kabupaten
Sumbawa Barat

« Kabupaten Lombok
Utara

Pengembangan sentra akuakultur khususnya udang, melalui:
o Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan

perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat di
Kabupaten Sumbawa

o

- Pengembangan akuakultur komoditas udang

Pengembangan

Kawasan Sentra

Berbasis Perikantan

Tangkap

* Kab. Lombok
Timur

» Kab. Sumbawa

¢ Kab. Dompu

Penyiapan kawasan prioritas pengembangan kelautan dan
perikanan pada sentra berbasis perikanan tangkap, melalui:

~ Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi
perikanan tangkap

o Pembangunan industri pengolahan ikan

Pengembangan

Pangan Lokal

+ Kab. Sumbawa

* Kab. Lombok
Timur

¢ Kab. Dompu

¢ Kab. Bima

Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan
lokal Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan dan
peternakan, melalui:

o Pengembangan pangan lokal dan nabati, dengan output:
peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)

o Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan
perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

~ Penguatan hilir peternakan melalui pendampingan dan
pelatthan  pascapanen dan  pengolahan  mendukung
peningkatan nilai tambah
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< Pengembangan koperasi sektor produksi, dengan output:
peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi dan
pengembangan usaha koperasi

Kawasan Perdesaan e Pengembangan kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata
Berbasis Pariwisata Sembalun, melalui:
Sembalun o Peningkatan produktivitas perdesaan, dengan output: fasilitasi

pengembangan  kewirausahaan dan promosi produk

* Kabupaten Lombok unggulan, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan,

Timur fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata
o Pengembangan fasilitas pendukung perdesaan, dengan output:
sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas
transportasi desa dan perdesaan yang
dibangun/dikembangkan
o Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan
{kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi)
o Peningkatan  aksesibilitas desa (jalan, internet, dan
telekomunikasi)
-~ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal
o Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal
(pariwisata, pertanian, dan lainnya)
o Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan
transparansi dan digitalisasi desa
Kawasan s Pengembangan Kkawasan transmigrasi Selaparang di Kab.
Transmigrasi Lombok Timur, melalui:
Selaparang o Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas

logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan
jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana
permukiman

¢ Kabupaten Lombok
Timur

o Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output:
bantuan sarana produksi pertanian

o Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi
pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi

~ Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga
terampil, dengan output: perpindahan dan penempatan
transmigran

o Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat
- Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
o Perluasan layanan penyiaran digital

Kawasan Konservasi

Pengembangan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir,
e Kawasan dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K) di KKN Gili Matra, melalui:

Konservasi -~ Pengelolaan KKPWP3K untuk peningkatan efektivitas
Nasional Gili konservasi

Matra, Kabupaten

Lombok Utara

e Kawasan
Konservasi Daerah
Gili Balu,
Kabupaten
Sumbawa Barat

Kawasan Rawan Pengelolaan risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi
Bencana Gempa di Kota Mataram, melalui:

Bumi o Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi
masyarakat terhadap bencana, dengan output: peta kawasan
rawan bencana gempabumi, peralatan monitoring dampak
akibat gempa bumi dengan peralatan intensitymeter dan
accelerograph melalui Indonesia Disaster Resillience Initiatives
Project (IDRIP), peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami
melalui IDRIP, layanan informasi gempa bumi dan tsunami
melalui sekolah lapang gempabumi (SLG) wilayah timur

s Kota Mataram

o Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan
seismik
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Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Pengembangan kawasan pariwisata, melalui:

Q

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan
transportasi, dengan output: preservasi jalan koridor logistik
Trans Lombok pada Bayan Sembalun dan Pemenang Bayan
serta Jalan Trans Sumbawa Simpang Negara~-Sumbawa Besar
dan perlengkapan jalan, rambu sungai, dan danau

o]

Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur
distribusi tenaga listrik

e}

Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat

(o]

Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
Perluasan layanan penyiaran digital

(93

Peningkatan pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi
perairan dan pesisir, melalui:

< Peningkatan ketahanan pesisir dan laut, dengan output:
pengamanan pesisir 3 (tiga) Gili

()

Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil/terluar

O

Pengembangan kawasan pesisir tangguh dan pengendalian
pemanfaatan ruang laut

Q

Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
perairan,

Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan, dengan output. optimalisasi pengelolaan
lembaga konservasi

O

()

Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan output:
penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati,
pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat

o]

Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem
berkelanjutan mendukung bioekonomi dengan output:
penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai
ekonomi karbon

o

» Perlindungan dan pengelolaan ekosistern serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi, dengan output: penguatan
perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian
alam (KPA), dan taman buru (TB), pengendalian kebakaran di
kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA]},
dan taman buru (TB)

Q

Konservasi sumber daya air di DAS Dodokan Moyosari dengan
output (i) penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit
produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; (ii)
rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masvarakat
dan stakeholder lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan
imbuhan mata air; serta (iii) rehabilitasi daerah imbuhan mata
air secara vegetatif

Pengelolaan risiko bencana banjir dan bencana alam lainnya di
daerah berisiko tinggi serta pengelolaan tampungan air
serbaguna, melalui:

o Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dengan
output: pembangunan pengendalian banjir Kota Bima

o Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan
output: pembangunan D.I. Bintang Bano serta rehabilitasi D.I.
Pengga, D.I. Batu Bulan, D.I. Remening Kompleks, dan D.I.
Mamak-Kakiang

Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses dan
bidang pendidikan serta penguatan sumber daya manusia sesuai
kebutuhan DUDI bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan
perikanan, melalui:

o Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan
peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah,
dengan output: layanan kerja sama nasional dan internasional,
sertifikasi profesi, pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi
bidang pertanian/perikanan/pariwisata/industri, kemitraan
antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia
usaha dan dunia industri, inovasi model pembelajaran vokasi
mengacu pada dunia kerja, satuan pendidikan yang selaras
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dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,
pengembangan kerja sama pelatihan

o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan
keterjangkauan satuan pendidikan

o Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Mataram melalui
pembiayaan SBSN

Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
melalui:

< Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta
potensial bidang olahraga, dengan output: talenta sentra
keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan
pengembangan

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian
penyakit, melalui:

o Penguatan intervensi spesifik stunting, dengan output: Ibu
hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari
Buffer  Stock, tenaga kesehatan/non-kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya, Pendampingan kesehatan ibu
hamil dan balita bermasalah gizi, Pelatihan pencegahan
stunting, penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah
gizi (weight faltering, underweight, gizi kurang), Infrastruktur
air minum berbasis masyarakat, dan keluarga vang mendapat
bantuan sosial

]

Peningkatan upaya pencegahan TBC, pengendalian penyakit
HIV/AIDS, malaria, dan kusta, dengan output: obat dan
perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan terlatih pencegahan
dan pengendalian penyakit, masyarakat yang mendapatkan
sosialisasi pencegahan dan pengendalian

o}

Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga
kesehatan yang didukung dengan penjaminan kesejahteraan

s}

Peningkatan gizi, dengan output: pelaksanaan deteksi dini
masalah gizi sebelum stunting terjadi serta pemberian tata
laksananya, implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan
EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta
Penambahan Vitamin)

Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola
pelayanan kesehatan melalui:

o Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan
digital, dengan output: pembinaan dan pendampingan
pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak,
penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin,
peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima
bantuan iuran (PB]) jaminan kesehatan nasional {JKN)

Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi,
termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak,
dengan output: pelatihan layanan kanker, jantung, strok,
uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA),
peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA,
fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan
KIA, pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA)
dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan
pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker
terpadu

Ia)

Q

Peningkatan produksi sumber daya manusia (SDM) kesehatan,
dengan output: rekomendasi produksi dokter dan dokter
spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter
Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM
kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan
pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan,
pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana
kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan
biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis
dengan wajib penempatan

e Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta

sarana __dan _ prasarana _ transportasi laut/udara dan
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penyeberangan untuk penumpang dan logistik untuk
mendukung kawasan strategis, melalui:

o

Pembangunan dan penguatan pelabuhan serta infrastruktur
konektivitas penunjang logistik, dengan output; pembangunan
fasilitas Pelabuhan Laut Kilo (MYC 2025-2026)

Penyediaan PSO dan layanan nonkomersil serta muatan
barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan output:
layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan
angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak
prioritas nasional, layanan angkutan rede prioritas nasional,
layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas
nasional

¢ Penyediaan air minum, perumahan dan kawasan permukiman,
serta peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan
terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman
kumuh, melalui:

- Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen
Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga
terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dalam
rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

(e}

Pengembangan dan pengelolaan SPAM, dengan output:
pembangunan SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM
regional, peningkatan SPAM kabupaten/kota, peningkatan
SPAM regiona